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UPAYA AFGHANISTAN DALAM MENANGGULANGI DRUG 
TRAFFICKING PADA TAHUN 2014-2019 
Oleh: Naurah Syofyan 
Afghanistan merupakan salah satu negara yang menjadi pusat 
aktivitas perdagangan narkoba dan negara utama yang menjadi 
penghasil Opium terbesar di dunia. Nilai budidaya dan produksi 
opium yang tinggi, menjadikan Afghanistan sebagai pengisi 
pasokan opium ke hamir seluruh wilayah di dunia. Masalah narkoba 
di Afghanistan melibatkan banyak pihak di dalamnya, mulai dari 
masyarakat lokal, gembong narkoba, pejabat pemerintah hingga 
kondisinya pun menjadi lebih rumit ketika didalamnya turut 
melibatkan peran organisasi teroris. Hingga jumlah produksi dan 
tingkat penanaman opium di Afghanistan yang sering mengalami 
peningkatan fluktuatif selama tahun 2014 hingga tahun 2017, dan 
menciptakan banyak tantangan bagi Afghanistan. Dalam 
menanggulangi permasalahan budidaya dan perdagangan narkoba 
di Afghanistan, di tahun 2014-2019 pemerintahan Ashraf Ghani 
melakukan banyak strategi dan upaya, dan salah satunya melalui 
Afghan National Drug Action Plan. Adanya beberapa upaya dan 
strategi sebagai upaya menanggulangi Drug Trafficking ini dapat 
dilihat melalui theory of change milik Tim Midgley. Teori ini 
menjelaskan bentuk pendekatan dan strategi yang dapat di lakukan 
suatu negara dalam menanggulangi Transnational Organized 
Crime. Melalui teori tersebut, penulis mendeskripsikan upaya yang 
di lakukan oleh Afghanistan pada tahun 2014 sampai dengan tahun 
2019 yang mencakup banyak sektor.  
Kata kunci: Afghanistan, drug trafficking, pemerintahan Ashraf Ghani, 






AFGHANISTAN EFFORTS TO TACKLING DRUG TRAFFICKING 
IN 2014-2019 
By: Naurah Syofyan  
Afghanistan is one of the countries that become the center of drug 
trafficking and one of the main country of largest opium producer 
in the world. The high value of opium cultivation and production, 
making Afghanistan a supply of opium to almost all regions of the 
world. Drug problems in Afghanistan, ranging from local 
communities, drug kingpin, government officials, thus the condition 
becomes more complicated. The amount of opium production and 
growth rates in Afghanistan increased fluctuatively during 2014 to 
2017, and created many challenges for Afghanistan. In overcoming 
the challenges of cultivation and drugs trafficking in Afghanistan, 
in 2014-2019 the government of Ashraf Ghani carried out many 
strategies and efforts, and also through the ‘Afghan National Drug 
Action Plan’. The existence of several efforts and strategies as 
efforts to tackle drug trafficking can be seen through Tim Midgley's 
theory of change. This theory explains the form of strategies that 
can be done in the country in tackling Transnational Organized 
Crime. Through this theory, the authors describe the efforts made 
by Afghanistan in 2014 to 2019 which discussed many sectors. 
Keywords: Afghanistan, Drug Trafficking, Ashraf Ghani’s 
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1.1 Latar Belakang 
Seiring berakhirnya perang dingin, isu-isu keamanan mulai bergeser. 
Keamanan tidak lagi hanya sekadar sebagai isu-isu konflik antar negara, namun 
juga isu-isu lain yang ancamannya dianggap mengganggu keamanan negara. Isu-
isu tersebut lantas dikategorikan sebagai isu-isu keamanan non tradisional yang 
meliputi tentang isu Hak Asasi Manusia, isu-isu lingkungan hidup, termasuk isu-
isu perdagangan ilegal manusia maupun drug trafficking. Terjadinya tindak 
kejahatan drug trafficking berdampak pada terjadinya penyalahgunaan dan 
peredaran gelap narkoba pada negara-negara di dunia. 
Drug trafficking mencakup tindakan kriminalitas yang bisa terjadi 
melintasi batas negara ataupun kriminalitas yang berlevel internasional.1 
Kejahatan berlevel internasional atau biasa disebut kejahatan transnasional 
(transnational crime) pada dasarnya memiliki jaringan lintas negara, tanpa adanya 
jaringan tersebut maka aktivitasnya akan sulit untuk dilakukan. Transnational 
crime juga merupakan tindakan kriminal yang terjadi dalam ruanglingkup suatu 
negara namun dampaknya turut dirasakan oleh negara lain. Drug Trafficking 
merupakan kejahatan yangsangat luas dan melampaui batas suatu negara, bisa 
bergerak ke semua lapisansosial ekonomi masyarakat di dunia. Aktivitasnya 
 






bukan hanya terbatas pada jual beli semata, namun mencakup penanaman, 
pengolahan, pendistribusian, serta penjualan zat-zat yang dilarang oleh hukum 
secara global.2 
Pada sebuah transnational market berlaku hukum pasar yaitu penawaran 
(supply) dan permintaan (demand) dari produk yang diperdagangkan.3 Yang 
mana, kedua hal ini menjadi mata rantai dalam kejahatan narkoba yang sampai 
saat ini masih sulit untuk diatasi dan menjadi permasalahan yang sangat serius di 
tingkat nasional maupun internasional. Mengingat bahwa banyaknya kasus tindak 
kejahatan yang berkaitan dengan narkoba ini menyebabkan banyak kerugian 
darisegi materi hingga non materi. 
Salah satu wilayah yang sangat terkenal sebagai pusat aktivitas 
perdagangan narkoba sekaligus terorisme adalah Asia Tengah. Negara utama yang 
menjadi penghasil dan perdagangan opium terbesar di wilayah tersebut yaitu 
Afghanistan. Di Afghanistan, jenis narkotika yang sering di perdagangkan yaitu 
Opium beserta turunannya. Hampir seluruh tanaman agrikultur di Afghanistan 
terdiri dari opium karena opium merupakan tanaman yang murah dan mudah 
tumbuh. Dengan membangun laboratorium sederhana yang terbuat dari tembok 
kayu dan atap jerami, opium di Afghanistan di proses kembali menjadi turunan 
lainnya seperti morfin dan heroin. Penanaman dan perdagangan opium di 
Afghanistan menjadi salah satu aktivitas kejahatan internasional yang telah lama 
menjadi masalah di negara tersebut. Di saat yang sama, Afghanistan yang sering 
 
2 UNODC. “Drug Trafficking,” https://www.unodc.org/unodc/en/drugtrafficking/index.html 






disebut sebagai negara landlocked country ini, juga dihadapkan pada 
permasalahan lain yang cukup rumit, mulai dari kekerasan etnis, lemahnya 
kendali pemerintah, tingginya tingkat korupsi, dan masalah kemiskinan.4 
Masalah narkoba di Afghanistan melibatkan banyak pihak di dalamnya, 
mulai dari masyarakat lokal, gembong narkoba, pejabat pemerintah hingga 
kondisinya pun menjadi lebih rumit ketika didalamnya turut melibatkan peran 
organisasi teroris.5 Drug Trafficking disinyalir juga memberi kekuatan besar pada 
bandar narkoba, pejabat pemerintah, bahkan kelompok pemberontak. Hal ini 
senada dengan penjelasan Howard Rahtz dalam bukunya yang berjudul “Drugs, 
Crime, and Violence: From Trafficking to Treatment” bahwa bisnis narkoba 
internasional memberikan keuntungan lebih dari 500 milyar US dollar pertahun 
melebihi keuntungan dalam industri minyak dan gas yang didukung penuh oleh 
keterlibatan aktif kelompok teroris internasional dalam perdagangannya.6 Selain 
struktur dan kepentingan bersama, kerja sama antara organisasi teroris dan 
narkotika juga dapat didasarkan pada prinsip saling menguntungkan.7 Hingga 
pada tahun 2015, statistik Departemen Luar Negeri AS menunjukkan, kelompok 
Taliban turut mendapatkan uang dari keuntungan penjualan obat terlarang.8 
Jumlah keuntungannya pun bertambah, dilihat dari laporan PBB pada bulan Mei 
 
4 UNODC. The opium economy in Afghanistan.  Hlm. 10. Diakses melalui: 
https://www.unodc.org/pdf/publications/afg_opium_economy_www.pdf 
5 Zheng, C. 2015. “Narcoterrorism in Central Asia: Fighting New Wars in an Age of 
Globalization”. UMI Dissertation Publishing. Hlm. 4. 
6 Howard Rahtz, 2012, “Drugs, Crime, and Violence: From Trafficking to Treatment”, Hamilton 
Books. Hlm 3 
7 Emma. Loc.Cit. Hlm. 309 






2018, Taliban dan kelompok-kelompok pemberontak lainnya memperoleh 
setidaknya $32 juta dari nilai penarikan pajakopium di tingkatpetani dan sekitar 
$94-150 jutadari pajak produksi dan perdagangan opiat dalam negeri.9 Hal 
tersebut yang membuat hampir 70% aktivitas narkoba di Afghanistan dikuasai 
secara ketat oleh kelompok teroris Taliban sejak tahun 2007.10 
Drug trafficking di Afghanistan sejatinya memiliki sejarah panjang hingga 
saat ini. Data dari UNODC dan Ministry of Counter Narcotics (MCN) 
Afghanistan menyebutkan bahwa terjadi pasang surut terhadap bisnis opium di 
Afghanistansejak tahun 1994 hingga 2018 yang di tuliskan kedalam survey 
dibawah ini11: 
 
9 Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL), Loc,Cit. 
10 Freeman, M. 2016. “Financing Terrorism: Case Studies”. London: Routledge. Hlm. 30. 







Gambar 1 Data statistik budidaya Opium 
Sumber : Diambil melalui data UNODC 2018 
Menurut UNODC, kebangkitan aktivitas budidaya opium di Afghanistan 
terjadi bersamaan dengan penurunan 87 persen dalam penanaman opium di 
“segitiga emas” Asia Tenggara, serta pelarangan penanaman opium di Iran dan 
Pakistan mulai tahun 1970-an. Hal ini memunculkan lahan pasar baru, dimana 
penurunan pasokan menyebabkan kenaikan harga dan permintaan pasar untuk 
mendapatkan pasokan baru. Kondisi Afghanistan yang terus-menerus dilanda 
konflik dan ketiadaan pemerintahan pusat yang kuat membuat wilayah ini menjadi 
kandidat yang sempurna untuk mengisi kekosongan di pasar produksi opium 
global.12 Demikian pula situasi ekonomi yang mengarah pada meningkatnya 
pengangguran dan kurangnya lahan pekerjaan membuat masyarakat kembali ke 
 
12 Lacouture, M, 2009. “Narco-terrorism in Afghanistan: Counternarcotics and 






aktivitas budidaya opium.13 Hal ini menjadikan Afghanistan sebagai penyuplai 
90% heroin dunia, lalu hasil opiumnya tersebar menuju pasar internasional 
sebanyak 95% pasar di Eropa dan 90% di pasar Kanada.14 
Meluasnya keuntungan dari ekonomi ‘gelap’ tersebut, turut meresap ke 
level masyarakat pedesaan sehingga membuat banyak masyarakat bergantung 
pada pendapatan dari hasil penanaman opium. Dampak sosialnya tentu hal 
tersebut akan seperti roda yang berputar dan akan terus terjadi jika tidak 
dihentikan. Afghanistan saat ini berada di peringkat 169 dari 187 negara oleh 
Proyek Pembangunan PBB dalam hal Indeks Pembangunan Manusia (human 
development index), yang masuk dalam kategori “pembangunan manusia rendah” 
dengan tingkat kemiskinan sebesar 80 persen, dan pendapatan per kapita rata-rata 
hanya sebesar $800.15 Kemiskinan tersebar luas di Afghanistan sehingga banyak 
petani terdorong utnuk terjerumus ke dalam ekonomi “gelap” untuk bertahan 
hidup16.Bahkan tingkat pengguna narkoba di Afghanistan jumlahnya 
mengkhawatirkan. Menurut survey terakhir tahun 2009 diperkirakan jumlahnya 
sebanyak 1,6 juta pengguna narkoba di kota-kota Afghanistan dan mungkin 3 juta 
 
13 Fishstein, P. 2014, “Evolving Terrain: Opium poppy cultivation in Balkh and Badakhshan 
Provinces in 2013”, AREU..hlm. 1 
14 BBC News. 2019. “How the US military's opium war in Afghanistan was lost” diakses melalui 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47861444  
15 UNDP, 2014.“Human Development Report 2014”. Diakses  dalam: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr14-report-en-1.pdf  





lainnya di daerah pedesaan yang didalamnya termasuk 3 persennya wanita dan 
anak-anak17, dan jumlahnya semakin bertambah seiring tahun.  
Secara internal, kemiskinan, korupsi, dan tata kelola pemerintah yang 
tidak memadai semuanya dinilai berkontribusi pada terjadinya drug trafficking. 
Korupsi terkait narkotika adalah jenis korupsi yang paling umum di Afghanistan. 
Bisnis narkotika tersebut menjadi sumber bagi aktor pemerintah untuk melakukan 
korupsi sehingga melemahkan sistem pemerintah. Berlanjutnya penanaman serta 
produksi opium Afghanistan dalam skala besar dampaknya semakin memperumit 
kemampuan pemerintah Afghanistan untuk mempertahankan supremasi hukum 
dan mempromosikan jalan menuju perdamaian. 
Melihat kondisi ini, diperlukan upaya untuk mengatasi drug trafficking 
yang semakin berkembang dan bersifat transnasional. Hal ini mendorong presiden 
Ashraf Ghani yang dilantik pada tahun 2014, menekankan perlunya tindakan 
melalui sebuah upaya penyelesaian masalah perdagangan dan budidaya narkoba. 
Salah satunya yaitu melalui Afghan National Drug Action Plan 2015-2019 yang 
merujuk pada pasal nomor 7 konstitusi Afghanistanserta pada artikel 4, 8 dan 65 
dari Undang-Undang Anti Narkotika dan Hukum tentang Zat Berbahaya. Di tahun 
2015 Rencana Aksi tersebut dikeluarkan yang memiliki 3 tujuan yang harus 
dicapai yang mana mengurangi budidaya opium, mengurangi peroduksi dan 
perdagangan opium, serta mengurangi permintaan obat terlarang dan pemberian 
 







rehabilitasi bagi pengguna serta pecandu narkoba.18 Rancangan ini diciptakan 
guna mengintegrasikan pengembangan alternatif, pemberantasan, larangan, dan 
program pengobatan dan pencegahan narkoba kedalam upaya yang lebih luas oleh 
pemerintah Afghanistan.19 Rencana aksi ini hadir untuk menguraikan niat 
Afghanistan untuk mengejar pendekatan yang seimbang, komprehensif, 
terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk memerangi produksi, perdagangan, dan 
penggunaan obat-obatan terlarang. 
Namun kenyataannya peningkatan jumlah produksi narkotika di 
Afghanistan masih terjadi. Pada tahun 2016 produksi opium meningkat hingga 43 
persen salahsatunya disebabkan karna meningkatnya aktivitas pemberontakan. 
Hingga di tahun 2017 menurut angka survei opium Afghanistan yang dirilis 
Ministry of Counter Narcotics (MCN) Afghanistan dan UNODC jumlahnya 
kembali meningkat menuju rekor tertinggi sebanyak 87 persen ke level 9000 
ton20. Area yang ditanami tanaman opium juga meningkat hingga mencapai rekor 
328.000 hektar (ha) pada 2017, naik 63 persen dibandingkan dengan 201.000 
hektar pada 2016.21 Padahal pasca pemilihan Presiden tahun 2014 dinilai dapat 
 
18 Afghan National Drug Action Plan 
19Afghan National Drug Action Plan 
20 UNODC. 2018. “World drug report 2018: Analysis of drug market Opiates, cocaine, cannabis, 
synthetic drugs”. Hlm. 7. Diakses dalam: 
https://www.unodc.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_3_DRUG_MARKETS.pdf pada 23 
Maret 2019 





memberikan harapan yang besar terhadap upaya memerangi narkotika, korupsi, 
dan memperkuat supremasi hukum di dalamnya.22 
Jumlah produksi dan tingkat penanaman opium di Afghanistan yang sering 
mengalami peningkatan diantara tahun 2014 hingga tahun 2017 menciptakan 
banyak tantangan bagi Afghanistan, negara-negara tetangga dan banyak negara 
transit dan negara tujuan untuk opium asal Afghanistan. Hal tersebut terlihat dari 
jumlah narkoba jenis opium yang keluar dari Afghanistan menuju negara-negara 
tetangganya. Dimana pada tahun 2015 saja narkoba dari Afghanistan yang menuju 
Eropa diperkirakan sejumlah 20 - 22%  melewati rute utara melalui Tajikistan dan 
Uzbekistan. Sejumlah 45% lainnya masuk ke rute Balkan melalui Iran dan 38% 
sisanya masuk ke Rute Selatan melalui Pakistan.23 
Tentunya dampak dari penanaman serta produksi narkoba tidak hanya 
mempengaruhi sektor keamanan saja, namun juga mempengaruhi pembangunan 
ekonomi, lingkungan dan sosial. Sebagai konsekuensi lain, pengolahan opium 
Afghanistan menjadi heroin maupun morfin yang berkualitas baik ditambah 
harganya yang rendah tentunya akan menjangkau pasar konsumen di seluruh 
dunia.  Hal tersebut akan beriringan dengan meningkatnya jumlah konsumsi dan 
dampak lain yang ditimbulkan terkait sebagai konsekuensi yang mungkin terjadi.  
 
22 Wahdatyar. 2016. “How Opium Fuels The Taliban’s War Machine in Afghanistan”. Diakses 
dalam: https://thediplomat.com/2016/10/how-opium-fuels-thetalibans-war-machine-in-
afghanistan/ pada 23 Maret 2019 







Narkotika turut menghambat pembangunan dan fungsi negara di 
Afghanistan mengingat meluasnya penyimpangan dan aktivitas korupsi. Ditambah 
efek globalisasi yang menyimpang, memungkinkan obat-obatan terlarang dari 
Afghanistan terhubung dengan kelompok-kelompok perdagangan internasional 
sehingga narkotika asal Afghanistan dapat menjangkau pasar internasional seperti 
Eropa dan Asia. Hal tersebut tentunya mengancam keamanan tradisional maupun 
non-tradisional secara domestik, regional, dan global. 
Presiden Afghanistan saat ini Ashraf Ghani turut mengeluarkan pernyataan 
tentang aktivitas narkotika tersebut24 : 
"Tanpa obat-obatan, perang ini sudah lama berakhir. Heroin 
(opiat) adalah pendorong yang sangat penting dari perang ini". 
Menurut beliau, meningkatnya level penanaman, produksi dan perdagangan 
ilegal opium juga memberikan dampak yaitu memungkinkan akan menambah 
ketidakstabilan dan pemberontakan lebih lanjut dan hal tersebut turut 
meningkatkan pendanaan untuk kelompok-kelompok pemberontak di 
Afghanistan. Ditambah efek globalisasi yang menyimpang, memungkinkan obat-
obatan terlarang dari Afghanistan berpindah dan terhubung dengan kelompok-
kelompok perdagangan internasional sehingga narkotika asal Afghanistan dapat 
menjangkau pasar internasional seperti Eropa dan Asia. Hal tersebut tentunya 
turut memberikan dampak pada keamanan internasional bagi negara sekitar 
 
24 HuffPost, 2017,“Into The Afghan Abyss (Again): How a failed drug war will defeat Trump’s 
Afghan adventure”. Diakses dalam: https://www.huffpost.com/entry/into-the-afghan-abyss-





Afghanistan maupun internasional.25 Berdasarkan apa yang penulis jelaskan di 
atas, penulis ingin melihat upaya penanggulangan drug trafficking di Afghanistan 
di masa pemerintahan presiden Ashraf Ghani pada tahun 2014-2019. 
1.2 Rumusan Masalah 
Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Afghanistan dalam 
menanggulangi Drug Trafficking pada tahun 2014-2019? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya dan strategi 
yang dilakukan Afghanistan dalam menanggulangi Drug Trafficking tahun 2014-
2019. 
1.4 Manfaat Penelitian 
1.4.1 Manfaat Keilmuan 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk referensi kajian ilmu 
sosial, terutama kajian ilmu hubungan internasional, memberikan sumbangan 
pengetahuan yang lebih lengkap dan terstruktur mengenai pokok permasalahan 
yang diteliti. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya, 
terutama memberikan wawasan dan preposisi bagi para peneliti dan para 
akademisi hubungan internasional. 
1.4.2 Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dan referensi untuk 
membangun alur pemikiran dan pengembangan dalam penanganan narkoba dalam 
 





upaya memberantas dan menganggulangi narkoba. Serta diharapkan mampu 
berkontribusi menyumbangkan informasi terkait permasalahan Drug Trafficking 









Pada bab ini, peneliti akan menjabarkan beberapa hal diantaranya 
studiterdahulu, kajian teoritis, operasionalisasi teori, alur pemikiran dan argumen 
utama. Dalam Studi terdahulu menjadi bahan referensi peneliti dalam 
menganalisis rumusan masalah yang akan penulis angkat. Ada dua studi terdahulu 
yang penulis pilih, yang pertama memiliki persamaan dalam fenomena tetapi 
berbeda objek negara yang di teliti. Studi terdahulu kedua memiliki persamaan 
dalam teori yang digunakan tetapi memiliki perbedaan pada fokus yang diteliti. 
Pembahasan kedua yang akan peneliti bahas dalam bab ini adalah 
kerangka teori yang mana peneliti akan menjelaskan mengenai konsep yang akan 
peneliti gunakan. Ketiga adalah mengenai definisi konsepual dan pembahasan 
ketiga akan membahas operasionalisasi konsep, yang akan penulis jelaskan 
mengenai bagaimana peneliti mengoperasionalisasikan variabel dan indikator 
yang telah di jelaskan pada sub bab sebelumnya. Keempat yaitu sub bab 
alurpemikiran yang menjelaskan jalan berpikir peneliti dalam menjalankan 
penelitian. Yang terakhir adalah sub bab argumen utama yang berisi tentang 
dugaan atau analisis awal peneliti dari penelitian yang dilakukan menggunakan 
konsep yang ada 
2.1 Studi Terdahulu 
Studi terdahulu yang pertama yang akan digunakan oleh peneliti yaitu 





Afghanistan: Drug Trafficking and the 2014 Transition. Pada jurnal yang ditulis 
tahun 2014 ini secara keseluruhan menjelaskan tentang upaya kontra-narkotika di 
negara tersebut dan transisi kebijakannya di tahun 2014. Melihat tren produksi 
dan perdagangan narkoba yang semakin memburuk ditambah berakhirnya 
koalisioperasi tempur di tahun 2014 menyebabkan keresahan terhadap arah 
kebijakan kontra-narkotika di tahun 2015 dan seterusnya.26 Jurnal ini menjelaskan 
bagaimana program kontra-narkotikayang dibentuk A.S. di Afghanistan dalam 
konteks transisi 2014 dan menganalisis isu-isu kebijakan terkait program tersebut. 
Jurnal ini menjelaskan bagaimana transisi pemerintahan dapat mempengaruhi 
keberlangsungan kebijakan kontra-narkotika yang sebelumnya. Dengan adanya 
transisi ini, banyak perdebatan yang di lakukan pembuat kebijakan 
terutamaperdebatan kebijakan tentang dampak dan konsekuensi yang terkait 
dengan ide-ide dan kebijakan yang sebelumnya kontroversial, termasuk 
penghancuran tanaman opiumjalur udara, pemrograman pembangunan alternatif 
yang terkait dengan komitmen pemberantasan narkoba, dan lisensi produksi 
opium tingkat medis untuk ekspor dan penjualan yang sah.27Jurnal ini 
melampirkan sejarah tentang tren penanaman, produksi dan perdagangan narkoba 
di Afghnistan. Kemudian menggambarkan bagaimana Strategi A.S. untuk 
mengidentifikasi dua prioritas utama: (1) memperkuat kapasitas pemerintah 
Afghanistan untuk melakukan upaya-upaya anti-narkotika dan (2) melawan 
 
26 Liana Rosen dan Kenneth Katzman. 2014. Afghanistan: Drug Trafficking and 
the 2014 Transition. hlm. 1. Diakses melalui: https://fas.org/sgp/crs/row/R43540.pdf  





hubungan antara obat-obatan dan pemberontakan dengan mengganggu pendanaan 
terkait obat-obatan ke pemberontak melalui dan melampaui transisi keamanan.28 
Di dalam jurnal juga dijelaskan bagaimana program utama kontra-
narkotika yang dibentuk A.S dan mengidentifikasi masalah kebijakan terkait. 
Program-program utama yang dibahas meliputi (1) larangan, (2) pemberantasan, 
(3) Good Performance initiaitive , (4) pengembangan alternatif, (5) pengurangan 
permintaan, (6) kesadaran publik, (7) kontra-ancaman keuangan, (8)  penuntutan, 
(9) pengembangan kelembagaan, dan (10) kerjasama internasional dan regional. 
Seiring dengan transisi yang berlanjut terjadi di tahun 2014, rencana dan 
kebijakan kontra-narkotikatersebut dapat terus berkembang. Namun, dijelaskan 
pula bahwa ketergantungan Afghanistan terhadap donor internasional membuat 
pendanaan terhadap program kontra-narkotika lebih di tekankan proses 
pengawasannya.29 
Jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu membhas 
isu drug trafficking di Afghanistan dan program kontra-narkotika yang dilakukan. 
Dari beberapa program yang dijelaskan, penulis juga menilai jurnal ini memiliki 
sedikit kesamaan yaitu menjelaskan beberapa upaya kontra-narkotika yang 
dilakukan pemerintah Afghanistan. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teori 
dan lingkup penelitian yang dilakukan. Serta, penelitian tersebut fokus pada 
kebijakan kontra-narkotika Afghanistan dibawah kontrol dan strategi dari A.S. 
Nantinya, studi terdahulu ini akan membantu penulis melihat upaya maupun 
 
28 Ibid. Hlm. 5 





program kebijakan yang dilakukan pemerintah Afghanistan dibawah strategi 
koordinasi oleh A.S 
Studi terdahulu kedua yang akan digunakan oleh peneliti yaitu berasal dari 
tulisan yang disusun oleh Stiftung Wissenschaft und Politik dan The Global 
Initiative, berjudul “Ignoring or Interfering? Development Approaches to 
Transnational Organized Crime”.30 Pada jurnal kali ini SWP (Stiftung 
Wissenschaft und Politik) menjelaskan bagaimana rencana dasar sebuah proyek 
harus dibentuk yang ditujukan untuk melawan permasalahan TOC menggunakan 
pendekatan Theories of Change  yang ditulis oleh Tim Midgley. Jurnal ini 
menjelaskan bagaiamana membingkai Transantional Organized Crime (TOC) 
sebagai tantangan pembangunan pada beberapa bidang. Dimana dampak 
kejahatan terorganisasi pada pembangunan sangat luas dan berapa pada beragam 
konteks pembangunan, investasi dalam pencegahan, pelestarian atau kemajuan 
dialihkan oleh perusahaan kriminal.31 
Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai bagaimana kejahatan terorganisir 
semakin meningkat dan mulai terlihat sebagai implikasi yang lebih luas dari 
kerangka keamanan dan keadilan yang tradisional. Kejahatan terorganisir juga 
merusak struktur sosial, keluarga, komunitas dan agama dengan cara yang 
berbeda tetapi secara universal.32 Dampak dari organized crime ini dirasakan 
khususnya oleh negara yang sedang berkembang dengan sistem pemerintahan dan 
 
30 Stiftung Wissenschaft und Politik & The Global Initiative . 2014. “Ignoring of Interfering? 
Development Approaches to Transnational Organized Crime” . Diakses dalam 
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2015/02/ignoring-or-interfering-2015.pdf  Hlm. 5 
31Ibid, Hlm. 4 





ekonomi yang masih rapuh.33 Kegiatan tindak kriminal ini mengancam 
pencapaian SDG’s mulai dari sustainable livelihood, Public Health, pertumbuhan 
ekonomi dan perdagangan, lingkungan, serta kestabilan perdamaian dan 
penegakan hukum.34 
Pada jurnal ini menjelaskan bahwa tidak ada kerangka analitis yang cukup 
untuk mendukung dan membenarkan pembuatan kebijakan di sekitar kejahatan 
teroganisir pada perspektif Development. Maka dari itu dibutuhkan sebuah proyek 
atau kerangka yang ditujukan untuk menanggapi transnational organized crime 
menggunakan pendekatan dan strategi dari theory of change yang di tulis oleh 
Tim Midgley. 
Kerugian yang di timbulkan tindakan kriminal ini terhadap pemerintah dan 
aturan hukum dapat dibilang sebagai salah satu ancaman terbesar dan dampak 
yang paling merugikan. Keterkaitan antara kejahatan terorganisir, korupsi, 
pemerintahan telah menjadi satu dan rumit. Diperlukannya proyek SWP yang 
menunjukkan bahwa konsep luas kejahatan terorganisir dan hubungannya dengan 
negara perlu diuraikan lebih lanjut untuk dapat mengatasi tantangan-tantangan ini. 
Hubungan antara kejahatan terorganisir dan politik menjadi kekhawatiran global 
yang semakin berkembang yang mempengaruhi demokrasi baru dan negara 
majukarena mengikis prinsip tata pemerintahan yang demokratis. Korupsi politik 
telah menjadi alat yang sangat disukai oleh pelaku kejahatan teroganisir untuk 
 






memajukan bisnis ilegal mereka ke banyak wilayah di dunia.35 Proyek SWP yang 
di lakukan ini berkaitan dengan Theory of change, Sehingga proyek SWP 
menyatakan perlunya melepaskan hubungan yang terjalin oleh kejahatan 
terorganisir dengan pemerintah, dengan berbagai upaya yang juga untuk 
mengurangi dampak kerugian yang dilakukan kelompok kejahatan ini.36 
Upaya pertama yang dilakukan adalah dengan membangun basis bukti 
yang lebih baik untuk membenarkan dan mendukung pembuat kebijakan terkait 
kejahatan terorganisir.37 Lalu, membentuk respons dengan mendokumentasikan 
dan menyebarluaskan informasi-informasi upaya yang dilakukan terkait kejahatan 
terorganisir. Seperti meningkatkan infrastruktur, membangun kapasitas penegak 
hukum dan juga petugas bea cukai.38 Setelah itu perlunya kerja sama dan 
koordinasi yang ditingkatkan untuk dapat menguatkan kerangka analisis dalam 
mengukur dampak dari kejahatan teroganisir. Yang mana akan berguna untuk 
mengukur dampak dari tindakan kriminal ini, untuk dapat menentukan upaya 
yang layak dan tepat untuk menangani tindakan ini. 
Dari jurnal ini, dapat dilihat bahwa penerapan theory of change tidak dapat 
dilihat hasilnya secara gamblang. Tetapi upaya-upaya yang dibentuk melalui 
proyek SWP menunjukkan penerapan dari tiap konsepnya. Dimana penanganan 
Transnational Organized Crime berkaitan dengan proyek pencapaian SDG’s 
karena tindakan ini juga mengancam berbagai aspek, seperti keamanan, 
 
35 Ibid. Hlm. 9 
36 Ibid. Hlm. 7 
37 Ibid. Hlm.17 





sustainable livehood, kesehatan publik, sosial, pertumbuhan ekonomi, dan juga 
lingkungan. 
Persamaan studi terdahulu kedua ini dengan penelitian yang akan 
dilakukan penulis terdapat pada teori yang digunakan yaitu Theories of Change 
yang ditulis oleh Tim Midgley. Perbedaannya terletak pada fokus penelitian yang 
mana studi SWP melihat keterkaitan antara penanganan TOC dengan pencapaian 
SDG’s, selain itu studi ini menggunakan level analisis global yang tidak spesifik 
pada satu negara. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis fokus pada 
penanganan TOC dan difokuskan pada level analisis negara.  
Melalui penelitian ini, penulis menawarkan dalam melihat bagaimana 
upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menangani drug trafficking sebagai 
salah satu penyebab rumitnya permasalahan narkoba di Afghanistan. Penulis 
berfokus meneliti upaya penanganan aktivitas salah satu transnational organized 
crime yaitu drug trafficking dengan level analisis negara. Yang mana pada 
penelitian ini, penulis berfokus pada negara Afghanistan. Penulis ingin melihat 
apa saja upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang menanggulangi drug 
trafficking pada tahun 2014-2019 yang selanjutkan akan dilihat melalui theories of 









Tabel 2 1 Perbandingan Studi Terdahulu dengan Penelitian saat ini 




















Perbedaan terhadap teori 
yang digunakan, dan 
menjelaskan program 
counternarcotics A.S. di 
Afghanistan dalam konteks 
transisi pemerintahan 2014 
dan tulisan ini menganalisis 
isu-isu kebijakan yang 
terkait dengan program 
program sebagai pembuat 
kebijakan masalah narkoba 


















Theories of Change 
yang ditulis oleh 
Tim Midgley 
Level analisa yang mana 
studi ini menggunakan level 
global dan berfokus pada 
upaya penanganan TOC 
dengan mengaitkan upaya 
pencapaian SDG’s. Selain 
itu aktivitas TOC yang 
diteliti pada studi terdahulu 
ini tidak difokuskan pada 
salah satu aktivitas TOC 
saja. 
 
2.2 Theory of Change 
Menurut United Nation Development Group (UNDG), Theory of Change yaitu 
merupakan sebuah metode yang menjelaskan bagaimana rangkaian intervensi 





pencapaian tujuan tertentudengan memetakannya dalam kerangka hasil.39 Hal ini 
dilakukan dengan terlebih dahulu mengidentifikasi tujuan jangka panjang yang 
kemudian di petakan dalam kerangka hasil. Kerangka hasil kemudian memberikan 
dasar untuk mengidentifikasi kegiatan atau intervensi apa yang dilakukan yang 
mengarah pada hasil agartujuan jangka panjang tercapai. Turut pula dilihat 
bagaimana hal tersebut terkait satu sama lain dan menganalisis kausalitasnya. 
Pada penelitian kali ini penulis akan menggunakan Theory of Change yang di 
tulis oleh Tim Midgley untuk meneliti mengenai upaya yang dilakukan 
Afghanistan dalam menanggulangi drug trafficking  pada tahun 2014-2019. 
Melalui tulisannya yang berjudul Identifying Approaches and Measuring Impacts 
of Programmes Focused on Transnational Organized Crime, Tim Midgley 
menjelaskan mengenai beberapa pendekatan dan strategi yang bisa dilakukan 
dalam menangani maraknya aktivitas TOC.40 Pada dasarnya teori yang di tulis 
Medgley ini berusaha untuk mengidentifikasi pendekatan dan strategi yang 
dilakukan serta ditujukan kepada banyak aspek TOC. Khususnya kepada pelaku 
yang berasosiasi dengan kejahatan tingkat tinggi, konflik, dan ketidakamanan 
pada level global. 
Midgley menjelaskan, aktivitas dan jaringan Transnational Organized Crime 
(TOC) beroperasi sebagai bagian dari sistem sosial, politik dan ekonomi yang 
 
39 UNDG, “Theory of Change” Diakses dalam: https://undg.org/wp-
content/uploads/2017/06/UNDG-UNDAF-Companion-Pieces-7-Theory-of-Change.pdf 
40 Tim Midgley, Ivan Briscoe, dan Daniel Bertoli, 2014, “Identifying Approaches and Measuring 







kompleks yang berfungsi pada tingkat yang berbeda dari lokal ke global.41 Upaya 
untuk menanggulangi jaringan TOC serta dampaknya terhadap konflik dan 
kekerasan, dapat diimplementasikan pada tingkat dan titik masuk yang berbeda 
dalam sistem ini. 
Untuk memahami aktivitasnya, Midgley menggambarkannya pada diagram 
yang ada di bawah ini: 
Gambar 2 Aktivitas Jaringan Transnational Oranizad Crime (TOC) 
 
Pusat dari diagram tersebut menjelaskan mengenai “the bussiness” yang mana 
menunjukan bahwa pusat aktivitas kejahatan tranasional yang dilakukan oleh 
kelompok kriminal terorganisir adalah dengan tujuan profit. Aktivitas kriminal di 
sini termasuk pada kontrol dari jaringan perdagangan yang narkoba, 
penyeludupan persenjataan dan sumber daya alam serta money laundering dan 
 





aktor terkait termasuk penjahat ‘full time’.42 Aktivitas “the bussiness” 
dimungkinkan dengan difasilitasi oleh jaringan sistem dan aktor yang lebih luas 
disebut dengan “facilitation networks”. Jaringan fasilitator ini memberikan 
dukungan dengan memanfaatkan kekuatan dan pengaruh yang dimilikinya untuk 
membuat aktivitas kejahatan transnasional semakin menguntungkan. Jaringan atau 
aktor yang terlibat dalam facilitation networks ini seringkali merupakan aktor 
pemerintah ataupun aktor lain yang bersinggungan dengan pemerintah.43 Kategori 
ini termasuk Part time criminals seperti politisi, pegawai bank, PNS, Hakim dan 
juga polisi yang secara. Mayoritas pendekatanpenegakan hukum yang digunakan 
untuk menangani TOC difokuskan pada aktor dan kegiatan dalam dua lingkaran 
ini. 
Peran facilitation networks seringkali dapat beroperasi karena adanya “support 
network”, yaitu peran komunitas atau masyarakat yang berada di wilayah mereka 
beroperasi. Hubungan ini menghasilkan keuntungan yang penting bagi organisasi 
kriminal seperti penyediaan rumah aman, perusahaan untuk pencucian uang dan 
arus sumber daya manusia yang dapat diperkejakan. Yang mendasari jaringan 
pendukung (support network) terletak pada berbagai kerentanan dalam social, 
political and economic.44 Hal ini menjadi faktor yang membuat individu dan 
masyarakat rentan menjadi jaringan pendukung untuk TOC. Prevelensi 
 
42Ibid, Hlm. 8 
43Loc. Cit 





dankekuatan dari TOC dapat terjadi karena telah masuk terhadap kondisi global 
financial, economic and political system saat ini.45 
Pada lingkaran terluar terdapat ”global political and economic system”. 
Aktivitas TOC berkembang didukung dengan proses globalisasi yang telah 
melampaui pertumbuhan mekanisme pemerintahan secara global, serta adanya 
pasar global yang semakin meluas sehingga semakin memudahkan aktivitas yang 
dilakukan. Tak hanya itu, kurangnya koordinasi dan kerjasama antar negara dan 
juga pertumbuhan komunikasi global juga mendukung perkembangan dari 
aktivitas TOC.46 
2.3 Definisi Konseptual 
Theories of Change  yang dijabarkan oleh Midgley sendiri memiliki enam 
teori yang saling berhubungan.47 Keenam konsep ini dijabarkan untuk 
menggambarkan bagaimana penanggulangan TOC dapat dilakukan melalui enam 
pendekatan yang berbeda-beda. Pendekatan dan strategi dalam theory of change 
ini menlingkupi upaya penanggulangan dalam aspek – aspek TOC seperti the 
business, facilitation network, support network, social, political, economic 
vulneralbilities dan global financial, economic, political system.48 Midgley 
menjelaskan bagaimana sistem TOC terlebih dapat ditanggulangi melalui 
enamupaya pendekatan dan strategi. Pendekatan dan strategi ini dijabarkan 
sebagai enam konsep ini yang mencakup pendekatan dan strategi dalam 
 
45 Loc. Cit 
46Ibid, Hlm. 9 
47Ibid, Hlm. 10 
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menanggulangi transnational organized crime (TOC) yaitu deterrence, severing 
links between politics, state, and crime, managed adaptation of crime, cultural 
change dan global regulation.49 Yang mana dijelaskan hubungan antara kondisi 
dalam TOC system dan pendekatan strategi penanggulangan TOC sebagai 
berikut: 
Gambar 2. 1 Theory of Change within TOC System 
 
Keenam konsep dari theory of change ini di jelaskan sebagai intervensi yang 
dilakukan untuk merespon dan menanggulangi TOC. Pada deterrence, inisiatif 
law enforcement (penegakan hukum) yang ditargetkan pada aktor yang beroperasi 
dalam dua lingkaran yaitu padathe bussiness dan facilitation network.50 Intervensi 
kedua adalah yang berusaha untuk memutuskan the links betweeen politics, state 
and crime terutama ditujukan pada facilitation network yang membantu TOC. 
Sedangkan intervensi Cultural change atau perubahan budaya berusaha untuk 
 
49Midgley et al. 





melemahkan support network tetapi juga relevan untuk kerentanan sosial, politik 
dan ekonomi.51 
Selanjutnya intervensi yang dipandu oleh managed adaptation of crime lebih 
kepada pendekatan lintas sekotral dan berusaha untuk mengurangi bahayabagi 
masyarakat dan sistem negara dengan berusaha menahan atau membatasiaktivitas 
kriminal.52 Secara umum kebijakan pendukung ini ditujukan padalingkaran bisnis 
dan masyarakat melalui pendekatan non represif, berfokus pada kesehatan untuk 
pengguna narkoba atau melalui perubahan dinamika global bisnis ilegal.53 
Intervensi yang dipadu oleh economic transformation berfokus pada kerentanan 
pada sosial, politik dan ekonomi, sementara global regulation berusaha untuk 
menempatkan mekanisme yang tepat dalam menangani sistem politik dan 
ekonomi global yang memfasilitasi TOC.54 
2.3.1 Detterence 
Di dalam theory of change, Tim Midgley mendefinisikan deterrencesebagai 
pendekatan dan strategi penanggulangan pertama yang menekankan pada 
penegakan hukum terhadap transnational organized crime.Lebih tepatnya pada 
deterrence, melihat bahwa apabila pelaku tindak kejahatan di kejar dan di hukum 
secara agresif akan berdampak pada biaya dan keuntungan yang dikeluarkan dan 
didapatkan akan merugikan. Upaya ini berfokus pada bagaimana peran kelompok 
penegak hukum yang ada dalam melakukan penangkapan dan memberikan 
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tindakan hukum yang tepat kepada aktor yang terlibat sehingga dapat 
mempertimbangkan resiko yang akan diterima.55 Terdapat empat variabel dalam 
konsep deterrence ini, diantaranya Law Enforcement approaches, selective 
targetting approaches, criminal justice and security sector reform, dan crop 
eradiction.56 
2.3.2 Severing the links between politics, the state, and crime 
Dalam theory of change, untuk menanggulangi TOC diperlukan pendekatan 
dan strategi berupa memutus hubungan antara facilitation networkyang terbentuk 
antara politik, negara dan kejahatan. Pendekatan dan strategi upaya 
penanggulangan ini dinamakan Severing the links between politics the state and 
crime.57 Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi 
terkait pengambilan keputusan politik maupun berjalannya sistem pemerintahan. 
Melalui cara ini Midgley berpendapat bahwa setidaknya upaya tersebut akan 
mencegah adanya interaksi antara institusi terkait dengan aktor TOC yang 
nantinya akan berdampak pada tingkat korupsi. Dengan hal ini akan mendorong 
peran serta masyarakat dalam melakukan pengawalan kinerja pemerintah.58 
Terdapat dua variabel di dalam konsep ini, yaitu variabel Initiatives to promote 
transparency and community empowerment dan Developent or strengtehing of 
anti-corruption oversight mechanism component of public sector reform.59 
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2.3.3 Managed Adaptation of crime 
Managed adaptation of Crime merupakan pendekatan dan strategi dalam 
mengurangi beberapa bahaya paling signifikan yang mempengaruhi 
masyarakatdan berfokus pada harm prevention daripada pencegahan kegiatan 
terlarang itu sendiri.60 Dengan mengurangi dampak negatif kejahatan terhadap 
masyarakat,melalui pendekatan pengurangan dampak buruk, akan melemahkan 
dukungan untuk TOC dan mengecilkan jumlah orang yang kemungkinan akan 
terlibat dalam jaringan TOC. Karena itu, mereka sering menyiratkan keterlibatan 
aktif dengan kelompok-kelompok kriminal melalui penyelesaian yang 
dinegosiasikan atau dekriminalisasi kegiatan-kegiatan terlarang tertentu. Terdapat 
beberapa variabel yaitu harm reduction approaches, decriminalisatondan 
negotiated settlement with criminal groups.  
2.3.4 Cultural Change 
Teori keempat yaitu Theory of Change : Cultural Change,  Midgley 
berpendapat bahwa adanya hubungan yang erat antara kelompok TOC dengan 
masyarakat, dan lemahnya kepercayaan masyarakat kepada penegak hukum. 
Maka diperlukan pendekatan dan strategi dengan meningkatkan kepercayaan 
antara penegak hukumdan masyarakat setempat serta meyakinkan masyarakat 
akan mengurangi dukungan mereka terhadap TOC.61 Midgley menyatakan bahwa 
dengan menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum, 
maka akan memberikan dampak positif tersendiri dalam berkurangnya dukungan 
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masyarakat kepada aktor TOC. Di dalam konsep ini terdapat dua variabel yaitu 
civic engagement dan community change.62 
2.3.5 Economic Transformation 
Selanjutnya konsep ke lima yaitu Theory of Change : Economic 
Transformation, berfokus pada perbaikan basis ekonomi sebuah negara untuk 
lebih kuat dalam penegakan perundang-undangan. Dengan mempromosikan 
pembangunan ekonomi, diversivikasi, serta memperbaiki akses terhadap mata 
pencaharian dan pekerjaan maka dampak negatif adanya TOC dapat di 
minimalisir. Sehingga nantinya akan berdampak pada kemampuan dan pengaruh 
TOC yang mulai hilang dari masyarakat. Dalam konsep terdapat tiga variabel 
yaitu economic diversification, economic growth, dan improved access to quality 
of basic service. 
2.3.6 Global regulation 
Konsep keenam dari theory of change ini adalah Global Regulation, dimana 
dijelaskan bahwa dengan meningkatkan harmonisasi, kerja sama, dan koordinasi 
antar negara mengenai anti-TOC, dan menyetujui standar global maka akan 
membatasi kemampuan jaringan TOC untuk beroperasi di seluruhperbatasan 
internasional. Sehingga akan membatasi kemampuan dari TOC untukberoperasi 
dengan impunitas yang akan berdampak pada membatasi pengaruh dari jaringan 
 





kriminal secara global.Terdapat dua variabel didalamnya yaitu, global standar 
and global regulation serta global bodies.63 
2.4 Operasionalisasi Konsep 
2.4.1 Deterrence 
2.4.1.1 Law Enforcement 
Variabel ini berfokus pada upaya peningkatan dan usaha yang dilakukan oleh 
penegakan hukum dalam meanggulangi kelompok TOC, untuk memperkuat 
badan-badan hukum dan badan pencegahan dalam konteks ini adalah narkotika. 
Variabel memiliki dua indikator yaitu Zero-tolerance appoach to crimedan 
Strengthening border, Custom and immigration agencies.64Upaya ini khususnya 
difokuskan di daerah perbatasan dimana menjadi jalur keluar masuknya opium 
dan transkasi persenjataan. Seringkali berfokus pada penguatan perbatasan serta 
badan negara yang bertugas seperti polisi, bea cukai, hingga imigrasi.  
Melalui variabel ini penulis akan melihat upaya pengamanan perbatasan yang 
dilakukan oleh Afghanistan di wilayah perbatasan negara-negara tetangga seperti 
Iran, Pakistan, atau negara asia tengah lain yang terindikasi menjadi jalur keluar 
masuknya opium. Selain itu, penulis juga akan melihat adanya upaya Afghanistan 
di bidang pemebrantasan dalam penguatan perbatasan melalui kerja sama oleh 








2.4.1.2 Selective Targetting 
Variabel ini berfokus pada bagaimana upaya aparat penegak hukumkepada 
pelaku atau kegiatan kriminal tertentu, seperti pemimpin geng, gembong narkoba 
atau perdagangan barang-barang ilegal. Dengan indikator Detect activity of 
transnational organized crime through intelligence agency.65 Melalui variabel ini 
akan membantu penulis menganalisa ada atau tidaknya pembentukan dan operasi 
intelijen oleh penegak hukum yang dilakukan Afghanistan, baik secara 
independen maupun kooperatif.  
2.4.1.3 Criminal Justice and Sector Reform 
Sebelumnya Midgley menjelaskan bahwa dibutuhkan perbaikan sistem 
penegakan hukum segingga memungkinkan sistem tersebut lebih efektif dalam 
menuntut dan mengadili pelaku TOC.66 Dengan indikator Reform of the judicial 
institution with strengthening the judicial system.67 Upaya ini tepatnya dilakukan 
dengan reformasi institusi judisial, dengan pengembangan kapasitas untuk 
pengacara, hakim, dan jaksa untuk dapat menegakan sistem hukum yang lebih 
kuat. Variabel ini akan membantu penulis menganalisis apakah Afghanistan 
melakukan reformasi dalam badan peradilan dan penegakan hukum di negaranya. 
Selain itu peneliti juga akan menganalisis ada tidaknya program pengembangan 
kapasitas atau perbaharuan dalam badan penegakan hukum di Afghanistan. 
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2.4.1.4 Crop Eradiction 
Midgley mengatakan bahwa upaya ini berfokus pada penanganan aktivitas 
perdagangan narkobadengan menghancurkan tanaman ilegal sertalaboratorium, 
sehingga menghilangkan pasokan narkoba ke pasar. Dengan indikator Targeted at 
the illicit drug trade, destroying illicit crop and eliminating the supply of drug to 
the market.68 Indikator ini dilakukan melalui pendekatan pemberantasan 
menggunakan berbagai teknik, termasuk penyemprotan udara atau penghancuran 
tanaman oleh unit polisi atau militer khusus. Melalui variabel ini penulis akan 
melihat bagaimana usaha yang dilakukan oleh Afghanistan dalam memberantas 
tanaman ilegal maupun laboratorium yang berperan menjadi tempat produksi 
narkoba berbahan dasar opium. 
2.4.2 Severing the links between politics, the state and crime 
2.4.2.1 Initiatives to promote transparency and community empowerment 
Variabel ini menekankan pada perlunya meningkatkan kepercayaan antara 
masyarakat dengan pemerintahan dengan memunculkan transparansi dan 
akuntabilitas dari negara. Dengan indikator Promotion of social accountability 
mechanism yang melihat adanya upaya atau pendekatan yang dilakukan 
pemerintah dalam meningkatkan dan memperkuat penanganandrug trafficking 
yang berkaitan dengan korupsi.69 Dengan membahas apakan Afghanistan 
berupaya untuk memunculkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, 
dapat berupa pembentukan program auditing atau dengan cara melibatkan 
masyarakat salam proses pengawasan jalannya pemerintahan negara.  
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2.4.2.2 Development or strengthening of anti-corruption oversight mechanism 
and specific component of public sector reform 
Variabel ini dilakukan dengan mendirikan badan anti korupsi, 
reformasipengadilan, komite pengawasan legislatif termasuk ombudsman. Pada 
variabel ini, terdapat indikator Establishment of anti corruption agencies and 
legislatice oversight comittee.70 Variabel ini akan dioperasionalisasikan dengan 
menganalisis ada atau tidaknya badan pengawasan publik guna menciptakan 
transparansi, mempromosikan kebijakan, meneliti dan juga menganalisa hal 
terkait transparansi, mempermudah akses informasi hingga melindungi data 
pemerintah.  
2.4.3 Managed Adaptation of crime 
2.4.3.1 Harm reduction approaches 
Variabel ini berfokus pada pembuatan suatu kebijakan, program atau pelatihan 
yang bertujuan untuk meminimalisir kerugian ekonomi, sosial, dan kesehatan 
akibat adanya aktivitas TOC yang berakibat pada individu maupun masyarakat 
luas. Dengan indikator Policies, programmes and practices that seek to minimise 
the impact of illegal activity, yang mana ditekankan pada harm reduction atau 
pengurangan dampak buruk.71 Melalui variabel ini penulis akan coba menganalisa 
ada atau tidaknya kebijakan program atau pelatihan yang diberikan oleh 
pemerintah guna mencapai tujuan tersebut. penulis juga melihat upaya seperti 
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rehabilitasi pengguna dan pelatihan mengenali ancaman apa saja yang disebabkan 
oleh Drug Trafficking. 
2.4.4 Cultural change 
2.4.4.1 Civic engagement 
Variabel ini dapat digambarkan dari bagaimana mobilisasi atau pergerakan 
yang dilakukan oleh masyarakat sipil terhadap kelompok TOC tersebut.72 Dengan 
indikator Mobilization local civil society yang dilakukan masyarakat untuk 
memberikan dukungan bagi pemerintah dalam melawan munculnya kelompok 
TOC. Upaya yang dilakukan melalui mobilisasi masyarakat untuk mendukung 
dan membantu pemerintah menanggulangi aktivitas TOC. Upaya ini tepatnya 
dilakukan melalui kampanye serta gerakan – gerakan untuk menanggulangi 
aktivitas TOC. Variabel ini akan membantu penulis menganalisis ada atau 
tidaknya aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat Afghanistan, misalnya gerakan 
kampanye guna mendorong penanganan aktivitas TOC dan meminta pemerintah 
untuk menciptakan kebijakan yang bertujuan untuk menghentikan aktivitas TOC. 
2.4.4.2 Media mobilization 
Variabel ini selanjutnya menjadi indikator oleh penulis yaitu melihat 
bagaimana informasi yang datang dari publik. Dengan indikator Stronger flows of 
public information on criminal activities, dimana menekankan pada upaya yang 
dibentuk melalui kuatnya arus informasi publik yang kuat melalui media 
mengenai aktivitas TOC.73 Melalui variabel ini penulis akan menganalisis ada 
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atau tidaknya media secara online dan offline yang digunakan dan bisa diakses 
oleh masyarakat. Arus informasi publik yang kuat mengenai aktivitas TOC 
termasuk hubungan antara politisi dan bisnis serta implikasinya terhadap 
kesejahteraan masyarakat,74 tentunya dibutuhkan Afghanistan untuk mengamati 
aktivitas TOC yang terjadi, termasuk adanya transaksi ilegal.  
2.4.4.3 Community change 
Variabel ini membantu penulis menganalisis ada atau tidaknya budaya taat 
atau patuh terhadap peraturan yang berusaha diterapkan dan di promosikan 
Pemerintah,  misalkan melalui internet ataupun level pendidikan. Culture of 
Lawfulness atau budaya ketaatan menjadi salah satu kunci keberhasilan negara 
dalam membangun pola berfikir masyarakat yang taat hukum dan norma. Dalam 
variabel community change level grassroots memegang peranan penting dalam 
menggerakan masyarakat atau kelompok akan kepatuhan hukum sehingga 
memudahkan pemerintah dalam menjalankan programnya khususnya di ini. Yang 
mana hal iniakan dilihat melalui pelaksanaannya di dalam Afghan National Drug 
Action Plan  melalui program pencegahan yang dapat ditunjukan dengan 
pemberian edukasi melalui penyuluhan dan sosialisasi terkait terkait drug 
trafficking. 
2.4.5 Economic Transformation 
2.4.5.1 Economic Growth 
Upaya dalam Economic Growth dilakukan untuk melemahkan aktivitas 







penegakan hukum yang berlaku selain dapat menghalangi keterlibatan masyarakat 
dalam aktivitas ekonomi ilegal. Melalui indikator improved access to market, 
upaya dilakukan dengan meningkatkan memberikan keamanan akses petani dan 
produsen ke sektor pasar.75 Dengan variable ini penulis akan mencoba mejelaskan 
mengenai ada atau tidaknya program pemerintah untuk mendukung atau 
mengembangkan peluang akses petani dan produsen ke pasar domestik maupun 
internasional. 
2.4.5.2 Economic diversivication-Alternative Development 
Upaya dalam economic diversivication dilakukan untuk menunjang dan 
membantu memperbaiki basis perekonomian yang ada. Melalui indikator 
Alternative Development, upaya dilakukan dengan menyediakan program 
pekerjaan umum, program pelatihan kejuruan dan keterampilan serta program 
subtitusi tanaman diharapakan aktivitas TOC dapat berkurang.76 Dengan variabel 
ini penulis akan coba menjelaskan mengenai ada atau tidaknya program yang 
dikelola oleh pemerintah untuk membantu memperbaiki basis perekonomian di 
Afghanistan. Program ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat miskin dengan 
program kerja padat karya yang mendukung pertanian. 
2.4.5.3 Improved accessed to an quality of basic service 
Penanganan TOC dengan variabel ini adalah dengan memperbaiki akses 
dalam kebutuhan dasar khususnya bidang kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan 
penting lainnya. Dengan indikator Health and education policies, di mana 
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menekankan pada upaya meningkatkan akses dan kualitas pelayanan umum pada 
masyarakat.77 Operasionalisasinya dilakukan dengan beberapa cara mulai dari 
dukungan langsung ke pusat kesehatan dan sekolah, kebijakan pendidikan dan 
perbaikan kesehatan tingkat masyarakat. Variabel ini membantu penulis 
menganalisis mengenai ada atau tidaknya upaya pemerintah Afghanistan untuk 
akses pendidikan, mengembangkan kualitas pendidikan, dan upaya 
pengembangan kapasitas kepada generasi muda. 
2.4.6 Global regulation 
2.4.6.1 Global standard and Global regulation 
Pada variabel ini menekankan upaya yang bertaraf internasional dan global 
regulation melalui mengikuti konvensi global beserta menerapkan rezim 
internasional untuk menjadi acuan dalam menanggulangi drug trafficking.78 
Upaya ini dilakukan melalui menetapkan dan mempromosikan Global standart di 
sektor-sektor utama yang berisiko ditangkap oleh TOC dan memastikan 
kepatuhan terhadap global regulation terkait dengan TOC. Pada variabel ini 
penulis akan melihat apakah Afghanistan mengadopsi dan berkomitmen dalam 
rezim internasional yang memberikan standard terkait upaya penanganan drug 
trafficking. 
2.4.6.2 Global bodies 
Pada variabel ini, ditunjukkan dengan mempromosikan keterlibatan aktif dan 
konstruktif dengan badan global yang relevan seperti organisasi internasional dan 
 






kerja sama internasional multilateral maupun bilateral.79 Upaya ini merupakan 
mekanisme efektif untuk mengoordinasikan tindakan penegakan hukum serta 
memberikan bantuan teknis dan keuangan, yang akan membatasi kemampuan 
jaringan TOC untuk beroperasi. Dalam variabel ini penulis akan menganalisis 
apakah Afghanistan bergabung dalam organisasi internasional atau kerjasama 
internasional baik multilateral maupun bilateral guna mengembangkan kapasitas 
sumber daya di negaranya serta mengembangkan upaya penanganan aktivitas 
drug trafficking. 
2.5 Tabel Operasionalisasi Konsep 
Konsep Variabel Indikator Operasionalisasi 
Deterrence Law Enforcement Strengthening 
Border,Custom and 
immigration agencies 
Ada atau tidaknya upaya 
peningkatan keamanan 
perbatasan melalui 
kerjasama oleh penegak 
hukum yang dilakukan 
Afghanistan 
Zero toleranze 
approach to crime 
Adanya upaya penegakan 
hukum yang menekankan 
zero tolerance approach 
terhadap aktivias terkait 
narkoba 
 





Ada atau tidaknya 
pembentukan agen 
intelijen atau kerjasama 
operasi intelijen antara 











Criminal juctice and 
Sector Reform 




Ada atau tidaknya 
reformasi pada badan 
sistem peradilan di 
Afghanisttan 
 
Crop Eradiction Targetted at the illicit 
drug trade, 
destroying illicit 
crops, eliminating the 




pemusnahan lahan opium 
dan pabrik narkoba, guna 
mengurangi pasokan ke 
pasar.  
 
Severing the links 
between politic, the 
state, and crime 




Promotion of social 
accountability 
mechanism 
Ada atau tidaknya sistem 
atau program lainnya di 










specific component of 






Ada atau tidaknya badan 
koordinasi yang berfokus 
pada penanganan korupsi 
dan badan koordinasi 









To a set of policies, 
programmes and 
practices that seek to 




Ada atau tidaknya upaya  
yang bertujuan untuk 
meminimalisir dampak 
kesehatan melalui 









with criminal Groups 
Explicit agreement 
with criminal actors 
to limit levels of 
violence 
Ada atau tidaknya 
negosiasi yang dilakukan 
oleh pemerintah 
Afghanistan dengan 




kerugian dan dampak 
yang terjadi. 
Cultural change Civic engagement Mobilization local 
civil society 
Apakah ada gerakan, 
partisipasi, kampanye 
yang dibentuk oleh 
masyarakat untuk 
mendorong penanganan 
aktivitas terkait narkoba 
 
Media mobilization Stronger flows public 
information on 
criminal activities 
Ada atau tidaknya media 
yang memberitakan 
aktivitas kriminal yang 
bisa diakses masyarakat 
 
Community change Cultural lawfulness Adanya upaya 
pencegahan 
dengan Pembentukan 
budaya taat melalui 
edukasi untuk pemuda 


















Improved access to an 

















berkomitmen dalam rezim 
internasional yang 
memberikan standard 
terkait upaya penanganan 
drug trafficking. 











2.6 Alur Pemikiran  
Latar Belakang: Hampir 70% aktivitas narkoba di Afghanistan dikuasai secara kuat oleh kelompok teroris Taliban 
sejak tahun 2007.  Aktivitas budidaya dan produksi opium setiap tahunnya mengalami pasang surut, mengalami 
penurunan di tahun 2015 namun pada tahun 2017 mengalami peningkatan hingga yang memasuki rekor tertinggi pada 
tahun 2017.  
Rumusan Masalah: Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Afghanistan dalam menanggulangi 











Law Enforcement: Ada atau tidaknya upaya peningkatan keamanan oleh Afghanistan baik di 
perbatasan atau di wilayah budidaya. 
Selective targetting: ada atau tidaknya operasi intellijen dan pembentukan agensi kemanan 
Criminal justice and sector reform: ada atau tidaknya perbaikan badan penegak hukum dan keadilan 
Crop readiction: ada atau tidaknya upaya mengurangi bahan baku pembuatan narkoba dan budidaya 
Initiatives to promote transparency and community empowerment: ada atau tidaknya upaya 
peningkatan transparansi pemerintah kepada masyarakat 
Development or strengthening of anti corruption oversight mechanism and specific component of 
public sector reform: ada atau tidaknya badan koordinasi penanganan korupsi dan badan pengawasan 
publik 
Harm reduction approaches: ada atau tidaknya pembentukan program yang bertujuan untuk 








Global Bodies: ada atau tidaknya keterlibatan Afghanistan dengan organisasi internasional baik 
bilateral maupun multilateral 
Global standard and global regulation: ada atau tidaknya persetujuan dan ratifikasi Afghanistan 
terhadap rezim internasional mengenai upaya dalam menanggulangi narkoterorisme 
Argumen Utama: Berdasarkan analisa menggunakan Theories of Change menunjukan bahwa terdapat 
kecenderungan upaya yang paling mendominasi yang dilakukan Afghanistan dalam menanggulangi Drug 
Trafficking tahun 2014-2019, diantaranya memperkuat upaya law enforcement, operasi intellijen, melakukan 
reformasi badan hukum dan peradilan, menghilangkan sumber narkoba melalui crop eradiction, menciptakan 
transparansi kepada masyarakat, dan membenruk program untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Selain itu 
pemerintah Afghanistan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan kelompok terorisme. Selain itu upaya 
penanganan dilakukan dengan memberikan dasar pendidikan masyarakat melalui education policies dan bergabung 
dengan organisasi internasional serta menandatangani perjanjian internasional yang memiliki kaitan dengan 
narkotika dan terorisme (global regulation). 
 
Negotiated settlements with criminal groups: ada atau tidaknya perjanjian atau dialog eksplisit 
dengan kelompok kriminal 
Economic diservication: ada atau tidaknya program kerja atau alternative development yang dikelola 
oleh pemerintah 
Civic engagement: ada atau tidaknya gerakan yang dibentuk oleh masyarakat hingga kampanye yang 
ditujukan untuk mendukung penanganan narkoterorisme 
 Media mobilization: ada atau tidaknya media yang berfungsi untuk memberitakan mengenai 
narkoterrorisme 
Community change: ada atau tidaknya upaya Afghanistan untuk mempromosikan program culture of 
lawfulness 
Improved access to an quality of basic service: ada atau tidaknya upaya perluasan akses pendidikan 
dan peningkatan kualitas pendidikan 
Theories of Change 





2.7 Argumen Utama 
Berdasarkan analisa menggunakan Theories of Change menunjukan bahwa 
terdapat kecenderunganupaya yang paling mendominasi yang dilakukan 
Afghanistan dalam menanggulangi Drug Trafficking tahun 2014-2019, 
pemerintah Afghanistan melakukan beberapa upaya diantaranya memperkuat 
upaya law enforcement yaitu penegakan hukum, operasi intellijen, melakukan 
reformasi badan hukum dan peradilan, menghilangkan sumber narkoba melalui 
crop eradiction, menciptakan transparansi kepada masyarakat, dan membentuk 
program untuk meminimalisir dampak yang terjadi. Selain itu pemerintah 
Afghanistan berusaha untuk melakukan negosiasi dengan kelompok terorisme. 
Selain itu upaya penanganan dilakukan dengan memberikan dasar pendidikan 
masyarakat melalui education policies dan bergabung dengan organisasi 
internasional serta melalui global regulation dengan menandatangani perjanjian 













Penelitian yang dilakukan oleh penulis tergolong ke dalam penelitian analisis 
kualitatif yang mana penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan isi 
tetapi tidak berdasarkan akurasi statistik. Penjelasan disusun kedalam bentuk 
cerita dan kata-kata.80 Penelitian ini termasuk dalam penelitian deskriptif yang 
mana menyajikan suatu gambaran terperinci tentang suatu fenomena atau 
permasalahan yang nyatanya sedang terjadi.81 Nantinya penelitian yang dilakukan 
oleh penulis akan berusaha memberikan penjelasan mengenai bagaimana upaya 
yang telah dilakukan oleh suatu negara, khususnya Afghanistan dalam 
menanggulangi permasalahan terkait Drug Trafficking. 
3.2.Ruang Lingkup 
Ruang lingkup penelitian berfungsi memberikan batasan bagi penulis 
mengenai objek yang diteliti dan menghindari adanya perluasan isu. Pada 
penelitian kali ini penulis akan meneneliti mengenai upaya Afghanistan dalam 
penanganan kasus Drug Trafficking dengan rentang waktu 2014-2019. Periodesasi 
ini dipilih penulis yaitu pada masa kepemimpinan Presiden Ashraf Ghani, dimana 
terjadinya fluktuasi yang signifikan pada budidaya dan juga produksi narkoba 
jenis opium. 
 
80 Dr.Ulber Silalahi, MA, 2009, “ Metode Penelitian Sosial”, Bandung : PT Refika Aditama. 
Hlm.39 





3.3.Teknik Pengumpulan Data 
Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data sekunder. Penulis 
mengumpulkan data yang berasal dari buku, dan media internet seperti jurnal, 
media website pemerintah dan berita online.  
3.4. Sistematika Penulisan 
BAB I Pendahuluan 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang yang berisi tentang 
kasus Drug Trafficking di Afghanistan. Menjelaskan secara singkat fenomena 
peningkatan budidaya opium dan produksi narkotika di Afghanistan. Selain itu 
penulis akan menjelaskan mengenai rumusan masalah yang didapat dari latar 
belakang sebelumnya, serta menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat penelitian 
yang dilakukan penulis.  
BAB II Kerangka Pemikiran 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai alur berfikir penulis, 
mulai dari studi terdahulu yang membantu penulis memahami fenomena yang 
ada. Kedua, penulis akan menjelaskan mengenai definisi konseptual, selanjutnya 
operasionalisasi konsep yaitu bagaimana peneliti menjelaskan fenomena dan 
menjawab rumusan masalah menggunakan teori yang dijelaskan pada definisi 
konseptual. Selain itu pada bab ini penulis juga akan melampirkan bagan alur 






BAB III Metode Penelitian 
Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai bagaimana cara-cara 
yang diterapkan penulis dalam melakukan penelitian. Peneliti akan menjabarkan 
mengenai jenis penelitian yang dilakukan yang mana penelitian kali ini 
merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Selain itu peneliti akan menjabarkan 
mengenai ruang lingkup, teknik pengumpulan data dan juga sistematika 
penulisan.  
BAB IV Gambaran Umum 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai fenomena yang sedang 
diteliti. Peneliti akan menjelaskan secara rinci dan memberikan gambaran 
mengenai bagaimana Drug Trafficking terjadi di Afghanistan, penyebarannya dan 
bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Afghanistan dalam menangani hal 
tersebut. 
BAB V Upaya Afghanistan dalam menanggulangi Drug Trafficking 
Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya yang 
telah dilakukan oleh Afghanistan dalam menanggulangi Drug Trafficking. Penulis 
akan menjelaskan ini menggunakan Theory of Change berdasarkan variabel 
didalamnya.  
BAB VI Kesimpulan 
Bab ini merupakan bab terakhir pada penelitian yang dilakukan. Bab ini 





permasalahan yang diteliti oleh penulis. Kesimpulan ini akan menjadi penguat 
terhadap argumen utama yang sebelumnya sudah dipaparkan oleh penulis. Selain 
kesimpulan, bab ini juga berisi mengenai rekomendasi yang bersifat sebagai 

















4.1 Opium Afghanistan dan Fluktuasi Budidayanya 
Produksi opium di Afghanistan bukanlah cerita baru. Tidak ada yang 
menyangkal bahwa Afghanistan telah lama diketahui memiliki ikatan khusus 
dengan narkoba jenis opium dan turunannya. Afghanistan masuk kedalam salah 
satu negara The Golden Cresent, yaitu sebuah kawasan yang dikenal sebagai 
tempat penanaman opium, ganja dan perdagangan manusia sejak saat bunga 
poppy (bibit opium) diperkenalkan dari Eropa oleh para pedagang Arab di 
sepanjang Jalur Sutra.82 Hingga beberapa tahun belakangan semakin meningkat 
hingga kini Afghanistan menjadi produsen opium yang menghasilkan sebanyak 
90 persen pasokan global narkoba dan lebih dari 95 persen pasokan ke Eropa.83 
Berdasarkan fakta tersebut Afghanistan didaulat sebagai salah satu negara 
produsen opium terbesar di dunia. Survey menunjukan terdapat sekitar 130.410 
hektar lahan budidaya opium di Afghanistan, jumlah tersebut mewakili sekitar 63 
persen total lahan budidaya opium di dunia.84 
 
82 Chouvy PA. Golden Crescent. In: Levinson D, Christensen K, editor. Encyclopedia of Modern 
Asia. 1. Chicago: Chas Scribner & Sons; 2002. Hlm. 441. Diakses melalui: 
https://www.refworld.org/pdfid/483bec7f2.pdf 
83 Felbab Brown.  Shooting Up: Counterinsurgency and the War on Drugs. Hlm.113. Diakses 
melalui: https://www.sigar.mil/pdf/lessonslearned/SIGAR-18-52-LL.pdf 






Menurut UNODC, jejak budidaya opium di Afghanistan berawal pada abad 
ke-18.85 Kemudian Afghanistan pertama kali mulai memproduksi opium dalam 
jumlah yang signifikan pada pertengahan tahun 1950-an, untuk memasok negara 
tetangganya Iran setelah adanya larangan penanaman opium. Mulai sejak itu 
Afghanistan meningkatkan produksi dan menjadi pemasok utama opiat ke Eropa 
Barat dan Amerika Utara pada pertengahan tahun 1970-an yang mana ketika 
adanya ketidakstabilan politik dikombinasikan dengan kekeringan yang 
berkepanjangan sehingga mengganggu pasokan dari Segitiga Emas.86  
Selain itu, semakin ketatnya pelarangan penanaman opium di negara lain 
membuat produksi opium Afghanistan menjadi sangat dibutuhkan untuk mengisi 
kekosongan suplai dunia.87 Hingga sekitar pada tahun 1980-an dan 1990-an 
produksi opium poppy di Afghanistan tumbuh cepat selama perang dan 
pergolakan terhadap Soviet, sampai dengan pertengahan 1990-an opium 
Afghanistan mendominasi pasar dunia.88 UNODC mencatat lonjakan budidaya 
tersebut disebabkan oleh latar belakang yang kompleks dimana ekonomi, politik 
dan geo-strategi menjadi faktor pendukung produksi opium di Afghanistan. 
Didukung kurangnya kemampuan pemerintah dalam mengkontrol seluruh wilayah 
negara serta degradasi ekonomi dan agrikultur akibat perang saudara yang terjadi 
 
85 UNODC, 2001, Global Illicit Drug Trends 2001. Diakses melalui: 
https://www.unodc.org/pdf/report_2001-06-26_1/analysis_afghanistan.pdf 
86 Felbab-Brown,2009, Loc.Cit Hlm. 114.  
87 Lacouture, M. 2009. Loc.Cit 





selama 20 tahun menjadi salah satu penyebab budidaya dan produksi tersebut 
berkembang.89 
Jumlah produksi dan budidaya opium Afghanistan sempat mengalami 
penurunan drastis saat kekuasaan pemerintah saat itu dipegang oleh rezim 
Taliban. Terjadi penurunan jumlah produksi akibat adanya fatwa pelarangan oleh 
Taliban karena pengaruh embargo dari dewan keamanan PBB, sehingga di tahun 
2000 terjadi penurunan sebesar 94 persen.90 Namun larangan tersebut hanya 
efektif secara singkat karena turunnya rezim Taliban di tahun 2002. Menurut 
UNODC jumlah orang yang terlibat dalam perdagangan opium meningkat sejak 
era Taliban, sebagian karena peningkatan harga dan tingkat produksi.  
Budidaya opium di Afghanistan mengalami pasang surut yang tidak terlalu 
tajam setiap tahunnya. Pada tahun 2015, opium ditanam di Afghanistan dengan 
luas sekitar 183.000 hektar. Produksi tahunan turun menjadi 3.300 metrik ton 
karena panen yang buruk dibandingkan pada tahun pada 2014 dari 6.400 metrik 
ton.91 Namun puncak terbesarnya yaitu pada tahun 2017, dimana jumlah budidaya 
dan produksi opium Afghanistan mencapai level tertinggi sepanjang sejarah. 
UNODC merilis survei opium negara tahunan pada bulan November 2017, 
dimana budidaya meningkat 63% dari 201.000 pada 2016 hektar menjadi 328.000 
 
89Ibid. 
90Paul Harris in Peshawar, 2001, Victorious warlords set to open the opium floodgates. Diakses 
melalui : https://www.theguardian.com/world/2001/nov/25/afghanistan.drugstrade 
91 Doris Buddenberg, 2016, On the Cultural History of Opium – and how poppy came to 






hektar di tahun 2017, sementara produksi meningkat 87% dari 4.800 menjadi 
9.000 ton.92 
Para ahli dan lembaga pemerintah menyadari bahwa adanya keterkaitan antara 
tingginya peningkatan konflik keamanan dengan peningkatan budidaya opium 
serta aktifitas perdagangan narkotika. Budidaya opium cenderung terjadi di daerah 
yang kurang aman dan di desa-desa yang dikuasai oleh kelompok non-negara. 
Sekitar 53 persen kepala desa di desa dengan budidaya opium terbesar 
mengatakan bahwa mereka berada di bawah kendali pemberontak dan aktor non-
negara lainnya.93 Mayoritas produksi dan budidaya opium dilakukan di 4 provinsi 
besar yaitu Helmand, Nimroz, Farah dan Kandahar.94  
Pada tahun 2017 ditemukan sebanyak 21.105 insiden yang berkaitan dengam 
aktivitas kelompok pemberontak. Jumlahnya satu persen lebih tinggi 
dibandingkan dengan periode yang sama pada 2016.95 Sejalan dengan hal 
tersebut, merujuk pada laporan dari Kementerian Pertahanan Afghanistan 
ditemukan adanya peningkatan aktivitas pemberontak sebanyak 13 persen pada 
 
92 UNODC, 2018, Afghanistan Opium Survey 2018: Cultivation and Production, Hlm. 5. Diakses 
melalui: https://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2018.pdf 
93 UNODC, 2019, Afghanistan Opium Survey 2018: Challenges to Sustainable Development, 
peace and security. Hlm. 5. Diakses melalui: https://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2018_socioeconomic_report.pdf 
94 World Drug Report (2011), Hlm. 242. Diakses melalui: https://www.unodc.org/documents/data-
and-analysis/WDR2011/World_Drug_Report_2011_ebook.pdf 
95 UNAMA. 2017. The situation in Afghanistan and its implications for 






tahun 2017.96 Hal tersebut dinilai sebagai pemicu adanya peningkatan budidaya 
dan produksi opium di tahun 2017.  
Grafik 4.1  Produksi dan Kultivasi Opium di Afganistan Tahun 2013-2018 
 
Sumber : data diolah oleh penulis dari UNODC, Afghanistan Opium Survey 2018 
Hingga pada tahun 2018 total area budidaya opium poppy di Afghanistan 
diperkirakan mencapai 263.000 (242.000 - 283.000) hektar, terjadi penurunan 
sebanyak 20% atau sekitar 65.000 hektar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 
Akibatnya, jumlah opium yang diproduksi juga turun tajam, dari sekitar 9.000 ton 
di tahun 2017 menjadi sekitar 6.400 ton tahun 2018. Tingkat 2018 melampaui 
tingkat tertinggi ketiga 2014 sebesar 17% atau 39.000 hektar.97 Pengurangan 
dalam budidaya opium di tahun 2018 merupakan sebagai akibat dari kekeringan 
berbagai wilayah. Seperti contohnya di wilayah utara, di mana petani sangat 
bergantung pada hujan untuk irigasi, penanaman menurun lebih dari 50 persen. 
Namun, di wilayah selatan, budidaya opium berkurang hanya 8 persen karena 
 
96 Pajhwok Afghan News. 2017. Insurgent activities up by 13pc this year: MoD. Diakses melalui: 
https://www.pajhwok.com/en/2017/11/18/insurgent-activities-13pc-year-mod 





sebagian besar para petani dapat menghindari dampak terburuk kekeringan 
dengan menggunakan sistem irigasi.98 
Opium telah menjadi elemen penting dari mata pencaharian bagi sebagian 
masyarakat Afghanistan. Banyak yang terlibat dalam budidaya, bekerja di ladang 
opium atau terlibat dalam perdagangan obat terlarang. Di daerah pedesaan, sekitar 
35 persen dari semua kepala desa melaporkan bahwa setidaknya beberapa 
penduduk desa menanam opium pada tahun 2018, sebanding dengan hasil survei 
2017. Namun, terdapat variasi regional yang sangat besar dimana di wilayah 
Tengah, hanya 2 persen desa yang menanam opium pada tahun 2018, 
dibandingkan dengan wilayah Selatan di mana angkanya hampir 93 persen.99 
4.2 Drug Trafficking di Afghanistan 
Drug trafficking merupakan perdagangan ilegal secara global yang meliputi 
penanaman, produksi, distribusi dan penjualan dari zat atau obat-obat terlarang 
atau narkotika, psikotropika dan Obat adiktif lainnya (Narkoba).100 Drug 
trafficking beroperasi sebagai tindak kejahatan narkoba yang di lakukan secara 
lintas negara atau transnasional yang melibatkan banyak aktor termasuk 
transnational organized crime. Tindak kejahatan narkoba ini memiliki ciri – ciri 
berupa teroganisir, bersifat kejahatan internasional, berbentuk jaringan atau 
 
98 UNODC, 2019,  Op.Cit. hlm. 12 
99 ibid. Hlm. 3 






sindikat, terselubung, memiliki mobilitas tinggi, dukungan dana yang besar 
dansistem transportasi dan komunikasi dengan teknologi canggih.101  
Di Afghanistan, jenis narkoba utama yang di perjual-belikan yaitu opium dan 
diperkirakan dua pertiga opium yang tersedia untuk ekspor dikonversi menjadi 
heroin atau morfin.102 Afghanistan sejatinya turut menjadi negara di mana drug 
trafficking beroperasi. Kondisi drug trafficking di Afghanistan berada dalam tahap 
yang mengkhawatirkan karena memiliki tingkat konsumsi dan perdaganan 
narkoba yang tinggi. Permasalahan ini menjadi permasalahan pelik bagi 
pemerintah Afghanistan, hal ini dikarenakan aktivitas ini mempengaruhi sektor 
ekonomi legal, sosial dan keamanan.  




2014 2015 2016 
Heroin 3,754 5,308 4,588 
Morfin 6,369 18 - 
Opium 66,197 30,307 47,048 
 
Berdasarkan data UNODC diatas, pemerintah Afghanistan melakukan 
penyitaan terhadap opium, heroin dan morfin selama kurun waktu 2014 hingga 
2016. Terlihat bahwa penyitaan opium tahun 2014 sejumlah 66.197 kilogram, 
 
101 Harry Montolalu, Tindak Pidana Narkoba Dalam Angka Dan Gambar Tahun 2004 - 4009 
(Jakarta: Direktorat IV/TP. Narkoba dan K.T Bareskrim Polri, 2009). Hal 9 







namun jumlah penyitaannya terus menurun hingga di tahun 2016 jumlah 
penyitaan hanya tercatatat 47,048 kilogram. Sedangkan penyitaan heroin tercatat 
sejumlah 3,754 kilogram di tahun 2014. Namun jumlahnya bertambah di tahun 
2015 menuju angka 5,308 kilogram dan kembali turun 4,588 kilogram di tahun 
2016. Sedangkan penyitaan yang jumlahnya paling signifikan yaitu pada 
penyitaan Morfin dimana pada tahun 2014 menunjukan angka 6,369 kilogram, 
dan jumlahnya menurun drastis di tahun 2015 ke angka 18 kilogram saja. Bahkan 
di tahun 2016 tidak tercatat adanya penyitaan heroin.103 
Bukan hanya permasalahan budidaya dan perdagangannya, Afghanistan 
menghadapi tantangan penting terkait dengan penggunaan narkoba di 
masyarakatnya. Data tahun 2015 menunjukan bahwa jumlah pengguna narkoba 
terus meningkat, dan diperkirakan terdapat 1,9 juta hingga 2,4 juta pengguna 
narkoba usia dewasa di Afghanistan.104 Tingkat penggunaan narkoba orang 
dewasa nasional adalah 12,6 persen, lebih dari dua kali lipat tingkat penggunaan 
narkoba global yaitu sebanyak 5,2 persen.105 Penggunaan narkoba diperkirakan 
berdampak hampir satu dari tiga rumah tangga di Afghanistan. Terdapat 9,2 
persen atau sebanyak 1 – 1,22 juta anak-anak dinyatakan positif terpapar obat 
terlarang. Pada jumlah tersebut, sebanyak 90.000 hingga 110.000 anak 
diklasifikasikan sebagai pengguna aktif obat terlarang.106 Hampir 91 persen anak-
 
103 UNODC, 2018, Afghanistan Opium Survey 2017: Challenges to sustainable development, 
peace and security. Hlm. 69. Diakses melalui: https://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Opium-survey-peace-security-web.pdf  
104 UNODC, 2015, Afghanistan Drug Report. Hlm. 58 
https://www.unodc.org/documents/afghanistan/UNODC-DRUG-REPORT15-ONLINE-
270116_1.pdf 
105Ibid.  Hlm. 56 





anak yang dites positif terpapar oleh kontak sekunder dari narkoba yang 
digunakan oleh orang dewasa di rumah atau lingkungan mereka.107 Jumlah 
tersebut menunjukan banyaknya pengguna aktif narkoba dan kaitannya dengan 
perdagangan secara nasional.  
Sebagai negara dengan PDB per kapita $1.000 (AS), Afghanistan menempati 
peringkat ke-218 kategori negara miskin di dunia. Diperkirakan 36 persen 
populasi hidup dalam kemiskinan, dan 35 persen menganggur. Rata-rata 78,6 
persen dari populasi penduduk Afghanistan umumnya bekerja di sektor pertanian. 
Kondisi ini memungkinkan adanya aktifitas drug trafficking karena sebagian 
masyarakat memanfaatkan keuntungan dari sektor pertanian opium yang mana 
merupakan sumber ekspor utama.108 Letak geografis Afghanistan yang cukup 
strategis, meskipun tidak memiliki wilayah yang berbatasan laut namun 
Afghanistan berada di pusat regional Asia Tengah dikelilingi oleh enam negara 
(Pakistan, Iran, Tajikistan, China, Turkmenistan, dan Uzbekistan). Selanjutnya 
kondisi tanah yang subur dan iklim di Afghanistan dianggap ideal untuk budidaya 
opium, artinya tidak ada faktor penghambat pada produksi opium.109 
 
107Ibid.  Hlm.  56 
108 CIA.gov. The World Factbook.  Diakses melalui:  
https://pdfs.semanticscholar.org/f0eb/f7fd3b806a6e60ea515ac2b7ef43419f9b89.pdf 
109 Clemens, Jeffrey. Opium in Afghanistan: Prospects for the Success source country drug control 






Gambar 4.3  Rantai Perdagangan Opium 
Sumber : diambil dari data FATF-GAFI 
Gambar diatas menunjukan rantai manufaktur dan perdagangan opium di 
Afghanistan. Rantai tersebut dibagi menjadi empat tahap, yaitu produksi getah 
opium, pemrosesan opium (heroin dan morfin), distribusi dan penjualan eceran. 
Perdagangan selanjutnya masuk ke pasar ritel yang merupakan bagian terbesar 
dari total pendapatan yang dihasilkan oleh opiat Afghanistan. Pasar ritel 
umumnya dilakukan melalui dua cara yaitu pasar berganda dan melalui kartel. 
Melalui Pasar berganda, narkoba dipasok ke konsumen melalui rantai pasar 
perantara independen. Dalam hal ini 'margin keuntungan' dihasilkan secara lokal 
dan ditransfer antar pasar pada berbagai tahap proses. Dalam hal ini tidak ada 
pembayaran langsung dari konsumen ke penggarap. Melalui kartel, dimana 
anggota dari satu kelompok kriminal mengendalikan pasokan obat ke konsumen, 
seringkali pengendalian dialakukan di titik penanaman.110 
Semua opium yang diproduksi di Afghanistan dikonsumsi sebagai opium 
mentah atau diproses, kemudian diperdagangkan ke pasar konsumen akhir di 
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seluruh dunia.111 Pasar opium sendiri terdiri dari banyak pelaku yang berbeda, 
mulai dari pembeli keliling yang kecil hingga pedagang besar. Opium dijual 
kepada konsumen lokal, lab pengolahan, pedagang grosir, atau pedagang asing. 
Kemudian ada juga pedagang berskala besar yang mengatur pengiriman ke daerah 
perbatasan atau langsung ke luar negeri.112 
4.2.1 Rute Drug Trafficking dari Afghanistan 
Afghanistan memasok narkoba melalui beberapa jalur utama, antara lain 
Rute Balkan, Rute Utara, dan Rute Selatan. Umumnya narkoba diselundupkan 
melalui jalur darat dari Afghanistan, melawati negara tetanggnya kemudian 
melalui rute-rute tersebut narkoba tersebar ke berbagai kawasan dan negara.  
 
111 UNODC, 2019, Afghanistan Opium Survey 2018. Diakses melalui: 
https://www.unodc.org/documents/crop-
monitoring/Afghanistan/Afghanistan_opium_survey_2018_socioeconomic_report.pdf 
112 IMF, 2003. Rebuilding a Macroeconomic Framework for Reconstruction and Growth. ‘Annex 







Gambar 3 Rute Drug Trafficking dari Afghanistan 
Sumber : Data diambil melalui UNODC 
(https://www.unodc.org/documents/rpanc/Publications/other_publications/Balkan_route_web.pdf) 
Berdasarkan gambar diatas, Opium ilegal Afghanistan diperdagangkan ke 
hampir setiap benua di dunia, kecuali Amerika Selatan. Terdapat tiga rute utama 
dalam jalur Drug trafficking dari Afghanistan yaitu rute Selatan, rute Utara dan 
rute Balkan. Rute tersebut yang menjadi jalur perdagangan narkotika internasional 
dari Afghanistan ke berbagai negara. Melalui rute-rute ini, narkoba dari 
Afghanistan dikonsumsi di seluruh dunia bahkan mencapai Eropa, Kanada hingga 
Australia.113 Disamping itu, pada tahun 2015 saja narkoba dari Afghanistan yang 
menuju Eropa diperkirakan sejumlah 20 - 22%  melewati rute utara melalui 
Tajikistan dan Uzbekistan. Sejumlah 45% lainnya masuk ke rute Balkan melalui 
Iran dan 38% sisanya masuk ke Rute Selatan melalui Pakistan.114 
 
113 World Drug Report (2011), Op.cit. Hlm. 71-76. 







Pada rute selatan, Narkotika diselundupkan melalui provinsi Balochistan 
Pakistan yang berbatasan langsung dengan provinsi Helmand dan kandahar, 
Afghanistan. Dari pakistan, obat-obatan tersebut bergerak ke beberapa arah 
termasuk ke Iran, Eropa, Asia Selatan, Afrika, Asia Timur dan Asia Tenggara. 
Pada Rute Selatan heroin di selundupkan dalam jumlah lebih kecil dari Pakistan 
ke Eropa, terutama Inggris. Mode transportasi pengiriman dilakukan oleh jasa 
kurir udara, kereta api, dan juga melalui paket pos. Heroin diperdagangkan 
melalui udara dan paket pos antara Pakistan dan Nigeria, beberapa di antaranya 
kemudian dikirim ke Eropa. Italia tampaknya menjadi tujuan penting untuk heroin 
yang dikirim melalui udara dari Afrika timur, sementara Prancis dan Belgia 
memiliki lalu lintas udara yang masuk terutama dari bagian lain Afrika. 
Rute besar selanjutnya yaitu rute Balkan Sebagian besar narkotika yang 
diselundupkan ke Iran disebarkan ke Turki, Irak, maupun Azerbaijan, selanjutnya 
bergerak ke sepanjang Rute Balkan ke pasar Eropa Barat dan Tengah. Dalam rute 
Balkan, Turki menjadi negara yang penting yaitu sebagai negara transit. Hal 
tersebut dikarenakan hubungan perdagangan dan perjalanannya yang luas dengan 
Asia, Timur Tengah dan Eropa. Menurut Europol, Istanbul adalah lokasi utama 
yang digunakan oleh kelompok kejahatan terorganisir untuk mengatur transportasi 





Eropa. Dari Turki ada beberapa kemungkinan untuk mengirim heroin darat atau 
laut.115 
Sedangkan di rute utara, di selundupkan ke Asia Tengah melalui Tajikistan, 
Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan dan Kazakhstan kemudian menuju Rusia 
hingga ke Eropa Barat. Kemudian terdapat rute lain yang bersinggungan yaitu rute 
Kaukasius, dimana rute ini melibatkan perdagangan heroin dari Afghanistan 
melalui bagian selatan dan utara Kaukasius dan ke rute Balkan dan utara untuk 
memasok pasar di Eropa dan di Federasi Rusia. Sebagian kecil heroin yang 
dikirim dengan rute Utara pada akhirnya dapat memasuki perbatasan timur uni 
Eropa di Polandia dan negara-negara Baltik.116 Dalam memperdagangkan narkoba 
melalui jalur utara, didominasi menggunakan jalur darat, dimana modus operandi 
yang digunakan yaitu melalui mode transportasi baik udara, darat, pengiriman 
paket, kereta api dan lain-lain.117 
 
115 EMCDDA, 2015,  Perspective On Drugs: Opioids trafficking Routes from Asia to Europe, 
Diakses melalui: 
file:///C:/Users/User/Downloads/Opioid%20trafficking%20routes_POD2015%20(4).pdf  
116 UNODC, 2019, AOTP Update: Heroin seizures and opiate trafficking along the Caucasus 
route. Diakses melalui: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/AOTP/AOTP_newsletter_caucasus-route_2019_web.pdf  






Gambar 4.4 Jumlah Kasus Penangkapan Berdasarkan Mode Transportasi di Rute Utara Tahun 2011-
2015 
 
Sumber: UNODC, 2018 
(https://www.unodc.org/documents/publications/NR_Report_21.06.18_low.pdf) 
Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa jumlah kasus terbesar yang 
ditemukan adalah melalui mode transportasi darat sejumlah 141 kasus. Oleh 
karenanya lebih dari 85 persen pengiriman heroin di Rute utara yang berbatasan 
dengan Asia Tengah di perdagangkan melalui jalur darat yang kebanyakan 
menggunakan kendaraan pribadi. Sedangkan mode pengiriman terbesar kedua 
yaitu melalui jalur kereta api, dimana mayoritas jalur lintas negara antara Asia 
tengah dan Rusia mengandalkan transportasi kereta.118 
Pada tahun 2015, terdapat sejumlah sitaan Heroin murni asal Afghanistan 
yang ditemukan di beberapa negara. Dimana sekitar 15-25 persen disita di 
Kazakhstan, 25-60 persen disita di Tajikistan, sekitar 60-80 persen di Italia, dan 







penting di rute narkoba antara Afghanistan dan Eropa, melaporkan terdapat 
penyitaan sekitar 24-84 persen Heroin asal Afghanistan.119 
Gambar 5 Arus Heroin asal Afghanistan ke Beberapa Negara 
 
Sumber : ESRI 
(https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=9e6420db54f043e487ba2831a74cb38f) 
Berdasarkan gambar diatas, pada tahun 2016 arus perpindahan narkoba Jenis 
heroin dari Afghanistan memiliki jumlah yang berbeda-beda ke setiap negara 
tujuannya. Dapat dilihat jumlah pasokan heroin ke Pakistan yaitu sejumlah 160 
ton. Jumlah tersebut menjadi jumlah heroin terbesar yang masuk ke asia tengah. 
Selanjutnya yaitu pasokan heroin dari Afghanistan menuju Iran yang berjumlah 
115 ton. Selanjutnya, dengan jumlah pasokan terbesar ketiga, heroin masuk ke 
Tajikistan dengan jumlah 75-80 ton. Melalui Tajikistan, heroin melewati 
Kirgistan sebelum akhirnya masuk ke Kazakhstan dengan jumlah 70-75 ton.  
 
119 UNODC, 2019, Afghanistan Opium Survey 2018: Challenges to sustainable development, 






Kemudian pasokan heroin juga masuk ke Turkmenistan yang berjumlah 2-4 ton, 
serta menuju Uzbekistan dengan jumlah 8-10 ton. Heroin Afghanistan juga masuk 
menuju China dengan jumlah 15-20 ton.120 Pada tahun 2017 jumlah total sitaan 
Opium di Afghanistan sendiri hanya berjumlah 7,031 Kilogram. Jumlah tersebut 
merupakan jumlah sitaan terbesar ketiga di dunia. Kemudian jumlah sitaan Heroin 
di Afghanistan mencapai jumlah 2,310 Kilogram, dimana jumlah tersebut 
merupakan terbesar kelima di dunia.121 
Melihat aktifnya perdagangan opium ke beberapa wilayah di dunia, sebuah 
penelitian oleh UNODC pada tahun 2015 memperkirakan nilai total heroin dan 
opium yang diperdagangkan secara ilegal ke Eropa melalui jalur Balkan yaitu 
sekitar 28 miliar USD per tahun, dimana jumlah tersebut lebih besar dari PDB 
Afghanistan.122 Hingga perdagangan narkotika Afghanistan kini telah 
menghasilkan setidaknya $2,0 miliar dalam beberapa tahun terakhir, dan totalnya 
mungkin sudah lebih dari $3 miliar pada 2017. CIA World Factbook 
memperkirakan bahwa total ekspor legal dari Afghanistan hanya mencapai $619 
juta pada 2016. Hal ini semakin membuat Afghanistan menjadikan narkotika 
sebagai penopang ekonomi terbesar.123 
 
120 ESRI, Opium poppy production in Afghanistan: From 9/11 to the Long War. Diakses melalui: 
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=9e6420db54f043e487ba2831a74cb38f  
121 UNODC, 2019, World Drug Report 2019: Booklet 3 Depressant ,  Hlm. 36 
https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_3_DEPRESSANTS.pdf  
122 UNODC, 2015, Drug Money: the illicit proceeds of opiates trafficked on the Balkan route.Hlm. 
9 Diakses melalui: https://www.unodc.org/documents/data-and-
analysis/Studies/IFF_report_2015_final_web.pdf 
123 CSIS,2018, Afghan Narcotics: 2000-2018: From Control and Elimination Efforts to a Drug 






4.2.2 Korupsi dan Pencucian Uang 
Korupsi memiliki dampak nyata pada semua warga negara Afghanistan 
karena menghambat stabilitas ekonomi dan politik secara keseluruhan. Hal ini 
memunculkan perkiraan tentang keterikatan korupsi dan jaringan kriminal. 
Korupsi tidak jarang hadir di seluruh rantai perdagangan narkoba ilegal, terutama 
pada kegiatan internasional atau lintas batas, yang melibatkan banyak jenis 
perantara: militer, polisi, pejabat, agen perbatasan dan bea cukai, aktor bersenjata 
ilegal, dan kelompok kriminal terorganisir.124 Di Afghanistan banyak pejabat 
pemerintah daerah terkait erat dengan jaringan perdagangan narkoba dan penjahat 
transnasional, terutama agen penegakan hukum, di provinsi-provinsi perbatasan 
strategis utama dan titik-titik lintas perbatasan.125 Dalam praktiknya, pejabat 
pemerintahan Afghanistan telah terlibat langsung dalam perdagangan opium, 
bersaing dengan Taliban untuk mengendalikan pendapatan dan lalu lintas 
narkoba.126 Dibuktikan melalui bagaimana runtuhnya upaya kontra-narkotika 
selama enam tahun terakhir, dimana terjadi peningkatan terus-menerus dari 
produksi opium hingga bagaimana ekonomi opium memberikan dampak pada 
Ekonomi Afghanistan.127 Keterkaitan tersebut terlihat dari bagaimana sebagian 
 
124 Global Americans. 2019. Corruption and illegal drugs: Reconstructing links, reversing the 
causes. Diakses melalui: https://theglobalamericans.org/2019/07/corruption-and-illegal-drugs-
reconstructing-links-reversing-the-causes/ 
125 Najibullah Gulabzoi. The Diplomat. 2015. The Narco-State of Afghanistan: Deconstructing the 
nexus between drug trafficking and national security. Diakses melalui: 
https://thediplomat.com/2015/02/the-narco-state-of-afghanistan/ 
126 New York Times. 2016. Tasked with combating opium Afghan officials profit from it. Diakses 
melalui:https://www.nytimes.com/2016/02/16/world/asia/afghanistan-opium-heroin-taliban-
helmand.html 
127 Anthony H. Cordesman. Burke Chair Studies. 2018. Afghan Narcotics: 2000-2018: From 





pejabat Afghanistan memainkan peran utama dalam perdagangan narkotika, 
sebagian besar korupsi Afghanistan umumnya terjadi dalam cara-cara korupsi dari 
anggaran nasional, pendapatan resmi, dana bantuan, memeras suap dari warga 
Afghanistan, memanipulasi kontrak pemerintah Afghanistan dan menjual layanan 
pemerintah.128 
Keterlibatan pemerintah dalam perdagangan opium bukanlah hal baru. Di 
Afghanistan, opium dan produk pertanian lainnya dapat dikenai pajak yang 
dipungut oleh otoritas negara dan non-negara. Seperti contoh di beberapa wilayah 
dengan tingkat budidaya opium tinggi, pejabat pemerintah desa melakukan 
praktik penarikan uang untuk akses pasokan air masyarakat. Beberapa polisi 
regional dan komandan keamanan diidentifikasi erat dengan perdagangan opium. 
Dimana pada tahun 2015 tercatat bahwa petani membayar $40 untuk setiap hektar 
tanaman opium yang di budidayakan di distrik Garmsir. Menurut wawancara 
petani, pengumpulan pajak tergantung pada sejumlah faktor, termasuk hubungan 
seseorang dengan komandan polisi setempat, kedekatan dengan pusat distrik dan 
seberapa buruk hasil panen yang gagal. Dalam beberapa kasus, tim yang dikirim 
oleh pemerintah untuk melakukan pembasmian lahan turut menarik pajak dan 










Gambar 6 Tabel Penarikan Pajak 
Sumber : Data UNODC tahun 2017 
Melalui hasil survei desa MCN dan UNODC tahun 2017 diatas menunjukan 
tentang penerima pajak opium. Menurut hasil survey wawancara, “penguasa”, 
yang terutama merujuk pada pemegang kekuasaan lokal di provinsi, memperoleh 
36 persen dari semua pajak opium yang dikumpulkan, Taliban sebanyak 35 
persen, kelompok pemberontakan umum/anti-pemerintah 18 persen dan 12 persen 
untuk aktor lainnya.130 
Tidak hanya korupsi, penyelewengan di sektor pemerintahan dan ekonomi 
juga berlanjut pada permasalahan pencucian uang. Money laundering atau 
pencucian uang juga berperan dalam mendukung aktifitas drug trafficking ini. 
Lemahnya kontrol keuangan dan bea cukai, keahlian yang tidak memadai dalam 
pemerintahan Afghanistan, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum membuat 
masalahnya tetap hadir. Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa hanya 35 
 






persen dari arus keuangan di dalam negara itu legal.131 Pada tahun 2015, 
keuntungan yang dihasilkan oleh ekonomi ilegal Afghanistan bernilai lebih dari 
$1 miliar. Perdagangan narkoba, penyelundupan, perdagangan yang tidak diatur, 
dan penipuan yang membebani pembangunan ekonomi negara dan mendanai 
kelompok-kelompok teroris dianggap merusak stabilitas ekonomi Afghanistan.132 
Di Afghanistan, pencucian uang dilakukan melalui sistem hawala. Dalam 
bahasa Arab hawala artinya mengubah. Awalnya pada tahun 1990, hawala 
dijadikan pengganti sistem perbankan formal oleh Taliban. Saat ini, sistem hawala 
di Afghanistan adalah cara terselubung untuk menggerakkan dana teroris, namun, 
itu kadang juga berfungsi sebagai metode tunggal yang paling efektif, dapat 
diandalkan, untuk memindahkan dana ke seluruh negeri. Karena sebagian besar 
warga pedesaan Afghanistan tidak memiliki akses ke bank sentral, khususnya di 
luar Kabul, maka diperkirakan lebih dari setengah transaksi di Afghanistan 
melibatkan pialang hawala.133 Meskipun tidak semua transaksi hawala adalah 
untuk kegiatan ilegal, tetapi berdasarkan volume, kekurangannya pengawasan 
terpusat, dan pemantauan terbatas, sulit bagi perekonomian Afghanistan untuk 
mempertahankan kebijakan moneter yang baik. Pada akhirnya, aktivitas 
pencucian uang ini dapat menyebabkan kerugian yang signifikan dalam 
perpajakan dan kemungkinan pendanaan terorisme.  
 
131ibid 
132 Javid Ahmad, Foreign Affairs , 2016, Dirty Money in Afghanistan: How Kabul is cleaning up 
the illicit economy. Diakses melalui:  https://www.foreignaffairs.com/articles/afghanistan/2016-09-
07/dirty-money-afghanistan 
133 Edwina Thompson, UNODC , The Nexus of Drug Trafficking and Hawala in Afghanistan, hlm. 







4.2.3 Keterlibatan Taliban 
Di Afghanistan, hampir seluruh area budidaya opium terletak di daerah yang 
ditandai dengan tingkat ketidakamanan yang tinggi. Banyak informasi yang 
menunjukkan bahwa Taliban adalah kekuatan pendorong di belakang penanaman 
opium di Afghanistan.134 Selama Perang Dingin, perdagangan narkoba di kawasan 
Golden Cresent, termasuk Afghanistan, meningkat ketika para pemberontak 
menggunakan keuntungan dari penjualan narkotika gelap untuk mendanai 
kegiatan mereka melawan pemerintah komunis di negara mereka masing-masing. 
Ketika konflik domestik dan regional berlanjut, perdagangan narkoba menjadi 
semakin penting bagi masing-masing kelompok pemberontak ini dan bagi 
perekonomian nasional. Keadaan ini bertahan, dan akhirnya, beberapa wilayah 
bagian Afghanistan menjadi tergantung pada penjualan opium.135 
Kekosongan kekuasaan pasca mudurnya Soviet tahun 1989 menjadi lahan 
pertarungan kekuasaan oleh beberapa faksi Mujahidin di Afghanistan. 
Berhentinya dukungan negara barat saat itu menjadi momen yang tepat untuk 
digunakaan dalam pengembangan budidaya opium guna membiayai kebutuhan 
militer mereka. Mulai tahun 1996–2001, Taliban muncul dari mujahidin 
membentuk rezim semu-pemerintah dan mengeksploitasi industri obat-obatan 
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sebagai sumber pendapatan pajak. Menggunakan keuntungan narkoba sebagai 
cara terlarang untuk secara finansial mempertahankan posisi kuat mereka.136 
Selama masa kepemimpinannya, Taliban turut melakukan upaya kontra 
narkotika karena adanya embargo oleh dewan keamanan PBB saat itu. Pada tahun 
2000, Pemimpin Taliban saat itu Mullah Omar, melakukan kolaborasi dengan 
PBB memberantas produksi heroin di Afghanistan dengan cara mengumumkan 
bahwa budidaya opium merupakan tindakan non islami dan hukumnya haram. 
Cara tersebut dinilai sebagai kampanye anti narkoba yang paling berhasil. Taliban 
memaksakan larangan penanaman opium dengan cara memberikan ancaman, 
pembasmian paksa, dan memberikan hukuman kepada yang melanggar. Hingga 
hasilnya yaitu penurunan sebanyak 99 persen dalam budidaya opium di wilayah 
yang dikuasai oleh Taliban, jumlahnya sekitar tiga perempat pasokan heroin dunia 
saat itu.137 
Semenjak tumbangnya rezim Taliban di tahun 2001, peraturan tersebut tidak 
lagi di jalankan sebagaimana sebelumnya. Fenomenanya malah berbalik kepada 
terlibatnya Taliban terhadap aktivitas drug trafficking. Menurut sebagian besar 
laporan, Taliban tidak terlibat dalam produksi fisik heroin atau obat-obatan lain, 
 
136 Citha D. Maass, 2012,  Afghanistan’s Drug Career Evolution from a War Economy to a Drug 
Economy. Diakses melalui:  https://www.afghanistan-analysts.org/wp-
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tetapi mereka terlibat di hampir setiap tahap dalam rantai pasokan, dari budidaya 
hingga perdagangan.138 
Keterlibatan Taliban dalam perdagangan narkoba telah membuat mereka 
membentuk hubungan dengan organisasi kriminal di Afghanistan. Terlihat jelas 
terdapat dua jenis hubungan yang menguntungkan antara Taliban dan organisasi 
kriminal dalam perdagangan narkoba yaitu di mana Taliban menggunakan 
jaringan kriminal untuk menghasilkan modal, dan yang kedua di mana para kartel 
narkoba menggunakan pendapatan mereka dari perdagangan narkotika untuk 
membayar Taliban.139 Tetapi hingga saat ini, Taliban melalui juru bicaranya 
Zabiullah Mujahid mengaku tidak melarang atau mempromosikan penanaman 
opium.140Beberapa tulisan menjelaskan bahwa peran Taliban hanya sebagai 
penyuplai sistem keamanan dalam aktivitas drug trafficking tersebut. Setelah 
memberikan perlindungan, tindakan selanjutnya yang dilakukan Taliban terhadap 
petani/pedagang opium adalah dengan menarik pajak. Pajak yang dibebankan 
kepada petani terdapat dua jenis, yaitu ushr dan Zakat. Perbedaan dari keduanya 
adalah, dimana ushr dibebankan sebanyak 10% dari pendapatan petani, sedangkan 
zakat dibebankan sebanyak 2.5% dari total pendapatan yang diperoleh pedagang. 
 
138 UN Security Council. 2015. “Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team 
on specific cases of cooperation between organized crime syndicates and individuals, groups, 
undertakings and entities eligible for listing under paragraph 1 of Security Council resolution 
2160 (2014). Diakes melalui: https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/N1466697.pdf 
139Ibid. 







Ushr terbentuk berdasarkan asal usul sosial dan ekonomi, yang diterapkan secara 
sistematis ketika Taliban mulai menguasai Afganistan pada tahun 1996-2001.141 
Saat menjalankan perannya, Taliban membagikan beberapa tugas pada 
anggota-anggotanya. Para sub-komandan diberikan tugas untuk mengawasi desa-
desa di mana para petani menanam opium. Kemudian Sub-komandan akan 
membuat semacam kartu yang tertulis berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan 
para petani sesuai perhitungan yang sudah ditetapkan pimpinan. Pembayaran 
pajak dilakukan cukup satu kali dan jika ada sub-komandan yang melakukan 
penarikan lebih dari satu kali, ia akan dikenai hukuman oleh komandannya. 
Permainan Taliban dalam bisnis opium ini sangatlah rapi dan menyasar semua 
pihak. Misalnya, Taliban akan menarik uang dari para kartel narkoba baik lokal 
dan internasional yang menginginkan barang mentah opium atau barang siap 
pakai (drug shipment), sekaligus para personil Taliban akan memberikan 
pengamanan bagi mereka (security check points).142 Meskipun disisi lain dengan 
berlandaskan kepentingan, petani opium juga merasa sangat terbantu dengan 
adanya peran Taliban dalam memberikan perlindungan keamanan. Upaya 
pemberantasan ladang opium oleh pemerintah seringkali menjadi berbahaya dan 
menimbulkan korban jiwa, maka dari itu dengan adanya peran Taliban tersebut, 
kebutuhan petani akan keamanan dapat terpenuhi sehingga kegiatan penanaman 
dapat tetap berjalan. 
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Tidak hanya berhenti sampai pemungutan pajak, untuk mengembangkan 
hasil pemasukannya, anggota Taliban seringkali terlibat dalam pencucian uang. 
Salah satu contoh kasus yaitu dimana salah satu anggota Taliban terkemuka yang 
bekerja dalam perdagangan narkoba bernama Alizai, memanfaatkan saudaranya 
Atiqullah Ahmady, Mohammad Din dan Sadiq Ahmady untuk mendirikan 
beberapa perusahaan yang bertujuan untuk mencuci uang dari perdagangan 
narkoba di Kandahar. Hasil dari pencucian uang tersebut kemudian dikirim 
kembali ke Alizai.143 
Keterlibatan Taliban dalam perdagangan dan perdagangan narkoba ini 
secara umum adalah bagian vital dari keberadaan mereka. Terdapat juga beberapa 
kasus dari keterlibatan Taliban dalam lingkaran narkotika. Satu kasus yaitu 
melibatkan Hajji Juma Khan, sebuah organisasi perdagangan narkoba (Organisasi 
Hajji Juma Khan) dimana menurut Kingpin Act tercium dugaan dugaan niatnya 
untuk mendistribusikan hasil narkotika ke Taliban pada 2009. Selain itu, pada 
tahun 2011 terungkap bahwa layanan penukaran uang “New Ansari Money 
Exchange” telah melakukan pencucian uang untuk Organisasi Hajji Juma Khan 
dengan bantuan anak perusahaannya yang berbasis di Dubai, Green Trading 
General Trading LLC dan al-Adal Exchange.Seorang penghasil dan penyelundup 
narkoba lain yang berbasis Helmand, Shah Mohammad Barakzai, yang ditangkap 
pada 2011, juga diyakini telah menyumbangkan uang kepada Taliban melalui dua 
hawala-nya, New Ahmadi Ltd dan Mohammad Wali Money Exchange.144 
 






Kedudukan Taliban di antara jaringan narkoba kembali ditunjukkan lebih 
lanjut oleh kasus Haji Fatah Ishaqzay dan Hajji Lal Jan. Ishaqzay yang 
menjalankan sindikat narkoba telah terbukti memberikan bantuan keuangan 
kepada Taliban. Keterikatan Ishaqzay dengan Alizai dan mantan pemimpin 
Taliban Mullah Akhtar juga dapat menunjukkan seberapa jauh keterlibatan 
Taliban dalam jaringan kejahatan terorganisir.145 Sedangkan salah satu pihak yang 
disebut-sebut sebagai salah satu aktor drug trafficking yang secara finansial 
mendukung Taliban adalah Hajji Lal Jan. Lal Jan telah diidentifikasi sebagai 
pendonor penting bagi Taliban di Distrik Sangin Provinsi Helmand,sebuah distrik 
yang memang dikendalikan oleh Taliban beberapa tahun terakhir. Hal ini 
menunjukan peran Lal Jan sebagai penyedia dana untuk operasi militer di daerah 
tersebut, juga kedudukannya sebagai penyedia bisnis. Fenomena ini sekali lagi 
menunjukkan betapa pentingnya penyelundupan narkoba dan koneksi yang 
dibawanya bagi Taliban.146 
Adanya hubungan antara kartel narkotika dengan organisasi anti-pemerintah 
tidak lagi mengejutkan, mengingat bahwa Taliban turut menerima dana dari kartel 
narkotika seperti Hajji Bashar Noorzai, yang mana ia juga menjadi penasihat yang 
dihormati oleh petinggi Taliban Mullah Omar. Tanda lain dari adanya hubungan 
dekat antara Taliban dengan jaringan narkoba yaitu pada kasus Hajji Kotwal 
Noorzai. Ia merupakan kepala jaringan narkoba di provinsi Helmand dan Farah, 
terbukti memberikan dukungan keuangan dan logistik kepada Taliban selain itu 








terima kasih mereka, Taliban membantu pengamanan ladang Opium dan 
memfasilitasi pengangkutan obat-obatannya. Sebagai tanda hubungan dekat 
mereka, Hajji Kotwal ditunjuk oleh jaringan Taliban Quetta Shura untuk 
mengumpulkan zakat dari penyelundup narkoba lainnya di Pakistan.147 
Tidak ada yang mengetahui secara pasti nominal uang yang Taliban peroleh 
dari hasil bisnis opium ini. Jika berpatokan pada data dari UNODC, kemungkinan 
Taliban memperoleh sekitar 200-300 juta Dollar AS per tahun. Pemasukan ini 
bersumber dari pungutan pada petani opium, biaya perlindungan pengolahan lab, 
biaya transit untuk konvoi narkoba, dan perpajakan.148 
4.3 Kebijakan Anti Narkotika Afghanistan 
Beranjak dari permasalahan narkoba yang terus terjadi, Afghanistan melalui 
pemerintahan saat ini dan terdahulunya mengeluarkan sejumlah kebijakan anti 
nakotika. Berbagai upaya ditujukan ke beberapa aktor dan lapisan guna 
menanggulangi masalah secara terkonsentrasi. Kebijakan maupun upaya yang 
dilakukan dapat di kaitkan dengan upaya penanggulangan TOC oleh Tim 
Midgley.  
Merujuk pada diagram dalam Theory of Change, dijelaskan bahwa terdapat 
tingkatan sistem dari upaya penanggulangan transnational organized crime 
(TOC). Tingkatan tersebut yaitu, The Bussiness, Facilitation networks, Support 
network, Social, political, and economic vulnerabilities, dan Global political and 
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economic system. Melalui strategi anti narkotika yang dibentuk, pemerintah 
Afghanistan bertujuan untuk menanggulangi TOC di dalam tingkatan yang ada. 
Apabila dikategorikan dalam Drug trafficking di Afghanistan ini, sistem The 
bussiness dapat dikategorikan sebagai gembong narkoba dan jaringan 
perdagangan narkoba di Afghanistan yang mana aktornya tidak terlihat. 
Kemudian lapisan facilitation network yang termasuk dalam kategori part time 
criminal yang menyediakan dukungan pada perdagangan narkoba, merujuk pada 
politisi, pegawai pemerintahan di perbatasan, hakim dan kejaksaan yang 
memberikan vonis hukuman ataupun polisi daerah yang menyediakan dukungan 
pada aktivitas the bussiness. Lalu pada lapisan support network dapat 
dikategorikan pada aktor masyarakat pendukung seperti, petani-petani opium 
maupun pekerja dalam kegiatan produksi opium, perusahaan pencucian uang 
terutama di perusahaan dengan sistem Hawala, ataupun aktor lain yang memiliki 
hubungan saling menguntungkan seperti kelompok pemberontak atau Teroris 
Taliban yang diindikasi memberikan pengamanan khusus dalam aktivitas drug 
trafficking.  
Kemudian pada lapisan social, political, and economic vulnerabilities, yang 
dimaksud merupakan kondisi kemiskinan dan rendahnya lapangan pekerjaan, 
serta kondisi sosial politik Afghanistan yang mana lemahnya kontrol pemerintah 
sehingga mempengaruhi rendahnya keamanan di provinsi Helmand, Nimroz, 
Farah dan Kandahar. Sedangkan pada tingkatan global financial, economic and 
political system yang dimaksud yaitu kondisi permintaan pasar dari Eropa, Asia, 





ditambah lemahnya sektor perbankan Afghanistan yang memungkinkan 
penyalahgunaan sistem Hawala menjadi model pencucian uang dan pendanaan 
teroris, selain itu ketidakstabilan politik Afghanistan dimana adanya persaingan 
kekuatan dengan kelompok pemberontak maupun Teroris Taliban.  
 Upaya yang dilakukan ditujukan untuk memutus hubungan antara aktivitas 
perdagangan narkoba dan mengarah pada setiap level dan aktor yang ada. Upaya 
kontra narkotika sudah dimulai semenjak jatuhnya Taliban, dimana banyak upaya 
yang mulai dilakukan untuk menangani ancaman “drug economy”. Tingginya 
tingkat produksi narkotika ilegal yang terjadi di Afghanistan, menjadikan negara 
ini sebagai sasaran dari beberapa inisiatif kontra-narkotika. Larangan budidaya 
opium tahun 2000 mendorong produksi turun sekitar 90% selama satu tahun, 
tetapi larangan tersebut tidak berkelanjutan.149 Resolusi Dewan Keamanan 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 1378 tanggal 14 November 2001 mencatat bahwa 
Pemerintah "harus menghormati kewajiban internasional Afghanistan, termasuk 
bekerja sama sepenuhnya dalam upaya internasional untuk memerangi terorisme 
dan perdagangan obat terlarang". Kemudian resolusi tersebut tercermin dalam 
"Perjanjian Bonn" pada 5 Desember 2001, yang meminta Otoritas Sementara dan 
Loya Jirga untuk bekerja sama dengan komunitas internasional dalam perang 
melawan narkoba dan kejahatan terorganisir.150 Kemudian terjasdi penurunan 
budidaya dan produksi opium sejak tahun 2001, yang sebagian besar didorong 
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oleh kejenuhan pasar obat-obatan global dan lokal, oleh penyakit tanaman opium, 
atau oleh tindakan-tindakan paksaan di sebagian wilayah Afghanistan. 
Pada 17 Januari 2002, Presiden Hamid Karzai mengeluarkan dekrit yang 
melarang penanaman, produksi, penyalahgunaan narkoba dan perdagangan obat-
obatan narkotika. Pada 3 April 2002, ia mengeluarkan dekrit untuk implementasi 
kampanye pemberantasan. Pada 4 September 2002, Presiden mengeluarkan dekrit 
lebih lanjut untuk penegakan larangan tersebut.151 Pada masa kepemimpinannya, 
presiden Hamid Karzai juga mengeluarkan implementasi kebijakan yaitu Afghan 
National Drug Control Strategy (NDCS) pada bulan Mei 2003.152 NDCS 
dirancang untuk memberikan pendekatan yang jelas dan sistematis untuk masalah 
narkoba. Strategi ini berpusat pada empat prioritas utama yang memiliki potensi 
memberikan dampak terbesar dan paling berkelanjutan terhadap perdagangan 
narkoba. Keseluruhan kegiatan diimplementasikan melalui delapan pilar untuk 
melaksanakan proyek terhadap empat prioritas tersebut.153 
Prioritas pertama yaitu mengacaukan perdagangan narkoba dengan 
menargetkan para pedagang dan menghilangkan bahan baku perdagangan. 
Prioritas Dua yaitu memperkuat dan mendiversifikasi mata pencaharian yang 
legal di pedesaan. Prioritas Tiga yaitu mengurangi permintaan obat-obatan 
terlarang dan perawatan bagi pengguna narkoba yang bermasalah.Prioritas Empat 
yaitu memperkuat lembaga-lembaga negara baik di pusat maupun di provinsi. 
Sedangkan delapan pilar aktivitas yang dilakukan untuk mencapai empat prioritas 
 
151 Ibid. Hlm. 43 
152 Ibid. Hlm. 4 





tersebut yaitu: Public Awareness, International & Regional Cooperation, 
Alternative Livelihood, Demand Reduction, Law Enforcement, Criminal Justice, 
Eradication, dan Institution Building.154 
Di tahun yang sama CNPA (Counter Narcotics police Afghanistan) 
didirikan untuk menangani pelanggaran kasus perlawanan terhadap narkotika. 
Bersamaan dengan pendirian CNPA, pada akhir 2003 Presiden Karzai 
menandatangani sebuah dekrit yang membentuk Pasukan Narkotika Khusus 
Afghanistan.155 Pasukan tersebut ditugaskan untuk melakukan serangan terhadap 
kegiatan yang berkaitan dengan infrastruktur dan laboratoriumnarkotika.Presiden 
Karzai juga melakukan pembentukan dan perbaharuan sistem, seperti reformasi 
sistem peradilan, Perkembangan Legislasi pemberantasan narkotika, 
membangunFasilitas Penjara dan Pengadilan, Pemberantasan tanaman, 
mengadakan Konferensi internasional tentang Penanggulangan Narkotika, 
merekonstruksi Kementerian Kontra Narkotika, membentuk Counter Narcotics 
Trust Fund.156 
Pada Agustus 2004 Dewan Ulama Nasional mengeluarkan fatwa, yang 
menyatakan penanaman opium bertentangan dengan syariah Islam. Demikian 
pula, Konstitusi Afghanistan menilai penanaman opium, perdagangan dan 
konsumsi setara dengan kegiatan teroris sebagai ancaman. Pasal 7 Konstitusi 
Afghanistan menyatakan: “Negara mencegah semua jenis kegiatan teroris, 
penanaman dan penyelundupan obat-obatan narkotika dan produksi dan konsumsi 
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minuman keras”.157 Selain itu, tanggung jawab pemerintah juga dijelaskan dalam 
tersebut, yang tertulis “Negara akan mematuhi Piagam PBB, perjanjian antar 
negara, serta perjanjian internasional yang telah diikuti oleh Afghanistan, dan 
Deklarasi Hak Asasi Manusia universal. Negara harus mencegah semua jenis 
kegiatan teroris, budidaya dan penyelundupan narkotika, dan produksi dan 
penggunaan minuman keras". Hingga pada tahun 2010, Undang-Undang Anti 
Narkotika Afganistan semakin spesifik. Kemudian di jelaskan dalam Pasal 57 
bahwa orang dengan gangguan penggunaan narkoba (Substance use Disorder) 
bersertifikat yang tertangkap dengan jumlah  heroin, morfin, atau kokain hingga 5 
gram, atau 25 gram opium atau 50 gram ganja untuk penggunaan pribadi tidak 
akan dituntut melainkan dirujuk ke pusat perawatan.158 
Fakta menunjukan bahwa kini Afghanistan memproduksi lebih dari 80 
persen suplai opium dunia.159 Didalamnya aktor yang disebut sebagai Anti-
Pemerintah turut terlibat dan mendapatkan keuntungan finansial yang signifikan 
dari budidaya opium, produksi narkoba hingga perdagangan ilegalnya. Sehingga 
pendapatan yang dihasilkan dari narkoba ini turut pula meningkatkan aktivitas 
korupsi, melemahkan ekonomi yang berlisensi, bahkan meruntuhkan kredibilitas 
institusi publik. Penggunaan narkoba juga sangat merusak pertumbuhan ekonomi 
juga perkembangan sosial di Afghanistan. Berdasarkan survey tercatat bahwa 11,1 
persen populasi Afghanistan menggunakan obat-obatan terlarang, danmasuk ke 
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dalam salah satu pengguna narkoba tertinggi di dunia.160 Tidak hanya itu, 
konsumen dari negara lain termasuk negara tetangga Afghanistan dinilai juga 
turut berkontribusi terhadap masalah ini.  
Tidak hanya itu, pemerintah Afghanistan juga telah menghabiskan dana 
yang besar untuk mengurangi level budidaya opium namun hasilnya di tahun 
2014 masih tetap menunjukan level yang tinggi di angka 6400 ton. Berdasarkan 
masalah tersebut, pada tahun 2014 dibawah pemerintahan Ashraf Ghani 
Afghanistan menekankan perlunya suatu tindakan. Kemudian paada tahun 2015 
gagasan tersebut di implementasikan melalui Afghan National Drug Action Plan 
2015-2019 sebagai strategi kontra narkotika untuk Afghanistan. Gagasan ini 
didasarkan pada Pasal 7 Konstitusi Afghanistan, yang menyatakan: “Negara 
mencegah semua jenis kegiatan teroris, budidaya, dan penyelundupan obat-obatan 
narkotika dan produksi dan konsumsi minuman keras, serta pada Pasal 4, 8, dan 
65 Undang-Undang Anti Narkotika dan Minuman Keras Afghanistan”.161 
Afghan National Drug Action Plan ini akan dilaksanakan dengan 
pendekatan yang seimbang, komprehensif, terkoordinasi, dan berkelanjutan untuk 
memerangi produksi, perdagangan, dan penggunaan obat-obatan terlarang. 
Melalui rencana inipemerintah Afghanistan mengintegrasikan pengembangan 
alternatif, pemberantasan, larangan, dan program pengobatan serta pencegahan 
narkoba ke dalam upaya yang luas. Tujuannya untuk melanjutkan tata kelola yang 








dokumen Afghan National Drug Action Planini dijabarkan pulatiga tujuan yang 
saling terkait. Kemudian tujuan – tujuan tersebut akan dicapai melalui fokus yang 
akan dilakukan oleh pemerintah Afghanistan. Di dalamnya dijelaskan sebagai 
berikut : 
1. Mengurangi Budidaya Opium: Pemerintah Afghanistan fokus pada 
dua bidang untuk mengurangi penanaman opium: Pengembangan 
alternatif berkelanjutan, pertanian dan pemberantasan 
2. Mengurangi Produksi dan Penyelundupan Narkoba: Pemerintah 
Afghanistan fokus pada tiga bidang untuk mengurangi produksi dan 
perdagangan opiat: pelarangan, anti pencucian uang dan perampasan 
aset,serta kerja sama regional dan internasional.  
3. Mengurangi Permintaan Obat-obatan Terlarang dan penyediaan 
Rehabilitasi bagi Pengguna: Untuk mengurangi permintaan narkotika 
terlarang beserta dampaknya, pemerintah Afghanistan fokus pada upaya 
pencegahan dan pengobatan serta perluasannya.  
Untuk mengimplementasikan National Drug Action Plan, sejumlah 
kementerian pemerintah Afghanistan akan terlibat dalam upaya berkelanjutan, 
terkoordinasi, dan saling melengkapi bersama dengan mitra sektor publik dan 
swasta serta pemerintah asing. Di tingkat nasional, keberhasilan pelaksanaan 
Action Plan membutuhkan peningkatan koordinasi di antara semua badan 
nasional di bidang kesehatan masyarakat, penegakan hukum, keamanan, dan 
pertanian. Di tingkat regional diperlukan keimrja sama regional dan internasional 





dengan NGO dan perusahaan swasta yang bertujuan untuk memperkuat upaya 
kontra-narkotika di Afghanistan. 
Rencana aksi ini menunjukkan komitmen Afghanistan untuk mengatasi 
masalah serius yang terkait dengan budidaya, produksi, perdagangan, dan 
penggunaan narkotika terlarang. Dengan upaya gabungan dari pemerintah 
Afghanistan dan dukungan dari komunitas internasional, pada 2019 Afghanistan 
akan memiliki kemampuan untuk menerapkan program-program penanggulangan 
narkotika holistik secara nasional. Tingkat budidaya akan berada pada lintasan 
menurun yang stabil menuju tingkat era pra-Taliban dan narkotika akan menjadi 
sumber pendapatan yang kurang signifikan bagi kelompok-kelompok 
pemberontak. Pedagang narkotika akan dicegah melalui larangan dan penuntutan 
yang kuat. Akan ada kesadaran luas tentang bahaya penggunaan narkotika 
terlarang, dan warga Afghanistan bahkan di daerah pedesaan akan memiliki akses 
ke perawatan. Pemerintah Afghanistan berkomitmen untuk mengimplementasikan 
tindakan yang digariskan dalam National Drug Action Plan dan yakin bahwa itu 









UPAYA PEMERINTAH AFGHANISTAN DALAM MENANGGULANGI  
DRUGS TRAFFICKING PADA TAHUN 2014 – 2019 
 
Dalam bab V ini penulis akan menjelaskan upaya apa saja yang dilakukan 
oleh Pemerintahan Ashraf Ghani dalam menanggulangi Drugs Trafficking yang 
terjadi di Afghanistan dengan menggunakan Theory of Change yang ditulis oleh 
Tim Midgley. Dalam teorinya Tim Midgley menjelaskan ada enam teori yang bisa 
dilakukan untuk menangani aktivitas kejahatan transnasional diantaranya Theory 
of Change : Detterence, Theory of Change : Severing the links between politics, 
the state and crime, Theory of Change : Managed adaptation of crime, Theory of 
Change : Cultural Change, Theory of Change : Economic Transformation, 
Theory of Change :Global Regulation. 
Penulis akan menggunakan teori tersebut untuk membantu penelitian serta 
menjelaskan mengenai upaya apa saja yang dilakukan Pemerintah Afghanistan 
pada masa kepemimpinan Ashraf Ghani tahun 2014-2019 dalam menangani 
masalah drugs trafficking yang terjadi di Afghanistan.  
5.1 Detterence 
Tim Midgley menjelaskan bahwa deterrence memfokuskan pada upaya 





dari aktivitas transnasional yang dilakukan.163 Yang mana starategi yang 
dilakukan diantaranya law enforcement, selective targeting, criminal justice and 
security sector reform, dan yang terakhir crop eradication. 
51.1 Law Enforcement 
Menurut tim Midgley, strategi penegakan hukum dilakukan untuk 
meningkatkan cost yang di keluarkan oleh pelaku aktivitas transnasional 
ataukelompok kejahatan transnasional. Strategi ini berfokus pada upaya 
penegakan hukum yang zero-tolerance serta penguatan perbatasan serta 
penguatan badanyang bertugas dan berwenang di perbatasan seperti Bea Cukai, 
Imigrasi, Polisiserta badan narkotika yang bertugas.164 Pemerintah Afghanistan 
menjabarkan beberapa fokus yang akan dilakukan untuk memperkuat kapasitas 
entitas penegak hukum untuk menghalangi dan membongkar produksi narkoba 
serta jaringan perdagangannya. Upaya penegakan hukum yaitu berupa upaya 
memperkuat dan mendukung operasi oleh counter narcotics police Afghanistan 
(CNPA) serta kontrol perbatasan oleh Joint port control unit (JPCU).165 
Counter-Narcotics atau perlawanan terhadap produksi dan distribusi 
narkotika menjadi salah satu fokus utama pemerintah Afghanistan. Strategi 
Counter-Narcotics melibatkan pihak militer baik di darat maupun udara. Selain 
memutus rantai hubungan antara petani, gembong narkoba dan kelompok 
pemberontak, pemerintah Afghanistan juga melakukan kerjasama antara anggota 
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kepolisian, militer maupun agen lain untuk melakukan penggerebekan pabrik 
produksi. 
Peraturan dan peradilan dilaksanakan yaitu dengan berlandaskan aturan 
hukum yang telah diatur terkait tindak pidana narkoba pada konstitusi 
Afghanistan, dalam pasal Nomor 4, 7, 8 dan 65 Undang-Undang anti narkotika 
dan minuman keras afghanistan dan strategi penanggulangan narkotika 
Nasional.166 Hal ini menyangkut bagaimana melakukan aturan pelarangan dan 
pengawasan terhadap budidaya, produksi, distribusi, dan konsumsi narkoba jenis 
opium dan turunannya. 
Upaya Law enforcement yang dilakukan Afghanistan adalah memperkuat 
kinerja dan operasi CNPA. CNPA (counter narcotics police of Afghanistan), 
yang terdiri dari polisi narkotika reguler dan unit khusus (SIU dan NIU), 
memimpin upaya pemberantasan narkotika di antara seluruh pasukan keamanan 
Afghanistan dalam upaya pemberantasan narkotika.167 Anggota dalam unit Polisi 
Perbatasan Afghanistan juga berpartisipasdan berkoordinasi dalam kegiatan 
Pemberantasan narkotika tersebut.168 Dalam upaya melakukan penegakan 
hukum, CNPA bekerja sama dengan departemen hukum CNJC melakukan 
penangkapan dan penyelidikan kasus terkait narkotika. Tersangka dugaan 
penyelundupan narkoba yang berhasil di tangkap oleh CNPA kemudian dikirim 
ke departemen CNJC untuk penyelidikan dan penuntutan lebih lanjut. CNPA dan 
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unit spesialis di dalamnya melalukan upaya interdiksi dengan penangkapan dan 
penyitaan berbagai barang bukti yang bersangkutan dengan drug trafficking.169 
Gambar 7 Jumlah sitaan oleh CNPA serta NIU dan SIU 
 
Sumber : Diambil melalui data dari SIGAR 
 
Hasil penyitaan oleh unit khusus Afghanistan jumlahnya telah meningkat 
selama lima tahun terakhir, tetapi seperti yang ditunjukkan pada Tabel diatas, 
penyitaan ribuan kilogram narkotika tidak sebanding dengan jumlah hasil 
produksi opium tahunan. Hampir 65 metrik ton opium disita antara 2015 dan 
2019, namun produksi opium Afghanistan untuk 2018 saja mencapai 5.330 
metrik ton.170 
Dalam melaksanakan law enforcement, penguatan perbatasan besertaaparat 
yang bertugas juga termasuk di dalamnya. Seperti yang telah diketahui, 
perbatasan merupakan wilayah vital bagi sutau negara, di mana perbatasan 
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menjadi pintu keluar masuk baik orang maupun barang. Perbatasan menjadi 
batas jelas suatu negara dan tidak dapat semena-mena di lewati dengan 
bebasnya. Tak ayal perbatasan menjadi objek penting dalam mengatasi aktivitas 
kejahatan transnasional. Sebelumnya pada bab IV sudah dijelaskan bahwa 
mayoritas penyelundupan narkoba dilakukan melalui jalur darat. Afghanistan 
yang merupakan negara dengan tipe wilayah landlock country tentunya langsung 
berbatasan dengan negara tetangganya yaitu Iran, Pakistan, Tajikistan, 
Uzbekistan, dan Turkmenistan. Pemerintah Afghanistan memperkuat strateginya 
dengan fokus kepada peningkatan kontrol di wilayah perbatasan.  
Penguatan keamanan perbatasan dimulai dengan mendukung Satuan Kontrol 
Pelabuhan Bersama (JPCU) di beberapa wilayah perbatasan, termasuk pelatihan 
untuk anggota Bea Cukai, Polisi Perbatasan, dan Polisi resmi dari badan 
penanggulangan narkoba pada wilayah pelabuhan, dan dukungan untuk 
pembaharuan peralatan pengujian lain yang diperlukan.171 JPCU dibentuk pada 
tahun 2014 dalam upaya penguatan kontrol perbatasan.172 Dengan adanya 
kontrol ini tentunya menjadi wadah yang efektif yang akan berfungsi tidak hanya 
untuk mencegah perdagangan narkoba dan kegiatan terlarang lainnya, tetapi juga 
untuk memfasilitasi perdagangan yang sah dan melindungi pendapatan 
perbatasan.173 
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JPCU berfungsi untuk mengembangkan intelijen dan memperkuat kerjasama 
antar lembaga di tingkat nasional, regional dan internasional. Dianggotakan oleh 
beberapa badan keamanan Afghanistan yaitu, Polisi perbatasan Afghanistan 
(ABP), Bea Cukai Afghanistan (ACD), dan polisi Pemberantasan Narkotika 
Afghanistan (CNPA).174 Dalam implementasinya, aparat penegak hukum yang 
berwenang kerap kali melakukan kerja sama dalam menjaga perbatasan dan 
menungkap kasus-kasus narkoba yang beroperasi di perbatasan Afghanistan 
melalui kordinasi interdiksi dan juga operasi penangkapan bersama. JPCU 
ditempatkan di beberapa wilayah perbatasan antara Afghanistan dengan negara 
sekitarnya. Fokus terhadap JPCU di gencarkan dengan memperluar jangkauan 
terhadap kontrol perbatasan, hingga pada November 2015 kantor kedua JPCU 
mulai dibuka di Provinsi Nangarhar yang berbatasan dengan Pakistan175.Sampai 
Desember tahun 2018, kantor ke 6 JPCU secara resmi dibuka di Provinsi Aqina 
di dekat perbatasan Turkmenistan.Peresmian kantor JPCU ini disertai dengan 
penyerahan peralatan identifikasi dan komunikasi.176 
Menurut penulis, upaya Afghanistan dalam menanggulangi drug trafficking 
yang dilaksanakan melalui aparat penegak hukumnya telah melaksanakan upaya 
penegakan hukum terhadap persekusor narkoba, namun penulis merasa 
hukumannya kurang memberikan efek jera dan cenderung mengkriminalisasi 
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aktor kecil yang terlibat. Pelaksanaan kedua upaya ini belum memenuhi 
pendekatan strategi law enforcement yang terdapat di dalam theory of change: 
detterence yang mencakup zero tolerance approaches dan Strengthening border, 
Custom and immigration agencies. Dimana hukum Afghanistan belum 
mengimplementasikan ketegasan zero tolerance pada upaya penegakan hukum 
narkotika. Umumnya pemberian hukuman hanya sebatas penjara minimal 3 
bulan hingga maksimal seumur hidup dan juga denda mulai dari 5000 Afs 
hingga 10.000.000 Afs.177 
Dengan ini menurut penulis, dalam rangka law enforcement khususnya 
dalam mempertegas sanksi dan penegakan hukum, aparat hukum Afghanistan 
perlu melakukan penangkapan dan penyelidikan secara rutin. Terlebih juga 
dengan memperkuat kembali sistem perbatasan yang lebih terpadu dan memiliki 
teknologi canggih dalammendeteksi kiriman atau penyeludupan baik narkoba 
maupun prekusor. Namun seringnya dalam penegakan hukumnya, pengadilan 
Afghanistan memang belum memberikan hukuman mati pada aktivitas terkait 
narkoba atau drug trafficking. Malah, cenderung memberikan kelonggaran 
hukuman terhadap tersangka penyelundup. Di tahun 2019 ini saja 11 anggota 
kelompok Taliban yang sedang membantu pengawalan drug traffcking dengan 
hukuman 18 tahun penjara, namun ia di bebaskan begitu saja secara tidak 
transparan.178 Hal tersebut menunjukan isu yang semakin kompleks dengan 
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adanya keterkaitan dengan Taliban dan lemahnya penegakan hukum yang berlaku. 
Untuk itu Afghanistan dirasa membutuhkan perubahan dalam kerangka hukum 
dan proses peradilan dan hukuman, menstruktur  dan melengkapi kembali 
kekuatan interdiksinya. 
51.2 Selective Targetting 
Dalam melakukan selective targeting diperlukannya deteksi aktivitas TOC 
melalui intelijen, operasi intelijen menjadi upaya untuk menangkap dan 
mengungkap jaringan sindikat narkoba atau pelaku aktivitas drug trafficking 
diperlukan penegakan hukum kepada pelaku atau kegiatan kriminal tertentu, 
seperti pemimpin geng, gembong narkoba atau perdagangan barang-barang ilegal 
melalui intelijen.179 Afghanistan fokus pada operasi unit-unit interdiksi (CNPA, 
NIU, SIU) dan mengembangkan pendekatan strategis untuk mengadili para 
penyelundup narkoba.180 
Dalam upaya untukmengungkap aktivitas penyelundupan dan perdagangan 
narkoba, Afghanistan mengandalkan NIU (National Interdiction Unit) yang 
merupakan unit penegakan hukum kontra-narkotika khusus, yang bertindak 
sebagai kekuatan interdiksi narkotika utama untuk Polisi Kontra-Narkotika 
Afghanistan (CNPA).181 NIU yang merupakan unit khusus penegak hukum yang 
terlatih dan diperlengkapi khusus untuk melakukan misi interdiksi, penangkapan 
dan melakukan penyitaan terhadap High-Value Targets. NIU juga diberi mandat 
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untuk menyediakan keamanan kepada petugas yang melakukan penyamaran, 
hingga operasi via udara menargetkan laboratorium dan tempat penyimpanan obat 
tersembunyi. Semua upaya investigasi dan operasi penegakan hukum dilakukan di 
bawah hukum Afghanistan.182 Sedangkan SIU atau Sensitive Investigations Unit  
merupakan spesialis unit intelijen yang misinya untuk menyelidiki, 
mengumpulkan dan membeberkan bukti, dengan melakukan penyamaran untuk 
membantu mengidentifikasi perdagangan narkoba.183  
Dalam mengungkap pemimpin geng, bandar, serta gembong narkoba 
biasanya di fokuskan dengan melakukan pembelian terselubung dan penyerahan 
di bawah pengawasan, yang mana membiarkan target yang sudah di awasi 
menyelesaikan transaksi untuk mengungkap jaringan yang lebih besar. Dalam 
rangka pelaksanaan penyelidikan, kemudian  hasil tangkapan barang bukti 
narkoba yang di dapatkan dari adanya aktivitas drug trafficking diungkap. 
Rentang tahun 2015 hingga Agustus 2019 aparat NIU dan CNPA berhasil 
mengungkap kasus narkoba melalui operasi penyelidikan dan penyidikan, 
terdapatsekitar 8.221 kasus dengan jumlah tersangka 4.741, dan 32 diantaranya 
merupakan warga negara asing.184 
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Dari 1 Juni hingga 30 November 2017, NIU dan Komando Operasi Khusus 
Tentara Nasional Afghanistan menghancurkan lebih dari $76 juta pendapatan 
narkotika, peralatan, dan narkotika olahan.185 NIU bergabung dengan Afghan 
Special Mission Wing melakukan penargetan pada persembunyian obat terlarang 
milik Taliban, hingga akhirnya melakukan penyitaan 34 ton ganja mentah dan 
300 kg ganja olahan di distrik Mohammed Agha, provinsi Logar pada 12 
Desember 2017. Ganja yang disita dinilai menghilangkan potensi pendapatan 
sebanyak $5,6 juta dari perusahaan perdagangan kriminal Taliban.186 Serta pada 
bulan November, NIU berhasil menyita $30.000 dalam rupee Pakistan 
danmenghancurkan sekitar $9,7 juta narkotika dari seorang pendonor Taliban 
yang gagal ditangkap.187 
Melalui hasil investigasi dan laporan intelijen SIU pada 05 juli 2019 juga  
berhasil menangkap 2 tersangka dan menggeledah sebuah truk di pos 
pemeriksaan di selatan kota Kabul. Menghasilkan penyitaan sebanyak 49 
kilogram narkoba jenis metamfetamin. Narkoba tersebut berniat diselundupkan 
dari provinsi Farah barat ke provinsi Nangarhar.188 Di bulan September 2019 
Polisi Kontra Narkotika Afghanistan (CNPA) bekerja sama denganbadan 
intelijenjuga melakukan investigasi serta penangkapan dan menghukum 31 
 
185 Maj. Anthony Mayne, 2017, Dvidshub, Afghan Special Operations seize 34 tons of hashish. 
Diakses melalui:  https://www.dvidshub.net/news/259287/afghan-special-operations-seize-34-
tons-hashish 
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tersangka terkait perdagangan narkoba dan zat adiktif lain.189 Di bulan yang 
sama, Polisi Kontra Narkotika Afghanistan (CNPA) dan SIU juga berhasil 
menangkap setidaknya 17 tersangka yang terkait dengan 16 kasus 
penyelundupan atau kepemilikannarkotika dari berbagai provinsi. Mereka juga 
menyita sekitar 50 kg heroin, 82 kg opium, 207 kg ganja dan 106 kg 
metamfetamin. Melalui penangkapan tersebut kemudian CNPA  menyerahkan 
kasus tersebut ke Pengadilan Narkotika Pusat yaitu pengadilan khusus 
Afghanistan untuk yurisdiksi kasus-kasus narkoba (CNJC).190 Rentang waktu 
tahun 2015 sampai dengan Agustus 2019 aparat penegak hukum Afghanistan 
berhasil mengungkap kasus narkoba melalui operasi penyelidikan dan 
penyidikan yaitu:  




2015 2016 2017 2018 2019 
1 Heroin 
(kg) 
5.799,325 1.122.100,29 1.397.836,57 2.127,391 1.596,62 2.253.723,92 
2 Morfin 
(kg) 
109,81 12.201,133 14.705,43 5184,641 1.177,98 33.378,99 
3 Opium 
(kg) 
25.342,17 137.700,376 27.276,066 20271,073 28.752,597 239.342,28 
4 Hashish 
(kg) 
164429,383 75368,6 250649,538 130123,579 98.345,299 718.916,399 
 
189 Xinhuanet. 2019. 31 drug traffickers arrested in Afghanistan: gov't. Diakses melalui: 
http://www.xinhuanet.com/english/2019-09/08/c_138375580.htm 






Sumber : Data diolah oleh penulis dari data Annual Reports CNJC 
Menurut penulis, pelaksanaan penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan 
oleh aparat penegak hukum Afghanistan telah menghasilkan tangkapan yang 
cukup baik, namun dinilai masih belum dilaksanakan dengan stabil. Dapat dilihat 
dari hasil penyitaan bahan baku narkoba yang jumlahnya meningkat hanya pada 
sekitar tahu 2017 dimana produksi opium meningkat drastis. Selain itu, untuk 
penangkapan aktor drug trafficking dengan kategori high value target  dinilai 
tidak tercapai dengan baik. 
51.3 Criminal Justice and security sector reform 
Menurut Midgley, strategi Criminal Justice and security sector reform 
bertujuan untuk membangun kembali supremasi hukum dengan cara memperkuat 
peradilan pidana sehingga memungkinkan penegak hukum bekerja lebih efektif 
dan efisien serta mengembangkan kapasitas penegak hukum.191 Pemerintah 
Afghanistan memfokuskan pada upaya pengembangan terhadap Counter 
Narcotics Justce center (CNJC).192 Dengan meningkatkan kerja sama antar 
penegak hukum ini nantinya akan memperkuat sinergitas antar penegak hukum 
dan dapat menghindari kesenjangandi lapangan. Pemerintah Afghanistan 
melakukan kejasama dan koordinasi antar penegak hukum yaitu CNPA dengan 
CNJC (Counter narcotics justice center). CNJC didirikan sebagai proses untuk 
mengadili aktor yang terlibat dalam minuman kerasdan kejahatan narkotika di 
Afghanistan. Memiliki mandat dari Undang-Undang Narkotika untuk menyelidiki 
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dan menuntut semua minuman memabukkan dan pelanggaran terkait narkoba dari 
seluruh negara. Di masa pemerintahan Presiden Ashraf Ghani, CNJC kembali 
diperkuat dan masuk kedalam fokus Afghan National Drug Action Plan. 
CNJC menyediakan proses peradilan yang transparan dan terpadu, di mana 
kasus-kasus yang datang dari Counter Narcotics Police of Afghanistan (CNPA) 
dan organisasi Penegakan Hukum lainnya dikembangkan dan bebas dari pengaruh 
eksternal. Dalam hal ini, kasus dikembangkan dan dilacak melalui investigasi oleh 
petugas CNPA, kemudian dilaporkanke kantor Kejaksaan Agung dan ke 
pengadilan di Pengadilan Narkotika pusat. Cara ini membantu memastikan bahwa 
aktor penting dalam perdagangan narkoba nasional dan internasional tidak lagi 
dapat bebas dari hukuman dan melakukan sistem penanganan “dari ujung ke 
ujung” pada kejahatan berat.193 
Berdasarkan perubahan terakhir pada kode hukuman Kontra Narkotika pada 
pertengahan tahun 2018, sesuai dengan Pasal 16 dan 17 UU memerangi yurisdiksi 
alkohol dan narkoba, CNJC memiliki wewenang interogasi atau (penanganan) 
lebih dari 1 kilogram heroin, lebih dari 10 kilogram opium, lebih dari 50 kilogram 
ganja, lebih dari 200 liter minuman beralkohol, lebih dari 1 kilogram morfin, lebih 
dari 10 gram zat sintetis memabukkan, lebih dari 5 liter asam asetat anhidrida, 
minuman keras, serta, oknum yang memiliki lebih dari 50 hektar zat narkotika 
 






akan ditindak berdasarkan hukum.194 Hal ini tertunya dapat memperkuat 
penindakan kasus dan pelaksanaan penegakan hukum yang berlaku. 
Selain itu upaya criminal justice and security sector reform juga dilakukan 
melalui pembaruan dalam upaya menghambat aktivitas pendanaan teroris yang 
dalam hal ini umumnya memiliki keterikatan dengan aktivitas drug trafficking. 
Kementerian Dalam Negeri menandatangani MoU dengan FinTRACA (Financial 
Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan) yang merupakan 
lembaga transaksi keuangan dan pusat analisis laporan Afghanistan, pada 26 
Maret 2018. MoU ini memberikan dasar praktis untuk pertukaran intelijen 
keuangan terkait dengan pencucian uang, pelanggaran predikat terkait dan 
pendanaan teroris. Melalui upaya ini, FinTRACA dapat memperluas lingkup kerja 
sama dan koordinasinya di dalam negeri melalui lingkup badan-badan di 
Kementerian Dalam Negeri yaitu Direktorat Jenderal Penanggulangan Terorisme, 
Direktorat Jenderal Intelijen, Departemen Investigasi Kriminal, Interpol National 
Central Bureau, Polisi dan Imigrasi Perbatasan Afghanistan, Departemen Paspor, 
Departemen Pendaftaran Kendaraan, Otoritas Registrasi Sipil Pusat Afghanistan, 
dan Kantor Pusat Polisi Pusat dan Provinsi. Sebagai dokumen yang komprehensif, 
MoU ini secara signifikan berdampak pada proses deteksi, investigasi, dan 
penuntutan kejahatan keuangan.195 
 
194 CNJC,  Annual Report 2018 / 2019. Diakses melalui: 
http://cnjc.gov.af/english/909/Annual+Report+2018+%2F+2019 







Di tahun 2015, dalam upaya security sector reform, pemerintah Afghanistan 
melakukan pelatihan kepada penegak hukum. Pendidikan dan pelatihan ini 
dilaksanakan sebagai bentuk peningkatan kemampuan pengetahuan dan wawasan 
terkait upaya penanggulangan narkoba melalui koordinasi, kerja sama dengan 
UNODC dan juga Lembaga internasional dengan menyelenggarakan pendidikan 
dan pelatihan teknis dasar dalam penyelidikan dan penyidikan. The Counter 
Narcotics Training Academy merupakan sebuah Pelatihan Investigator Dasar 
wajib untuk semua petugas CNPA. Pemberian kurikulum pelatihan kontra-
narkotika di beberapa provinsi-provinsi dilakukan melalui Mobile Training Team 
(MTT) yang dikembangkan UNODC. MTT juga telah membentuk kemitraan 
dengan Komisi Hak Asasi Manusia Independen Afghanistan untuk memasok 
pelatihan hak asasi manusia sebagai bagian dari kurikulum. MTT sekarang tidak 
hanya memberikan pelatihan ini kepada petugas CNPA provinsi tetapi juga untuk 
Departemen Perindustrian yang lebih luas termasuk Polisi Perbatasan dan Polisi 
Nasional Afghanistan. UNODC membantu Departemen Pelatihan dan Pendidikan 
CNPA bekerja sama dengan Akademi Kepabeanan Afghanistan dalam 
mengembangkan kursus pelatihan khusus untuk petugas perbatasan CNPA dan 
Unit Bandara. UNODC terus menyelenggarakan pelatihan intelijen terakreditasi 
oleh Departemen Perindustrian untuk unit seperti, Kantor Penghubung Perbatasan, 
Mobile Detection Team dan Mobile Interdiction Team untuk mengembangkan 
keterampilan dan untuk mempromosikan kerja sama antarlembaga.196 
 





Upaya Afghanistan dalam menanggulangi drug trafficking yang 
dilaksanakan melalui koordnasi dan pelatihan badan penegak hukum telah 
dilaksanakan guna meningkatkan kerja sama aparat penegak hukum untuk 
mengurangi kesenjangan di lapangan. Melalui upaya ini, aparat penegak hukum di 
Afghanistan akan memiliki peranan yang lebih terstruktur dan tertata. Dengan 
adanya pelatihan dan pendidikan terhadap penegak hukum, juga dapat 
meningkatkan kualitas peradilan dan penegakan hukum di Afghanistan terkait 
kasus drug trafficking. Melalui penetapan status barang sitaan narkoba ini 
nantinya akan mengurangi adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi 
terhadap barang sitaan narkotika yang di miliki oleh aparat penegak hukum di 
Afghanistan juga turut memperkuat sistem yang berlaku di Afghanistan. 
Meskipun tingkat hukuman yang tinggi belum memiliki dampak nyata pada 
keseluruhan tingkat produksi dan perdagangan narkoba. Seperti halnya CNJC 
belum menuntut para pedagang besar, yang seringkali terhubung dengan elit 
politik Afghanistan. 
Salah satu upaya reformasi sektor yang cukup kontroversial yang dilakukan 
pemerintah Afghanistan adalah rencana untuk membubarkan dan 
mengkonsolidasikan beberapa kementerian. Pada tahun 2018, presiden Ashraf 
Ghani mengumumkan niatnya untuk membubarkan Departemen Penanggulangan 
Narkotika (MCN) Afghanistan dan mengkonsolidasikannya ke beberapa 
kementerian.197 Hingga pada bulan Februari 2019, Departemen Penanggulangan 
Narkotika dibubarkan selama reorganisasi pemerintah Afghanistan.Menurut 
 






pemerintah Afghanistan, pembubaran MCN dirasa tidak akan berdampak 
signifikan pada program jika perawatan dilakukan untuk tidak mengganggu 
kebijakan kontra-narkotik, karena tanggung jawab MCN diserap ke dalam 
kementerian lain.198 
51.4 Crop Eradication 
Tak dapat dipungkiri bahwa adanya tumbuhan atau tanaman narkoba serta 
laboratorium narkoba berada di suatu negara sebagai bentuk drug trafficking. 
Crop eradication atau perusakan fisik, merupakan strategi yang dilakukan dengan 
cara memberantas tanaman yang berperan sebagai sumber atau bahan baku 
pembuatan narkoba dan laboratorium illegal. Pemberantasan ini bisa dilakukan 
dengan berbagai teknik termasuk penyemprotan zat kimia atau pengahancuran 
oleh penegak hukum. Dengan dilakukannya upaya tersebut akan menghambat dan 
mengurangi produksi narkoba. Pemerintah menargetkan pada upaya rencana 
Eradikasi yang difokuskan pada pemerintah Provinsi.  
Di Afghanistan jenis tanaman narkoba terbesar yang di tanam oleh 
sebagian besar masyarakat yaitu opium. Program Governor-led Eradiction (GLE) 
merupakan salah satu bentuk eradiksi lahan opium yang di mandatkan langsung di 
beberapa provinsi dan dipimpin oleh Gubernur setempat. Ditambah lagi terjadinya 
peningkatan budidaya opium pada tahun 2017, MCN (Ministry of Counter 
Narcotics) dan UNODC semakin berkoordinasi dalam meningkatkan mekanisme 
 
198 Afghanistan Analysts. 2019. Local Drug Markets Normalised, More Mass Treatment for 







kontrol. Kontrol dilakukan menggunakan data satelit yang disebar di beberapa 
provinsi, pelacakan GPS dan foto dokumentasi dari darat.199 Pada pelaksanannya 
dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 berikut hasil eradikasi lahan ganja 
yang dilakukan oleh aparat penegak hukum Afghanistan: 
Tabel 3 Eradikasi Lahan Opium di Afghanistan 
Wilayah/Provinsi Jumlah Eradikasi (hektar) 




0 0 27 0 
Wilayah Timur 
(Kapisa, Kunar, Laghman, Nangarhar, 
Nuristan) 
153 4 261 308 
North-eastern Region 
(Badakhshan, Kunduz and Takhar) 
1.258 291 284 85 
Wilayah Utara 
(Baghlan, Balkh, Bamyan, Faryab, Jawzjan, 
Samangan, Sari-Pul) 
33 55 25 0 
Wilayah Selatan 
(Day-Kundi, Hilmand, Kandahar, Uruzgan, 
Zabul) 
2.223 4 48 13 
Western region 
(Badghis, Farah, Ghor, Hirat, Nimroz) 
92 1 106 0 
Total  3.760 355 750 406 
Sumber: Data diolah penulis dari data UNODC Report 2015-2018 
Berdasarkan data tabel di atas, eradikasi lahan opium yang dilakukan oleh 
pemerintah berhasil mencapai ratusan hektar. Terdapat perbedaan yang cukup 
signifikan terhadap jumlah lahan eradikasi di beberapa wilayah bagian. Hal 
 





tersebut dikarenakan jumlah lahan budidaya opium yang berbeda di setiap 
provinsi. Berdasarkan data di atas, eradikasi lahan opium yang di lakukan oleh 
pemerintah Afghanistan berhasil mengungkap hektaran ladang opium bahkan 
mencapai ratusan hektar. Lokasi eradikasi lahan ini kebanyakan berasal dari 
wilayah selatan yang merupakan wilayah dengan kerentanan keamanan. 
Dibandingkan tahun 2015, total eradiksi menurun sebesar 91% pada tahun 2016. 
Kemudian di tahun 2017 kembali terjadi sebuah peningkatan sebanyak 111% 
dibandingkan tahun 2016 ketika 355 hektar pemberantasan oleh GLE diverifikasi 
oleh MCN/UNODC.200 Selama awal tahun 2018, pemerintah provinsi juga 
berhasil memusnahkan hingga 750 hektar di meskipun terjadi penurunan sebesar 
46% dibandingkan total eradikasi di 2017.  
. Hal ini menunjukan bahwa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak 
hukum telah terlaksana secara bersinergi antar satu sama lainnya. Tak dapat 
dipungkiri lokasi eradikasi lahan ini kebanyakan berasal dari wilayah bagian 
selatan sebagaimana merupakan wilayah penghasil opium terbesar di Afghanistan. 
Selain eradikasi lahan opium sebagai bentuk crop eradication, pengungkapan 
laboratorium dan pabrik narkoba juga turut menjadi salah satu upaya crop 
eradication. Penghancuran tidak hanya ditargetkan pada lahan-lahan atau 
perkebunan Opium, namun juga menyasar pada laboratorium pembuatan menjadi 
jenis narkoba lain. Dalam upaya pengahancuran laboratorium, menurut data 
CNJC pengahncuran laboraoriun yang dilakukan oleh penegak hukum 
 







Afghanistan selama tahun 2015 hingga Agustus 2019 berjumlah sebanyak 52 lab. 
Selama akhir tahun 2017-2018 terdapat 12 laboratorium yang dihancurkan, 
sedangkan yang terbanyak adalah selama kurun waktu 2016 hingga Maret 2017 
yaitu sebanyak 39 laboratorium.201 
Tidak hanya upaya eradikasi melalui GLE, pemerintah Afghanistan juga 
bekerja sama dengan A.S melalui Pasukan AS-Afghanistan (USFOR-A) untuk 
melakukan bebrapa upaya pemberantasan laboratorium narkoba. Sebuah 
kampanye penghancuran ini dinamakan operation iron tempest. Kampanye 
tersebut dilakukan selama setahun dan dimulai pada akhir tahun 2017. Lebih 
tepatnya, kampanye tersebut di lebih fokuskan kepada laboratorium yang dinilai 
milik kelompok Taliban. Sebelumnnya, pemberantasan laboratorium dilakukan 
dengan menggunakan pasukan darat dan penegakan hukum, serta dukungan 
militer. Namun berbeda dengan teknik penghancuran sebelumny, yang mulai 
dilakukan tahun 2017 yaitu dengan menggunakan pemboman terpusat. Hingga 
menurut komandan USFOR-A, bahwa operation iron tempest ini telah 
melenyapkan sebanyak 200 laboratorium heroin, memotong pendanaan penting 
Taliban.202 Tepatnya pada 19 November 2017 pemboman dilakukan di distrik 
Mosaqala, provinsi Hilmand. Dari hasil pemboman tersebut sebanyak 25 lab 
berhasil dihancurkan, namun operasi pemboman udara ini menimbulkan korban 
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jiwa.203 Di awal tahun pada bulan Mei 2019 ini, sebuah penghancuranlabortorium 
produksi metamfetamin kristal dilakukan oleh kerjasama Pasukan AS dan 
Afghanistan. Hasilnya yaitu pemboman sebanyak 68 lab shabu yang dikelola 
Taliban di barat daya Afghanistan.204 
Tidak ada bukti yang menunjukkan kampanye yang menggelontorkan dan 
jutaan dolar ini telah berdampak pada jaringan perdagangan narkoba Afghanistan. 
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan Terorganisir menemukan dalam survei 
opium 2018 bahwa, pada 6.400 metrik ton, produksi opium pasca-iron tempest 
masih hampir dua kali lipat tingkat 3.300 metrik ton yang diproduksi pada tahun 
2015. Dan menurut PBB, meskipun ada iron Tempest, nilai ekonomi opium pada 
tahun 2018 sekitar 10 persen dari seluruh PDB Afghanistan, melebihi nilai ekspor 
barang dan jasa resmi yang tercatat resmi di negara itu.205 
Menurut penulis, upaya Afghanistan dalam menanggulangi drug 
trafficking yang dilakukan melalui upaya crop eradication telah dijalankan 
dengan upaya pemberantasan lahan budidaya opium dan juga penghancuran 
laboratorium rumaha yang dilakukan melalui kerjasama dengan USFOR-A dan 
aktor lain seperti UNODC. Upaya ini memenuhi pendekatan dan strategi crop 
eradication, di mana dilaksanakan dengan destroying illicit crop and manufacture. 
Afghanistan telah melaksanakan crop eradication melalui hasil berkoordinasi 
DEA dan UNODC dalam mengungkap laboratorium yang beroperasi dan 
 
203 David Mansfielf. LSE. 2018. Bombing heroin labs in Afghanistan The Latest Act in the Theatre 
of counternarcotics. Hlm. 14. Diakses melalui:  http://www.lse.ac.uk/united-
states/Assets/Documents/Heroin-Labs-in-Afghanistan-Mansfield.pdf 






menenttukan keberadaan lahan yang masih terdapat opium di sebagian wilayah 
provinsi.  
Pelaksanaan crop eradication ini dinilai telah terlaksana dengan baik, 
meskipun terdapat nilai yang fluktuatif terhadap aktivitas pemberantasan lahan 
opium. Penulis menilai, dengan dilaksanakannya eradiksi lahan dan 
pemberantasan laboratorium dapat membantu mengurangi supply bahan baku 
narkoba yang ada. Menurut penulis upaya Afghanistan yang juga dilakukan 
melalui kerjasama milirter dengan A.S terkait upaya pengungkapan pabrikan 
gelap narkoba dan/atau laboratorium rumahan dan jaringan sindikat yang terlibat 
terlaksana sebagai upaya crop eradication yang di lakukan Afghanistan dalam 
rangka membabat sumber atau lahan produksi dari narkoba dalam aktivitas drug 
trafficking. Sehingga penawaran atau supply yang berasal dari adanya penanaman 
tumbuhan illegal ataupun parbik narkoba akan berkurang dan mempengaruhi 
benefit yang di dapatkan oleh sindikat narkoba. Juga tentunya memberikan 
dampak kerugian danayang signifikan pada hasil yang didapat oleh aktor drug 
traffickingdan kelompok pemberontak yang terlibat.  
5.2 Severing the link between politics, the state and the crime 
Menurut Midgley dalam menanggulangi Transnational Organized Crime 
(TOC) danaktivitasnya diperlukan upaya severing links between politics, state and 
crime. Tak dapat dipungkiri, dalam melakukan aktivitas TOC di suatu negara 
keterlibatan aktor politik maupun pemerintah pasti ambil andil. Sehingga untuk 
menanggulangi TOC diperlukan upaya untuk memutus facilitation network yang 





politics, state and crime, di fokuskan melalui peningkatan akuntabilitas dan 
transparansi.206 Strategi yang dilakukan dalam rangka memutus jaringan antara 
politik, negara dan kejahatan ini di lakukan dengan initiatives to promote 
transparency and community empowerment dan development or strengthening 
anti-corruption oversight mechanism.207  
5.2.1 Initiative to promote transparency and community empowerment 
Dalam menanggulangi  drug trafficking dan aktivitasnya lainnya diperlukan 
adanya transaparansi dari segi keuangan publik maupun sebagai bentuk upaya 
untuk memutus hubungan antara politik, negara dan aktivitas kriminal. Upaya ini 
dilaksanakan melalui indikator Promotion of social accountability mechanism. 
Promotion of social accountability mechanism ini akan melihat adanya upaya atau 
pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan akuntabilitas dan 
transparansi publik yang mana nantinyaakan secara otomatis mengarah pada 
perubahan perilaku dan struktur kekuasaan, sehingga dapat mengurangi tingkat 
korupsi.208 
Berakar dari permasalahan pencucian uang dan penyalahgunaan hasil 
penyitaan drug trafficking, pemerintah Afghanistan menyampaikan tentang 
rencana pembentukan Asset Forfeiture Fund untuk mengumpulkan pendapatan 
dari aset narco yang disita, pencucian uang, dan lainnya. Pemerintah Afghanistan 
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Transnational Organised Crime. Hlm.16 
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akan mengelola aset untuk pastikan mereka dikelola secara transparan.209 Untuk 
mengimplementasikan upaya tersebut, pemerintah Afghanistan bekerja sama 
dengan negara-negara tetangganya dan UNODC membentuk Jaringan Antar-
Lembaga Pemulihan Aset di wilayah tersebut.Hingga, pada tahun 2018 
dibentuklah ARIN-WCA. Asset Recovery Inter-Agency Network-West and 
Central Asia merupakan instrumen yang memfasilitasi identifikasi dan pemulihan 
aset kriminal melalui pendekatan kooperatif, berfungsi sebagai katalis di tingkat 
nasional yang mendorong praktik-praktik seperti pembentukan kantor pemulihan 
aset nasional, dana perampasan aset atau pengembangan praktik dan sistem 
pemulihan aset. Tujuan utama ARIN-WCA adalah untuk memperkuat kontak 
operasional antara negara anggota dan menjalin hubungan dengan kontak ARIN 
di wilayah hukum di seluruh dunia untuk mencari dan menyita aset yang 
diperoleh dari aktifitas kriminal.210 
Selain berfokus pada pencucian uang dan pemulihan aset, Afghanistan baru-
baru ini mengadopsi langkah-langkah efektif untuk meningkatkan transparansi, 
akuntabilitas dan kemitraan publik dalam perumusan dan implementasi kebijakan 
nasional. Terdapat empat langkah yang dilakukan yaitu, Citizen Charter (2016-
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2026), The High Council for Rule of Law and Anti-corruption, The National Anti-
Corruption Strategy (1396), National Procurement Commission.211 
Citizen Charter adalah program multi-sektoral dan antar kementerian yang 
diimplementasikan dalam kemitraan dengan Dewan Pengembangan Masyarakat 
di wilayah pedesaan dan perkotaan mengenai proyek-proyek pembangunan. 
Sebanyak 35.000 dewan pembangunan pedesaan telah dibentuk untuk 
mengimplementasikan program Citizen Charter dan memfasilitasi tata kelola 
fungsional dan implementasi program pembangunan di tingkat pedesaan. Langkah 
yang kedua yaitu di tahun 2016 mulai beroperasinya The High Council for Rule of 
Law and Anti-corruption sebagai Dewan menilai masalah yang terkait dengan 
hukum dan anti-korupsi. Dewan ini terdiri dari tiga sub komite yaitu komite 
hukum, komisi hukum dan yudisial, serta komite Anti Korupsi. Langkah ketiga 
yaitu melalui National Anti-Corruption Strategy 2017, dimana dalam pemerintah 
berkomitmen untuk fokus pada bidang penanggulangan korupsi, struktur dan 
entitas organisasi, mekanisme pemantauan, sertasolusi untuk masalah anti-korupsi 
di instansi pemerintah guna meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam 
pelayanan publik. Yang terakhir yaitu National Procurement Commission, yaitu 
dimana Afghanistan membentuk Komisi pengadaan nasional  untuk memastikan 
transparansi dalam perjanjian. Selain itu komisi ini membuka akses keterlibatan 
 







organisasi masyarakat untuk membantu mempromosikan transparansi dan 
akuntabilitas.212 
Menurut penulis, upaya Afghanistan dalam menanggulangi drug trafficking 
melalui mengupayakan penindakan yang tegas dan keras terhadap aparat penegak 
hukum dan aparat pemerintah lainnya yang terlibat jaringan sindikat narkoba 
melalui melibatkan masyarakat menjadi upaya yang dilakukan untuk 
meningkatkan inisiatif masyarakat untuk menciptakan aprat pemerintah yang 
bersih dan berwibawa. Seperti halnya melalui hasil kerangka kerja diatas, 
Afghanistan telah mampu mencapai prestasi luar biasa. Afghanistan sedikit 
meningkatkan skor Transparency International dari 8 pada 2012 menjadi 15 pada 
2016 dan 2017, meskipun begitu Afghanistan masih menempati peringkat negara 
terkorup keempat di dunia adalah bukti bahwa beberapa upaya mereka 
membuahkan hasil.213 Namun, perlu dicatat bahwa masih ada banyak kemajuan 
yang harus dilakukan dalam anti korupsi seperti yang diilustrasikan oleh fakta 
bahwa Afghanistan terdaftar 177 dari 180 pada Indeks Persepsi Korupsi 
Transparency International 2017.214 Hal tersebut menunjukan keseriusan 
pemerintah dalam mempromosikan transparansi dan akuntabilitas publik, 
meskipun dalam prakteknya masih belum sepenuhnya memutus jaringan antara 
politik, negara dan aktivitas kejahatan.  
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5.2.2 Development or strengthening of anti-corruption oversight 
mechanism component of public sector reform. 
Selain meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, adanya badan khusus 
yang fokus pada penanganan tindak pidana korupsi merupakan hal yang penting 
guna memutus kerjasama antar jaringan kelompok TOC dengan badan 
pemerintah. Dibutuhkan badan pengawasan publik untuk mengawasi 
pemerintahan yang sedang berjalan. Afghanistan merupakan salah satu negara 
dengan tingkat  korupsi yang tinggi. Tak dapat dipungkiri lalu Lalang kelompok 
kejahatantransnasional dapat terjadi karena adanya dukungan dan perlindungan 
dari apparat pemerintah. 
Pemerintah Afghanistan memfokuskan pada pelaksanaan hukum anti-
pencucian uang. Upaya Afghanistan dalam menangani kasus drug trafficking 
yaitu dengan turut menurunkan tingkat korupsi yang dalam hal ini yaitu pencucian 
uang dari hasil perdagangan narkoba. Afghanistan juga berfokus pada upaya 
meningkatkan Kepatuhan Sektor Non-Perbankan dengan kebijakan Anti money 
laundering/combating the financing of terrorism (AML/CFT) melalui dasar 
hukum Financial Action Task Force (FATF) dan meningkatkan kerjasama 
melalui Financial Transactions and Reports Analysis Center of Afghanistan 
(FinTRACA).215  
Untuk mendukung lingkungan yang ramah bisnis, pemerintah Afghanistan 
memperkuat kerangka kerja anti korupsi dan AML/CFT. Sejak Mei 2015, 
Afghanistan memperkuat kerangka hukum AML/CFT terutama melalui 
 





penerbitan dua peraturan bank central Afghanistan tentang tindakan pencegahan 
di sektor keuangan dan persyaratan fit and proper. Mereka juga sedang 
mengimplementasikan Rencana Aksi AML/CFT, sebagai upaya berkelanjutan dan 
peningkatan implementasi yang diperlukan Afghanistan untuk keluar dari proses 
pemantauan FATF. Pemantauan tersebut dimaksudkan untuk membantu 
mendeteksi dan mengganggu penerimaan dan penggunaan, dan untuk menyita 
hasil kejahatan, termasuk korupsi dan perdagangan narkoba.216 
FATF adalah organisasi internasional yang menetapkan dan mempromosikan 
standar anti pencucian uang, pembiayaan anti-teroris, dan kejahatan keuangan 
lainnya. FATF menetapkan 40 rekomendasi sebagai standar anti pencucian uang, 
pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lainnya yang harus dipatuhi dan 
diterapkan oleh semua negara. Afghanistan telah lama menghadapi 
permasalahan perdagangan narkoba dan kerangka kerja AML/CFT yang lemah. 
Hal ini terutama mengakibatkan Afghanistan terdaftar secara publik oleh FATF 
pada 2012 sebagai negara dengan defisiensi AML/CFT yang strategis. 
Bank Da Afghanistan selaku bank sentral merupakan instansi yang 
bertanggung jawab untuk mengimplementasikan dan mengoordinasikan rencana 
operasional FATF. Melalui pertimbangan rencana operasional yang diusulkan 
oleh FATF, badan-badan terkait Pemerintah Afghanistan telah mengubah atau 
memperbarui dan memproses undang-undang, peraturan, dan pedoman berikut 
yang saat ini digunakan, yaitu: 
 






1. Undang-undang anti pencucian uang (AML) dan hasil kejahatan; 
2. Undang-undang Anti Terorisme dan Penanggulangan Pendanaannya; 
3. Kerangka Peraturan tentang Pendanaan Terorisme; 
4. Amandemen peraturan tentang kontrol dan pelaporan transfer uang, 
pertukaran mata uang asing dan dokumen yang dapat dinegosiasikan di 
pabean; 
5. Amandemen peraturan anti pencucian uang, pendanaan terorisme dan 
langkah-langkah pencegahan; 
6. Amandemen peraturan tentang orang yang sehat dan bugar; 
7. Pedoman pembekuan Aset Teroris; 
8. Menerbitkan perintah peredaran untuk membekukan aset teroris; 
9. Pedoman analisis transaksi yang meragukan pencucian uang, pendanaan 
terorisme dan kejahatan tinggi 
10. Pedoman tentang pelaporan transaksi yang meragukan, dan 
11. Pedoman tentang Watch-List FinTRACA 
Berdasaran pelaksanaan peraturan oleh FATF, pada juni 2017, Bank sentral 
Da Afghanistan telah mengumumkan bahwa Afghanistan tidak lagi berada dalam 
Daftar Kelabu FATF. Hingga keluarnya Afghanistan dari Daftar Kelabu FATF 
adalah pencapaian luar biasa untuk sektor Keuangan dan Perbankan dalam 
negeri.217 Instansi terkait pemerintah yang berkontribusi dalam pencapaian ini, 
adalah Dewan Keamanan Nasional Afghanistan, Kementerian Kehakiman, 
Kejaksaan Agung, Pusat Keadilan Anti-korupsi untuk kejahatan besar, Pusat Anti-
korupsi untuk obat-obatan terlarang, Departemen Pengawasan Keuangan Da 
Afghanistan Bank, Direktorat Keamanan Nasional, Direktorat Pendapatan 
Kementerian Keuangan, Departemen Bea Cukai, Departemen Kejahatan Tinggi, 
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Penanggulangan Terorisme dan Polisi Anti Narkotika dari Kementerian Dalam 
Negeri. 
Dalam mecapai upaya anti pencucian uang, pemerintah Afghanistan bekerja 
dengan lembaga keuangan non-bank, termasuk lembaga keuangan mikro, 
penukaran mata uang, dan terutama, bisnis transfer uang Islam tradisional dengan 
tujuan untuk meningkatkan tarif lisensi dan registrasi, serta pelaporan kepada 
FinTRACA tentang transaksi mencurigakan.218 FinTRACA didirikan sebagai Unit 
Intelijen Keuangan nasional sesuai dengan ketentuan UU Anti Pencucian Uang 
dan Hasil Kejahatan. Dalam rangka memutus memutus jaringan antara politik, 
negara dan aktivitas kejahatan, pemerintah Afghanistan juga mengandalkan 
keterlibatan berbagai aktor untuk turut mengawasi serta memberikan informasi 
terkait adanya keterlibatan transaksi dalam pencucian uang, pendanaan teroris, 
hasil kejahatan dan pelanggaran lainnya. FinTRACA mengumpulkan dan 
menganalisis informasi dari berbagai sumber. Ketika analisis informasi tersebut 
mendukung adanya penggunaan ilegal sistem keuangan, FinTRACA bekerja erat 
dengan penegak hukum dan atau Kantor Kejaksaan Agung untuk mendukung 
penyelidikan mereka terhadap aktivitas ilegal. Kemudian, data dan bukti yang 
ditemukan dimasukan kedalam situs resmi FinTRACA untuk memberikan 
informasi kepada masyarakat umum. Di dalam website resmi FinTRACA, 
informasi tentang laporan pengungkapan transaksi dan aktifitas yang terkait 
dengan pencucian uang maupun korupsi di lampirkan. Selama kurun waktu tahun 
 





2016 hingga tahun 2018 FinTRACA mencatat ada 202 pengungkapan laporan 
transaksi mencurigakan.219 
Menurut penulis, walaupun melalui rencana AML/CTF Afghanistan telah 
melakukan kerja sama dengan FATF dan FinTRACA dan mengungkap tindak 
pidana pencucian uang, masih kurang dalam rangka memutus jaringan antara 
politik, negara dan kejahatan. Hal ini karena, tidak adanya upaya penguatan dalam 
Lembaga anti korupsi, sehingga keterlibatan aktor politik maupun pemerintah 
dalam aktivitas drug trafficking masih akan terus terjadi. Dengan ini keberadaan 
facilitation network pada drug trafficking di Afghanistan masih belum dapat 
teratasi. Mengingat, apabila tidak ada upaya dari lembaga anti korupsi bersamaan 
dengan aparat penegak hukum lainnya dalam mengungkap korupsi yang terjadi 
karena tindak kejahatan drug trafficking. 
5.3 Managed adaptation of crime 
Dalam menanggulangi TOC diperlukan adanya upaya Managed adaptation to 
Crime. Di mana upaya ini menekankan pada adanya upaya untuk mengurangi 
dampak buruk atau negatif dari keberadaan TOC beserta aktivitasnya. Midgley 
menjelaskan bahwa dalam rangka menjalankan upaya Managed adaptation to 
Crime, akan berdampak pada berkurangnya beberapa bahaya paling signifikan 
yang mempengaruhi masyarakat. Upaya ini ditekankan dan berfokus pada 
pencegahan dari dampak buruk yang di dapatkan daripada pencegahan kegiatan 
 






terlarang itu sendiri.220 Dalam mengurangi dampak negatif kejahatan terhadap 
masyarakat, di perlukan upaya melalui pendekatan pengurangan dampak 
burukatau harm reduction. Pelaksanaan harm reduction akan melemahkan 
dukungan untuk TOC dan mengecilkan jumlah orang yang kemungkinan akan 
terlibat dalam jaringan TOC. Selain itu juga upaya Negotiated settlement with 
criminal group, yang mana pelaksanaannya dimaksudkan untuk mengurangi 
dampak dari aktivitas aktor kriminal.  
5.3.1 Harm Reduction Approaches 
Harm reduction di lakukan dengan adanya kebijakan serta pelatihan untuk 
mengurangi dampak buruk dari kekerasan yang ditimbulkan dari drug trafficking. 
Pengurangan dampak buruk ini bertujuan untuk meminimalkan adanya resiko 
baik secara psikis, fisik, dan juga sosial. Pelaksanaan harm reduction ini kerap 
kali di berikan kepada pecandu atau pengguna narkoba untuk mengurangi dampak 
buruk dari penggunaan narkoba.221 
Penggunaan narkoba Afghanistan tidak hanya menghasilkan kejahatan dan 
mendanai pemberontakan, tetapi juga menelan banyak biaya dalam biaya 
perawatan kesehatan, mitigasi kejahatan, dan kehilangan produktivitas ekonomi. 
Berdasarkan Survei Penggunaan Obat Nasional Afghanistan 2015, menunjukkan 
tingkat penggunaan narkoba nasional Afghanistan adalah 11%, salah satu yang 
tertinggi di dunia. Dimana sebanyak 13% populasi pedesaan Afghanistan dites 
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positif menggunakan narkoba, dan sejumlah 5% di daerah perkotaan.222 
Kecanduan narkoba memiliki konsekuensi negatif pada tingkat individu, keluarga, 
komunitas, dan nasional. Pada tingkat individu dan keluarga, menimbulkan hasil 
kesehatan yang merugikan, seperti infeksi menular seksual termasuk HIV, TBC, 
dan masalah kesehatan mental.  
Pelaksanaan harm reduction melalui upaya rehabilitasi juga berkaitan dengan 
penjelasan Tim Midgley. Di mana dalam pelaksanaan harm reduction, terdapat 
upaya seperti program pertukaran jarum dan terapi substitusi obat.223 Melihat 
tingginya penggunaan narkoba hingga memberikan dampak kesehatan bagi 
pengguna, pemerintah Afghanistan menjabarkan beberapa tujuannya dalam upaya 
terapi obat (drug treatment). Yang pertama yaitu dengan meningkatkan 
ketersediaan perawatan di daerah pedesaan serta memprioritaskan daerah-daerah 
dengan tingkat penggunaan narkoba tertinggi. Tujuannya adalah melakukan 
layanan pemulihan untuk pecandu zat adiktif narkoba dan mengurangi dampak 
negatifnya. Selain itu, pemerintah Afghanistan juga. Yang kedua yaitu 
melanjutkan transisi program perawatan yang didukung oleh A.S ke dalam 
kontrol pemerintahan Afganistan, kemudian berkoordinasi dengan Colombo Plan 
dan UNODC.224 
Upaya tersebut dibuktikan melalui beberapa kampanye anti narkoba, dimana 
Polisi dan Petugas kesehatan Afghanistan bersama sama mengumpulkan pecandu 
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narkoba, dan kemudian di masukan ke pusat rehabilitasi. Mulai tahun 2015 hingga 
2018 Kementerian Penanggulangan Narkoba Afghanistan juga melakukan 
pencarian ekstensif di tempat-tempat yang dicurigai sebagai tempat 
persembunyian perdagangan narkoba.225 Sejak akhir Agustus 2015, kepolisian 
Afghanistan memindahkan sekitar 1.500 pengguna narkoba yang menetap di 15 
hingga 16 lokasi yang disebut “kota adiksi” di wilayah Kabul. Kementerian 
Kesehatan Masyarakat dan Kementerian Penanggulangan Narkotika, bekerja sama 
dengan polisi Kabul, telah meluncurkan kampanye ini untuk membersihkan 
dampak narkoba dari masyarakat lainnya.226 Para pecandu tersebut kemudian di 
pindahkan ke pusat rehabilitasi terbesar di kota Kabul, yaitu pusat rehabilitasi Ibn 
Sina. Pusat rehabilitasi ini dapat menampung hingga 1.500 pecandu untuk 
program detoksifikasi dan rehabilitasi inap selama 45 hari.227 Sayangnya pusat 
rehabilitasi di kota Kabul hanya memiliki kapasitas maksimal 800 tempat tidur 
untuk 800 pasien. Tempat penampungan seeringnya hanya dapat menampung 
sekitar 200 pengguna narkoba yang tidak memiliki rumah dan pusat perawatan 
narkoba hanya dapat menerima 100. Akibatnya, hanya 200 dari sekitar 800 
pengguna narkoba yang dapat tinggal di pusat rehabilitasi tersebut.228 
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Mengingat adanya keterlibatan anak-anak dalam penggunaan maupun paparan 
narkoba, pemerintah Afghanistan dan Colombo Plan dalam The Drug Advisory 
Programme (DAP), mengeluarkan The Child Intervention for Living Drug-free 
(CHILD).229 Merupakan sebuah intervensi psikososial yang dirancang untuk 
mengatasi masalah multidimensi yang dihadapi oleh anak-anak. Program ini juga 
menyediakan layanan pendukung untuk anak-anak di lingkungan tempat 
tinggalnya. CHILD bekerja dengan  mengumpulkan data penjangkauan, 
pretreatment, posttreatment, dan tindak lanjut untuk memberikan informasi pada 
staf perawatan tentang kemajuan setiap anak selama dan setelah perawatan. 
Program ini tidak hanya di fokuskan pada penanganan treatment kesehatan saja 
namun juga fokus padaperawatan psikologis.230 
CHILD diimplementasikan di beberapa provinsi yaitu Kabul, Herat, Balkh, 
Nangarhar, dan Badakhshan. Partisipannya adalah 699 anak-anak usia 4–7 tahun 
(373 anak perempuan, 326 anak laki-laki), dan 84 anak berusia 8–18 tahun (1 
anak perempuan, 83 anak laki-laki). Proyek ini memiliki tiga komponen yang 
saling berhubungan yaitu, layanan penjangkauan, layanan rawat jalan, dan 
perawatan penggunaan narkoba di rumah. Hingga tahun 2016 sudah ada 12 tim 
penjangkauan, 10 pusat rawat jalan, dan 10 pusat perawatan penggunaan narkoba, 
dengan total 325 tempat tidur (120 tempat tidur untuk anak-anak, 70 tempat tidur 
untuk wanita, 110 tempat tidur untuk remaja pria, dan 25 tempat tidur untuk 
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remaja wanita). Durasi pengobatan untuk perawatan di rumah adalah 45 hari 
untuk anak-anak dan 180 hari untuk anak-anak usia lebih tua.231 Di dalamnya 
terdapat program psikologikal yang terdiri dari komponen yaitu Pendidikan Dasar 
Sesuai Usia, Edukasi Narkoba, Nutrisi, Kebersihan, Keamanan pribadi, 
Keterampilan Mengatasi Trauma, Kemampuan berkomunikasi, Teknik Ekspresi 
Seni terstruktur.232 
Dalam menjalankan layanan penjangkauan, dilakukan beberapa skenario 
untuk mengidentifikasi anak-anak yang berisiko menggunakan narkoba. Anak-
anak yang dianggap berisiko untuk penggunaan zat psikoaktif atau secara aktif 
menggunakan zat kemudian dirujuk ke pusat-pusat pemukiman untuk 
merencanakan upaya perawatan.233Hasil temuan menunjukkan bahwa intervensi 
CHILD menunjukkan potensi untuk menghasilkan perubahan signifikan pada 
anak-anak yang memiliki trauma yang berisiko atau membutuhkan perawatan 
akibat penggunaan zat psikoaktif. Hasil menunjukkan bahwa intervensi CHILD 
ini berdampak luas dan mungkin dapat bertahan lama.234 Menurut penulis, upaya 
yang dilakukan Afghanistan dalam upaya rehabilitasi merupakan upaya yang 
dilakukan sebgai bentuk pendekatan harm reduction. Pelaksanaan harm 
reduction, sejatinya tidak bisa dilepaskan dari upaya rehabilitasi, mengingat harm 
reduction merupakan upaya pengurangan dampak buruk yang diberikan kepada 
pecandu maupun pengguna narkoba, khususnya kepada pengguna narkoba jenis 
suntik. Pemberian layanan rehabilitasi baik medis maupun sosial kepada 
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penyalahguna, korban penyalahguna, dan pecandu narkoba mampu menolak 
bergantung kembali dengan narkoba dan terlibat dalam transaksi jual beli 
narkoba. Dengan memberikan upaya harm reduction, pecandu maupun pengguna 
narkoba akan mulai sadar dan pulih dari kondisinya sehingga akan berdampak 
pada berkurangnya dampak buruk yang di dapatkan mereka. 
Pelaksanaan harm reduction ini sebenarnya tidak terlalu berdampak signifikan 
kepada keberadaan drug trafficking di Afghanistan. Mengingat harm reduction 
merupakan upaya yang diberikan kepada penyalahguna maupu pecandu narkoba. 
Tak dapat dipungkiri bahwa dengan pemberian layanan rehabilitasi, tak dapat 
menjamin bahwa seorang pengguna akan benar-benar berhenti dalam mengosumsi 
narkoba, namun dengan upaya rehabilitasi tentunya akan berdampang pada 
pengurangan transaksi perdagangan dan produksi narkoba. Upaya pemberdayaan 
masyarakat melalui pelaksanaan rehabilitasi di lingkungan masyarakat terutama di 
kalangan anak-anak baik Pendidikan, instansi pemerintah dan swasta, mampu 
memberikan gambaran lingkungan mana yang rentan terhadap penyalahgunaan 
dan peredaran gelap narkoba. Sehingga kedepannya lingkungan – lingkungan ini 
akan di berikan perhatian khusus untuk mengurangi dampak buruk yang terjadi 
kedepannya seperti bertambahnya jumlah penyalahguna maupun keterlibatan 
dalam menjadi kurir narkoba. Namun, penulis melihat bahwa jumlah pusat 
rehabilitasi atau pusat penanganan pecandu tidak sebanding dengan jumlah 





5.3.2 Negotiated Settlement with criminal Group 
Secara spesifik, belum ada negosiasi yang dilakukan antara pemerintah 
Afghanistan dan kelompok Taliban. Negosiasi dilakukan oleh perwakilan dari 
Taliban dan AS dan dimoderatori oleh perwakilan dari Pakistan. Dialog yang 
diselenggarakan di Qatar pada tanggal 25 Februari 2019 ini menolak keterlibatan 
Pemerintah Afghanistan di dalam proses dialog tersebut. Inti dari negosiasi ini 
merupakan upaya AS-Taliban dalam menegaskan perdamaian di Afghanistan. 
Sedangkan keterlibatan Pakistan dalam hal ini merupakan sebagai aktor tengah 
dalam mencapai perdamaian tersebut. Melalui 8 putaran pembicaraan dalam 
proses hampir setahun, hasil dari dialog tersebut memunculkan sebuah 
kesepakatan antara Pejabat Taliban dan AS.235 Kedua belah pihak telah menyusun 
perjanjian utama yang mengikat Taliban untuk menghentikan teroris 
menggunakan wilayah pemberontakan untuk terorisme internasional. Yang 
kemudian Taliban menginginkan penarikan semua pasukan asing dari 
Afghanistan.236 Tetapi, Taliban menolak gencatan senjata dan dialog perdamaian 
intra-Afghanistan sampai AS sepakat melakukan penarikan pasukan.  
Upaya dialog ini memang tidak melibatkan pemerintah Afghanistan secara 
langsung, jadi, di dalam pertemuan ini Afghanistan hanya berperan sebagai 
perantara dari kedua belah pihak. Namun adanya upaya gencatan senjata oleh 
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Taliban tentunya akan mengurangi keadaan yang tidak kondusi dalam domestik 
Afghanistan maupun regional.  
Penulis menilai bahwa adanya negosiasi tersebut tidak terlalu berdampak 
pada kegiatan budidaya opium secara keseluruhan. Dialog belum ditujukan 
langsung untuk menanggapai keterlibatan Taliban dalam isu Drug Trafficking di 
Afghanistan itu sendiri Pada tahun-tahun tersebut pemerintah Afghanistan belum 
pernah melakukan negosiasi ataupun mediasi dengan kelompok TOC ataupun 
kelompok pemberontak Taliban yang disinyalir memiliki peran dalam aktivitas 
budidaya opium dan drug trafficking. Secara garis besar, dialog yang dilakukan 
hanya membahas isu keamanan politik wilayah dan isu terorisme saja.  
Penulis menilai bahwa apabila negosiasi antara A.S dan Taliban tersebut 
memunculkan hasil kesepekatan penarikan pasukan, Afghanistan berada dalam 
posisi yang lemah dimana secara tidak langsung Afghanistan juga masih 
membutuhkan pasukan A.S dalam membantu interdiksi narkotika. Namun, 
apabila tidak dilakukan posisi Taliban akan tetap menjadi ancaman keamanan 
bagi wilayah dan aktifitas budidaya opium.  
5.4 Cultural Change 
Menurut Midgley, upaya ini dilakukan dengan melaksanakan cultural 
change atau perubahan budaya di suatu negara yang diawali dari perubahan 
masyarakat. Perubahan ini ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat dan 
juga pembentukan komunitas dalam menangani aktivitas dari kelompok kejahatan 





kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan turut terlbat dalam mengungkap 
serta melakukan upaya pencegahan terkaitterlibat dalam aktivitias TOC. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, dilakukanbeberapa startegi berupa civic engagement 
dan community change.237 
5.4.1 Civic Engagement 
Selain sebagai wujud dukungan kepada pemerintah, adanya mobilisasi 
masyarakat di Afghanistan dengan pembentukan gerakan perdamaian dan 
kampanye ditujukan sebagai upaya untuk mengajak, menyadarkan serta 
mengedukasi masyarakat lainnya. Perlu di sadarkan bahwa aktivitas budidaya 
dan produksi opium bukan hanya merugikan secara personal, namun berdampak 
pula pada perkembangan negara Afghanistan disektor ekonomi dan 
perkembangan negara. 
Masyarakat berperan penting dalam menanggulangi aktivitas kejahatan 
transnasional. Pemerintah Afghanistan memfokuskan pada upaya pelaksanaan 
kampanye informasi publik. Dalam prakteknya pemerintah Afghanistan 
berkolaborasi dengan UNODC melaksanakn sebuah kampanye yang melibatkan 
masyarakat yaitu National Mobilization against Narcotics campaign (NMN). Di 
implementasikan dalam Afghanistan’s National Mobilization Againts Narcotics 
Week yang dilaksanakan pada 17-22 juli 2016. Upaya ini dilaksanakan 
berdasarkan respon pemerintah Afghanistan terhadap UNGASS tentang 
komitmen bersama melawan narkoba dunia. 
 





Pemerintah Afghanistan melihat pentingnya peran dan keterlibatan 
masyarakat luas seperti sesepuh masyarakat, cendekiawan agama, pemuda, 
perempuan, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perwakilan masyarakat dan 
agen pengembangan.Kegiatan yang dilaksanakan dalam satu pekanini berfokus 
pada penyampaian pesan anti narkoba, diluncurkan di Kabul dan zona provinsi 
Badakhshan, Balkh, Herat, Kandahar dan Nangarhar. Pekan NMN ini dilakukan 
melalui pendekatan di bidang olahraga dan pendekatan pada kaum perempuan. 
Lebih dari 1.600 perempuan berpartisipasi dalam acara ini, meningkatkan 
kesadaran mereka akan narkotika dan masalah terkait.238 
Kampanye nasional ini difokuskan kepada empat bidang, yaitu untuk 
mengajak keterlibatan masyarakat, tanggung jawab dan tidakan pemerintah, 
platform keagamaan, dan keterlibatan dengan sektor pembangunan. Kampanye 
tingkat subnasional ini diikuti sekitar 10.000 orang yang berpartisipasi termasuk 
pejabat pemerintah, anggota dewan provinsi, organisasi nasional dan 
internasional, aktivis masyarakat sipil, pemuda, wanita, perwakilan masyarakat, 
ulama, profesor universitas, mahasiswa dan media.239 
Menurut penulis, dengan adanya pelaksanaan kampanye yang melibatkan 
masyarakat di berbagai kelompok ini turut membantu pemberian edukasi ke 
berbagai lapisan masyarakat. Melihat partisipannya yang tidak sedikit, hal 
tersebut tentunya membantu pemerintah menghentikan aktivitas drug trafficking. 
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Namun penulis merasa, upaya civic engagement ini belum menyasar pada 
masyarakat pedesaan yang notabenenya masih kurang mendapatkan pendidikan 
serta masih melakukan budidaya opium, dan menggunakan narkoba.  
5.4.2 Media Mobilization 
Media menjadi salah satu bentuk sarana yang di gunakan untuk 
menyampaikan sesuatu dengan bentuk yang bervariasi. Dalam media 
mobilization terdapat indikator terkait menguatnya arus informasi publik terkait 
tindakan kriminal dari TOC kepada masyarakat.240 Media berguna dalam 
memberikan informasi yang bervariatif kepada masyarakat dalam rangka 
memberikan informasi terkait tren drug trafficking terkini. 
Pemerintah meningkatkan kampanye komunikasi untuk mengurangi 
penggunaan narkoba dan memperingatkan konsekuensi negatif dari penanaman 
opium. Sehingga dapat menigkatkan kesadaran publik tentang Alternative 
Development serta mengurangi pertumbuhan opium dalam negeri. Seperti yang 
di jelaskan pada poin sbeelumnya mengenai kampanye NMN, pemerintah juga 
berfokus pada upaya penyebaran informasi melalui media. Untuk 
menginformasikan kepada publik tentang dampak buruk narkotika terhadap 
masyarakat, diskusi meja bundar diadakan di Kabul dan lima zona melalui 
stasiun TV lokal dan nasional. Para ahli agama, aktivis masyarakat sipil, 
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pemuda, ahli anti narkotika dan pejabat pemerintah berpartisipasi dalam diskusi 
yang berfokus pada kesehatan dan bahaya sosial dari obat-obatan terlarang.241 
Tidak hanya melalui media komersil seperti TV dan radio, upaya kampanye 
komunikasi dilakukan dengan kampanye kesadaran keliling yang dilakukan di 
kota Kabul dan lima zona.242 Sejumlah kendaraan ditutupi dengan spanduk anti-
narkoba, slogan-slogan, dan pesan-pesan dan melaju melintasi kota untuk 
menciptakan kesadaran tentang narkoba. Penonton kampanye adalah penduduk 
pinggiran kota yang ditargetkan terutama kaum muda. Kampanye keliling ini 
didukung oleh sejumlah papan iklan besar yang diletakkan di dinding dan di 
alun-alun kota dan tim penyuluh juga berbicara langsung kepada orang-orang, 
terutama kaum muda, tentang bahaya dan bahaya yang disebabkan oleh obat-
obatan terlarang.243 Untuk menjangkau audiens seluas mungkin, kementerian 
kontra narkotika dan UNODC juga menyumbangkan pakaian olahraga, piala, 
bola, peralatan karate, dan hadiah lain yang berisi pesan anti narkotika kepada 
berbagai tim olahraga.244 
Penyebaran informasi juga dilakukan melalui pusat-pusat keagamaan. 
Bekerja sama dengan Direktorat Pilgrimage and Virtue (Haji Awqaf) di tingkat 
provinsi, para pemuka agama berkhotbah tentang bahaya obat-obatan terlarang 
selama salat Jumat di seluruh kota. Para ulama mengutip ayat-ayat Alquran dan 
hadis nabi yang dengan tegas menyatakan penanaman, produksi, dan 
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perdagangan obat terlarang dalam Islam. Para ulama juga berbicara tentang 
konsekuensi ekonomi, kesehatan dan sosial dari penggunaan narkoba dan 
menganjurkan untuk menghindari penggunaan tersebut.245 
Sedangkan menurut data tahun 2018, pemerintah berkoordinasi dengan 
UNODC telah mengumpulkan data beberapa upaya awareness campaign yang di 
canangkan di seluruh wilayah bagian Afghanistan.246 Yaitu sebagai berikut : 
Gambar 8 Kehadiran Kampanye Per Wilayah 
 
Gambar 9 Persentase media kampanye 
 
Menurut penulis, pemanfaatan media ini menunjukan bahwa Afghanistan 
telah memperkuat arus informasi publik kepada masyarakat terkait aktivitas 
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kriminal drug trafficking dan segala dampaknya. Adanya pemanfaatan berbagai 
media seperti media cetak dan elektronik memperlihatkan bagaimana 
Afghanistan berupaya memberikan informasi terkait narkoba ke masyarakat luas. 
Selain itu, upaya penyebaran informasi melalui media ceramah/khotbah di pusat 
keagamaan melalui peran ulama dinilai dapat memberikan dampak yang baik, 
mengingat Afghanistan merupakan negara Islam dan peran pemuka agama 
sangat berpengaruh. Hingga semakin bertabahnya informasi yang dapat 
menyebar akan mengubah budaya masyarakat dalam memahami situasi 
dankondisi Afghanistan terkait narkoba sehingga terjadi adanya perubahan 
budaya. Dengan ini masyarakat akan terus memantau perkembangan 
permasalahan narkoba di Afghanistan dan juga turut berperan dalam 
menghentikan adanya aktivitas drug trafficking. 
5.4.3 Community Change 
Dalam community change terdapat indikator "culture of lawfulness" 
ataubudaya taat di mana dibentuk untuk memotivasi masyarakat untuk terlibat 
denganperintah hukum dan keamanan formal, dan perilaku tanpa 
hukumdimarjinalisasi.247 Pada variabel ini, menekankan upaya melalui 
pembentukan budaya taat yang mana masyarakat dimotivasi untuk taat dan 
terlibat dengan perintah hukum dan keamanan yang diharapkan mampu 
menangani kelompok organized crime. Dalam pelaksanaannya, pemerintah 
Afghanistan upaya pembentukan budaya taat memang tidak secara langsung 
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tertulis dalam national drug action plan, namun upaya tersebut dilakukan 
beriringan dengan upaya penanaman kesadaran lainnya. 
Penanaman budaya taat dan patuh terhadap aturan juga mulai diterapkan di 
sekolah. Budaya patuh yang diterapkan adalah meningkatkan program 
pencegahan narkoba di berbagai institusi baik itu masjid dan sekolah. Tujuannya 
adalah penanaman budaya anti narkoba sejak dini dan mencegah resiko 
bergabungnya remaja dalam tindak kriminal dan aktivitas TOC. Mengingat bahwa 
banyaknya keterlibatan masyarakat sipil termasuk anak-anak dalam aktivitas 
budidaya opium. Counter Narcotics Justice Centre (CNJC) berkolabolasi dengan 
kementerian pendidikan mengeluarkan suatu program kampanye kesadaran publik 
dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa-siswi dalam memahami 
undang-undang anti narkotika. Kampanye yang dimulai pada bulan juli 2019 
hingga september 2019 dilakukan di 147 sekolah dari 17 distrik. Dilakukan 
dengan memasang papan reklame berisi artikel tentang undang-undang anti 
narkotika dan pemberian informasi terkait bahaya narkotika.248 Tujuannya adalah 
meningkatkan kesadaran akan para pelajar dan generasi mudauntuk 
menyelamatkan diri dari bahaya narkoba dan alkohol. 
Penciptaan budaya taat melalui pendidikan merupakan langkah yang 
strategis terutama bagi generasi muda yang memiliki usia rentan terhadap 
pengaruh narkoba dan kejahatan. Edukasi mengenai ketaatan terhadap hukum anti 
 








narkoba melalui media juga merupakan langkah yang strategis karena melalui 
jalur internet dan televisi tentunya pesan yang disampaikan akan mudah tersebar 
luas ke masyarakat. Dengan itu masyarakat juga dapat patuh terhadap aturan 
pemerintah termasuk patuh terhadap larangan untuk melakukan budidaya opium.  
Menurut penulis, pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan termasuk berhasil 
dilaksanakan, karena tingginya partisipasi dari pelaksanaan kegiatan ini. Selain itu 
juga di tambah adanya inisiatif dari sekolah untuk memberikan materitentang 
bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Hal ini menunjukan bahwa 
masyarakat mulai sadar akan pentingnya pengetahuan ini dan ini jelas 
menunjukan adanya budaya baru sebagai bentuk ketaatan masyarakat terhadap 
hukum yang berlaku di Afghanistan. 
5.5 Economic Transformation 
Dalam menanggulangi Transnational Organized Crime (TOC) diperlukan 
upaya yang berkaitan dengan mempromosikan pembangunan ekonomi 
sebagaibentuk meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat.249 Midgley 
menjelaskan bahwa dalam rangka melakukan pembangunan ekonomi 
dilaksanakan dengan disersivikasi ekonomi, memeperbaiki akses kesehatan dan 
Pendidikan.250 Dengan adanya upaya dari segi ekonomi akan mampu 
mempengaruhi pola masyarakat untuk tidak terlibat dalam TOC maupun 
aktivitasnya karena alasan ekonomi. Dalam rangka mempromosikan 
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pembangunan ekonomi tersebut dilakukan melalui beberapa strategi berupa 
economic diversivication dan improved access to a quality basic service.251 
5.5.1 Economic Growth 
Pertumbuhan ekonomi adalah komponen penting yang memungkinkan 
negara untuk mengembangkan dan memperkuat lembaga-lembaga negara dan 
memperluas pengaruhnya ke daerah-daerah di mana keberadaan negara kurang 
atau lemah. Midgley menggambarkan upaya dalam pertumbuhan ekonomiyaitu 
bentuk upaya pemerintameningkatkan akses petani dan produsen ke pasar.252 
Pemerintah Afghanistan menjelaskan upayanya untuk meningkatkan akses 
asosiasi produsen tanaman ke pasar domestik dan regional. Melalui ministry of 
agriculture, irriation, and livestock (MAIL), pemerintah akan mempromosikan 
pembentukan asosiasi produsen tanaman atau dukungan pembangunan yang 
nantinya akan membantu petani dalam menciptakan pasar untuk produk 
mereka.253 
Upaya tersebut di realisasikan melalui salah satu program yang di bawahi 
oleh MAIL yaitu Agriculture Market Infrastructure Project (AMIP). Program 
yang di danai oleh Asian Development Bank ini di mulai sejak tahun 2009 hingga 
tahun 2018. Tujuan program ini yaitu akan mengatasi kesenjangan kritis yang 
mempengaruhi produktivitas, kualitas produk, akses pasar, dan permintaan di 
pasar domestik dan regional. Proyek AMIP ini melayani investasi infrastruktur 
pasar ternak dan hortikultura serta memberikan dukungan untuk meningkatkan 
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kinerja positif pada fasilitas termasuk adopsi peningkatan teknologi pasca panen 
dan praktik pemasaran.254 Implementasinya melalui penyediakan peralatan dan 
dukungan teknis yang akan diberikan ke laboratorium pengujian produk dan 
sertifikasi hortikultura. AMIP mengimplementasikan dengan membuat rumah 
pemotongan hewan dan Farm Level Collection Center (FLCC).255 
Pembentukan Rumah pemotongan hewan ini tujuannya adalah untuk 
meningkatkan kualitas daging dan produk sampingan, serta menyediakan 
kerangka kerja untuk mengembangkan usaha untuk menambah nilai pada produk. 
Proyek ini adalah bagian dari rencana induk sektor pertanian Afghanistan untuk 
membangun fasilitas penyembelihan higienis untuk mengurangi limbah, 
mengurangi risiko kesehatan masyarakat, dan meningkatkan kualitas daging yang 
higienis. Rumah potong juga mencakup fasilitas untuk menampung ternak dan 
untuk pengelolaan produk sampingan seperti kulit dan limbah. Penempatan lokasi 
rumah potong hewan ini dipilih berdasarkan hasil survei dan kriteria termasuk 
produksi ternak dan permintaan pasar, faktor teknis termasuk parameter 
lingkungan dan ketersediaan lokasi, kelayakan finansial dan ekonomi serta 
keberlanjutan kelembagaan dan operasional. AMIP telah membangun lima rumah 
potong yang tersebar di kota Kabul, Kunduz, Balkh dan Herat. Hingga pada 
Oktober 2018, Presiden Afghanistan meresmikan rumah potong modern pertama 
 







Afghanistan di kota Kabul.256 Setiap rumah potong akan memiliki kapasitas untuk 
menyembelih 500 hewan kecil dan 100 besar seperti sapi, domba, dan kambing 
dalam satu shift kerja 8 jam. Nantinya akan menghasilkan 900 ribu kilogram 
daging merah per bulan, atau 10,8 juta kg per tahun. Sekitar 80 orang, pria dan 
wanita, akan dipekerjakan oleh masing-masing rumah potong dan 2.325 orang 
lainnya akan mendapat manfaat secara tidak langsung dari semua dari lima rumah 
potong yang ada.257 
Sedangkan Farm Level Collection Center (FLCC), merupakan 
sebuahperbaikan yang dilakukan untuk menstandarisasi komoditas hortikultura 
melalui pemrosesan dan pengemasan, yang kemudian nantinya dapat mengurangi 
kerugian hortikultura pasca panen. Didalamnya terdapat beberapa fasilitas 
yaitu,fasilitas pengepakan, penyortiran, penilaian, pengeringan, dan penyimpanan 
skala kecil dan laboratorium sertifikasi produk.258 Fasilitas-fasilitas ini juga akan 
berkontribusi dalam peningkatan ekspor komoditas hortikultura dan akan 
memiliki dampak peningkatan pendapatan.Kemudian nantinya di bawah proyek 
ini sembilan standarisasi dikembangkan untuk keamanan dan nilai produk yang 
sesuai dengan codex Alimentarius.259 Melalui pengujian dan sertifikasi produk 
nantinya akan memfasilitasi produk di pasar domestik dan meningkatkan ekspor.  
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Dengan keberadaan rumah penyimpanan, beberapa petani kentang juga 
terbantu apabila musim dingin tiba. Sebelumnya petani akan selalui mengalami 
kerugian besar karena 60% hasil pertanian dapat membusuk di musim dingin dan 
merusak ketersediaan kentang di pasar. Di tahun 2015, kerugian petani berhasil 
dikurangi sebanyak 1% sehingga meningkatkan pendapatan petani lebih dari 3,2 
juta dollar selama 3 tahun. Adanya perkembangan ini tentunya membantu 
meningkatkan pendapatan petani dan menjaga supply di pasaran.260 
Peternakan dan hortikultura adalah daerah pertanian komersial yang 
dominan. Selama periode panjang konflik dan kekeringan, produksi turun secara 
dramatis. Standar produktivitas dan kualitas menurun, dan kerugian pascapanen 
terjadi karena hilangnya infrastruktur pasar, kerusakan sistem irigasi, dan 
terbatasnya akses ke layanan teknis dan pasar. Produksi dan kualitas produk yang 
lebih rendah telah mengurangi ekspor dan pengembalian domestik. Melalui 
bantuan Internasional, pemerintah Afghanistan sejatinya telah membentuk 
beberapa program termasuk AMIP. Dengan adanya AMIP, tentunya pertumbuhan 
pertanian dapat meningkat serta menciptakan industri agribisnis hortikultura dan 
ternak yang lebih efisien.Rumah pemotongan hewan dari program yang dibentuk 
juga akan memberikan dorongan ke perkembangan industri pertanian, 
meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memberdayakan sektor swasta, serta 
menciptakan lapangan kerja.  
 







5.5.2 Economic Diversivication-Alternative development 
Dalam melaksanakan upaya Economic Diversifiation di perlukan adanya 
program yang dibentuk melalui pelaksanaan pelatihan kejuruan dan keterampilan, 
dan program pengalihan tanaman untuk produsen narkoba yang 
bernamaalternative development atau pemberdayaan alternatif.261 Alternative 
development merupakan pendekatan yang bertujuan mengurangi kerentanan yang 
mengarah pada keterlibatan masyarakat dalam budidaya tanaman ilegal. 
Alternative development atau pemberdayaan alternative di lakukan untuk 
memutus siklus dari adanya peningkatan produksi narkoba, melemahnya aturan 
hukum, penurunan pertumbuhan ekonomi, penurunan investasi di sektor-sektor 
berlisensi, penguatan kejahatan terorganisir dan meningkatnya kekerasan dengan 
secara efektifmempromosikan faktor-faktor yang mendorong ekonomi yang 
berkelanjutan.262 Dalam jangka panjang, pelaksanaan alternative development ini 
dapat menarik investasi dan membantu mengembangkan infrastruktur yang 
diperlukan, sehingga mengubah dan mempertahankan mata pencaharian 
masyarakat pedesaan. 
Dengan itu, pemerintah Afghanistan melalui kementerian pertanian, irigasi, 
dan peternakan/MAIL (ministry of Agriculture Irrigation and Livestock) melalui 
kerjasama dengan UNODC dan UNDP menginisiasi program yang bersinggungan 
dengan perbaikan ekonomi agrikultur pengganti budidaya opium. Yaitu 
Community Based Agriculture And Rural Development (CBARD). CBARD adalah 
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sebuah proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi lokal dan rumah 
tangga serta mengurangi ketergantungan pada penanaman opium. Dilakukan 
melalui pemberian dukungan produksi dan promosi produk pertanian bernilai 
tinggi selain opiumdi 163 komunitas di provinsi Farah, Badghis dan Nangarhar 
yaitu wilayah produsen opium terbesar.263 
Selain mendukung petani dan meningkatkan level produksi, CBARD 
membentuk sebuah alternative development di ketiga provinsi tersebut. upaya 
dilakukan dengan membangun perkebunandengan kepadatantinggi dan menengah, 
rumah kaca, pusat pengolahan sayuran dan buah, mendistribusikan alat produksi 
lebah madu, membantu panen, menunjang pengemasan dan alat pemasaran 
kepada petani. Disamping kegiatan tersebut, masyarakat juga mendapatkan 
manfaat dari sekolah lapangan petani, kunjungan dan bantuan teknis.Selain untuk 
meningkatkan level produksi, kegiatan tersebut ditujukan untuk memusatkan 
efisiensi kerja dan operasi pertanian untuk meningkatkan kualitas produk, 
produktivitas musiman, dan meningkatkan efisiensi sumber daya pertanian. 
Pelatihan praktik pertanian modern ini telah terbukti menumbuhkan pendapatan 
petani dan menghasilkanproduk yang tinggi dari lahan kecil.264 
Proyek CBARD ini juga turut mendedikasikan beberapa kegiatan untuk 
wanita dengan kondisi ekonomi rumah tangga menengah kebawah. Berdasarkan 
pengalaman yang menunjukan bahwa mendukung petani perempuan dapat 
mengurangi beban kepala keluarga dan meningkatkan ekonomi rumah tangga, 
 







maka dari itu CBARD turut mendedikasikan kegiatan tersebut untuk wanita di 
beberapa desa. Sebagian besar penduduk Afghanistan tinggal di daerah pedesaan 
dan bergantung pada pertanian, dan air merupakan salah satu elemen penting 
dalam pertanian, namun juga mudah terancam oleh kekeringan dan perubahan 
iklim. Untuk menjaga sumber vital ini, proyek CBARD mendukung pembaharuan 
infrastruktur masyarakat. Dengan membangun sekat air, pabrik dan struktur 
irigasi, diharapkan dapat mengurangi pemborosan waktu dalam membersihkan 
kanal, bertambahnya lahan untuk irigasi dan mencegah konflik air.265 
1. CBARD-West 
CBARD-West memperkenalkan dan memperkuat produksi lokal dan 
pemasaran tanaman tradisional bernilai tinggi di masyarakat di 70 komunitas di 
Provinsi Farah dan Badghis. Proyek ini dimulai pada November 2016 dan 
berakhir pada April 2020. Proyek ini bertujuan untuk memberi manfaat langsung 
bagi sekitar 33.240 rumah tangga. Selain mendukung petani lokal dengan sekolah 
lapangan, CBARD-West akan mengembangkan dan memperkuat infrastruktur 
agribisnis publik dan swasta yang ada di bidang irigasi, transportasi, dan fasilitas 
rantai nilai pertanian.266 Pada September 2018, CBARD-West berhasil 
membangun 20 rumah kismis, 165 rumah kaca, 110 rumah kaca mikro, 24 proyek 
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CBARD-East dimulai pada November 2017 dan berakhir pada Desember 
2020 untuk memperkenalkan dan memperkuat produksi lokal dan pemasaran 
tanaman tradisional bernilai tinggi di 100 komunitas di Provinsi Nangarhar. 
Program ini dimulai pada Januari 2018 dan akan menilai mata pencaharian 
alternatif di masyarakat dengan tingkat penanaman opium yang tinggi. Ini 
bertujuan untuk memberi manfaat langsung bagi sekitar 28.500 rumah tangga. 
CBARD-East mendukung petani lokal dengan sekolah lapangan, dan memperkuat 
infrastruktur agribisnis publik dan swasta seperti fasilitas rantai nilai, irigasi, dan 
transportasi. Pada Juni 2018, CBARD-East telah mendirikan 46 hektar kebun, 
memulai pembangunan 195 rumah kaca, melatih wanita dalam berkebun, dan 
mengidentifikasi 16 proyek irigasi tanaman tambahan. Diperkirakan 1.900 hektar 
akan diairi; sekitar 13.450 rumah tangga diharapkan mendapat manfaat dari 
infrastruktur ini.268 Program ini memprioritaskan merekrut staf wanita dan sangat 
mendorong wanita untuk melamar pada posisi tersebut. Namun, karena 
keterpencilan wilayah dan status keamanan proyek, tidak ada kandidat perempuan 
yang menyatakan berminat terlibat di proyek tersebut. Hingga saat ini, terdapat 2 
perempuan dari 21 anggota staf yang direkrut dan telah diidentifikasi terdapat 
lima perempuan yang menjadi pemimpin petani.269 
Menurut UNDP, keamanan, tradisi masyarakat, dan letak provinsi sasaran 
menjadi tantangan tersendiri bagi perempuan yang bekerja. CBARD-East 
 






mencoba mengatasi tantangan ini dengan membangun kebun dapur dan rumah 
kaca berbasis rumahan untuk memastikan keterlibatan perempuan dalam produksi 
tanaman bermutu tinggi.Sejak awal tahun 2018, CBARD-East telah mendirikan 
200 rumah kaca mikro, juga telah membangun 45 hektar kebun buah. Proyek ini 
telah memberikan pelatihan pengembangan bisnis kepada 330 orang dan 
menyelenggarakan sekolah lapangan untuk petani.270 
Dari projek CBARD ini, pemerintah Afghanistan melalui Kementrian 
Pertanian, Irigasi dan Ternak berhasil melakukan pencapaian dalam tujuan yang 
dijabarkan sebelumnya. Pencapaian tersebut berupa beberapa hasil dari 
pembentukan kegiatan dan alat-alat sebagai berikut271 : 
1. Pendirian 1.593 sentimeter kebun baru di provinsi Farah dan Badghis, 
2. Pembentukan 44 kebun dengan kepadatan sedang dan tinggi di provinsi 
Badghis & Farah,  
3. Pembentukan 85 unit produksi vermicompost di provinsi Farah & Badghis,  
4. Pembentukan 468 rumah kaca komersial di Provinsi Farah & Badghis,  
5. Konstruksi 63 struktur pengelolaan air di provinsi Badghis & Farah,  
6. Pembentukan 570 kebun sayur,  
7. Pembentukan 523 rumah kaca mikro,  
8. Distribusi 624 Peralatan Pemrosesan Sayuran,  
9. Distribusi 180 alat produksi lebah madu,  
10. Pembangunan 109 rumah kaca komersial untuk lidah buaya,  
11. 39 Rumah kismis di provinsi Farah,  
12. Distribusi 624 peralatan pengemasan 
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Selain CBRD, program lain yang dieluarkan oleh pemerintah Afghanistan 
melalui MAIL adalah Support Agriculture and Rural Development (SARD). 
Tujuan keseluruhan dari proyek SARD ini adalah untuk meningkatkan kondisi 
kehidupan masyarakat pedesaan melalui penerapan strategi baru yang bertujuan 
untuk mengembangkan pertanian subsisten dan produksi pertanian skala 
kecil.Sedangkan tujuan khususnya adalah untuk meningkatkan produksi pertanian 
dan produktivitas petani kecil dan agro-produsen kecil di dua Kabupaten di 
Provinsi Herat melalui penyediaan layanan pertanian dan input yang mengadopsi 
mekanisme "sistem ekstensi". Projek ini merupakan buah hasil kontribusi pada 
Program Utama Nasional pemerintah Afghanistan 2016-2025 yang bertujuan 
untuk mendorong produksi pertanian dan pembangunan pedesaan.272 
SARD merupakan proyek yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian, 
Irigasi, dan Peternakan (MAIL), yang didanai oleh Kementerian Luar Negeri 
Italia dengan bantuan teknis dari Organisasi Pangan dan Pertanian PBB 
(UNFAO). Projek tahap pertama dilaksanakan di dua kabupaten Karokh dan 
Zindajan provinsi Herat sejak April 2015 hingga Desember 2017. Kemudian 
tahap kedua yang dimulai pada Januari 2018 di perluas ke dua kabupaten di 
provinsi Herat.273 
Pada proyek tahap pertama, telah didirikan 28 Sekolah Lapangan Petani (FFS) 
dan hasil menunjukan bahwa produksi meningkat sebanyak 32% terutama dalam 
produksi safron dan gandum. Selain itu, proyek ini memberikan perhatian khusus 
 







pada pemberdayaan perempuan dan berhasil memasukkan petani perempuan dan 
penyuluh perempuan dalam pelaksanaan proyek, dan hasilnya 6,72 persen 
perempuan berkontribusi dalam proyek ini. Sedangkan dalam hal penyediaan 
input, proyek ini mendukung 180 Metrik Ton umbi Saffron untuk 898 petani, 120 
Metrik Ton meningkatkan benih dan pupuk yang didistribusikan kepada 4.800 
petani, 368 kebun Jerib pistachio didirikan, 100 kebun ara Jerib (1 hektar sama 
dengan 5 jerib) didirikan di distrik Zindajan, dua asosiasi tanaman saffron 
dibentuk dan juga 200 paket pengolahan susu, 100 sarang lebah madu, 4 pusat 
pengolahan, 100 Rumah Kaca sederhana danpembentukan mesin cetak lilin.274 
Masalah drug trafficking di Afghanistan seperti lingkaran yang saling 
berhubungan dan akan terus terjadi apabila tidak diputus salah satu rantai 
masalahnya. Kurangnya edukasi perihal sistem perkebunan dan efisiensi 
penggunaan bahan baku juga turut menghambat perkembangan sektor ekonomi 
dan bisnis agrikultur. Adanya upaya pemberdayaan alternatif ini, mampu 
membantu masyrakat khususnya petani opium melalui adanya pelatihan dan juga 
sosialisasi terkait alih fungsi lahan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan melalui 
upaya alih fungsi lahan opium menjadi komoditas tumbuhan lain dan alih fungsi 
profesi melalui pelatihan keterampilan baik dari wirausaha maupun lifeskill. 
Secara keseluruhan, proyek pemerintah ini dinilai telah mencapai hasil yang 
ditetapkan dalam dokumen proyek. Proyek ini juga berkontribusi meningkatkan 
produksi pangan dan pengembangan pasar di beberapa provinsi terkait. Dalam hal 







kapasitas aktor pembimbing dan petani serta berhasil meningkatkan 
komersialisasi produksi pertanian. 
Menurut penulis, melalui pelaksanaan alternative development ini jelas dapat 
membantu masyarakat untuk memilih opsi lain dalam meningkatkan kualitas 
ekonomi yang sebelumnya bergantung pada opium menjadi tumbuhan lainnya. 
Dengan adanya alih fungsi lahan dan profesi ini telah memberikan kesadaran 
kepada manta petani opium bahwa terdapat opsi lain dalam meningkatkan kualitas 
ekonomi mereka. Sehingga kedepannya, mereka tidak akan menyediakan 
komoditas tanaman illegal ataupun opium kepada sindikat narkoba. Walaupun 
begitu, pelaksanaan alternative development ini juga masihrentan gagal 
mengingat harga opium di pasaran baik nasional maupun internasional cukup 
menggiurkan, ditambah lagi biaya produksi dan pengangkutan opium yang jauh 
lebih rendah dibanding yang lainnya. Menurut penulis, pelaksanaan alternative 
development memang memberikan kesempatan alternative lain bagi petani dalam 
menanam komoditas tumbuhan lainnya, tetapi semua akan kembali pada 
keuntungan ekonomi yang di dapatkan oleh petani tersebut. mungkin hal ini lah 
yang membuat lahan opium di Afghanistan tidak ada habisnya walaupun telah di 
musnahkan secara di bakar maupun di alihkan menjadi lahan lainnya. 
5.5.3 Improve access to an quality of basic service 
Menurut Midgley Kelompok TOC dinilai dapat memfasilitasi akses 





dengan ini tentunya dukungan masyarakat kepada kelompok TOC juga besar.275 
Dalam rangka menanggulangi drug trafficking, upaya melalui peningkatan akses 
serta kualitas dari pelayan umum dilakukan melalui peningkatan kualitas 
Pendidikan dan juga kesehatan. Upaya ini menjadi sesuatu hal yang penting 
karena terdapat peningkatan akses terhadap fasilitasi yang diterima masyarakat. 
Dalam National Drug Action Plan juga tertulis bahwa pemerintah Afghanistan 
akan mengeluarkan program Pencegahan Narkoba yang diimplementasikan dalam 
institusi pendidikan dengan memasukan program pendidikan anti narkoba di 
kurikulum pendidikan.276 Namun, program tersebut tidak di cantumkan di dalam 
beberapa program dan rencana strategis kementerian pendidikan. Meskipun tidak 
secara spesifik menuliskan fokus terhadap perbaikan akses pelayanan umum, 
namun dalam pengaplikasiannya, hal tersebut dilakukan oleh kementerian 
pendidikan Afghanistan dalam upaya memperbaiki akses pendidikan di daerah 
pedesaan.  
Mengingat akses pendidikan di Afghanistan sangatlah rendah ditambah lagi 
akibat keadaan buruknya keamanan dan norma-norma gender, membuat akses 
pendidikan terhadap perempuan juga semakin memburuk.Untuk mengisi 
kesenjangan pada akses pendidikan ini, kementerian pendidikan Afghanistan 
menyediakan pendidikan berbasis masyarakat Community-Based Education 
(CBE). Kementerian pendidikan menjadikan CBE merupakanupaya penjangkauan 
pendidikan anak-anak yang kurang terlayani khususnya perempuan dan tidak 
dapat bersekolah di sekolah formal karena masalah keamanan, jarak atau kendala 
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lainnya.277 CBE yang kini tersebar di 13 provinsi, didalamnya terdiri dari 
Community Based Classes dan Accelerated Learning programmes  yang didirikan 
oleh departemen pendidikan provinsi dan kabupaten, kementerian pendidikan, dan 
masyarakat.278 
Awalnya CBE sudah berjalan sejak tahun 2007, namun mulai tahun 2015 
pedoman kebijakannya pun terus dimodifikasi. Hingga pada tahun 2017 
menunjukan hasil bahwa ada lebih dari 9,2 juta siswa yang mana 39% merupakan 
perempuan berpartisipasi dalam pendidikan. Pada tahun 2017, jumlah 
pendaftarnya pun meningkat setidaknya empat kali lipat sejak tahun 2001, 
mencapai 550.000 siswa di hampir 15.000 kelas.279 Kemudian dalam upaya 
menunjang prioritas kementerian pendidikan dalam rangka National Educational 
Strategic Plan III 2017-2021, di tahun 2018 kebijakan CBE kembali di perbaharui 
dalam rangka menanggapi kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut terbagi 
dalam empat kategori yaitu yang pertama meningkatkan keselarasan kebijakan 
CBE dengan dengan kebijakan kementerian pendidikan, yang kedua 
mengembangkan kebijakan dan pedoman untuk meningkatkan keberlanjutan, 
kesetaraan, efektivitas dan layanan CBE, yang ketiga meningkatkan koordinasi 
layanan CBE, dan yang ke empat melembagakan praktik terbaik berbasis bukti.280 
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Perbaikan kualitas CBE meliputiperbaikan standart pada pengajar, yang 
meliputi perbaikan sistem upah dan pengembangan layanan oleh pengajar terlatih. 
Perbaikan lingkungan belajar yang meliputi infrastruktur seperti kelas, sanitasi 
dan bahan belajar maupun pengajaran.Juga dalammanajemen yang meliputi 
pengawasan kelas dan kegiatan mobilisasi sosial.281 Kini CBE adalah satu-satunya 
modalitas pendidikan di Afghanistan yang berhasil memberikanlebih banyak 
layanan pendidikan untuk anak perempuan daripada anak laki-laki. 
Sebuah laporan pemerintah Afghanistan 2015 menyatakan bahwa lebih dari 
8 juta anak bersekolah, 39 persen di antaranya adalah anak perempuan. Pada 
Desember 2016, menteri pendidikan mengumumkan bahwa jumlah sebenarnya 
anak-anak di sekolah adalah 6 juta. Pada April 2017, Departemen Pendidikan 
mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa ada 9,3 juta anak di sekolah, 39 
persen di antaranya adalah anak perempuan. Semua angka-angka ini meningkat 
akibat praktik pemerintah menghitung anak sebagai bersekolah sampai dia tidak 
hadir selama tiga tahun.282 
Upaya pemerintah Afghanistan dalam melakukan perbaikan akses 
pendidikan melalui CBE dinilai telah meningkatkan akses bagi anak-anak yang 
terpinggirkan. Dengan adanya akses pendidikan, mempekerjakanan anak-anak 
sebagai petani opium di wilayah pedesaan juga dapat berkurang. Upaya 
memperluas program pendidikan dilakukan dengan menggunakan rumah 
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masyarakat sebagai sekolah dan meningkatkan kapasitas orang tua setempat untuk 
menjadi guru. Ini mencerminkan keyakinan publik Afghanistan bahwa pendidikan 
secara positif mengubah lintasan kehidupan anak-anak, memperluas peluang 
mereka, dan memiliki potensi untuk memungkinkan mereka menemukan 
pekerjaan dan berintegrasi ke dalam masyarakat di masa depan. Di antara banyak 
manfaat pendidikan adalah kesempatan yang diberikannya untuk kemajuan 
ekonomi. Ini sangat relevan sekarang karena ekonomi Afghanistan semakin 
memiliki banyak tantangan. Salah satu alasan utama masyarakat Afghanistan yang 
pesimis adalah karena pengangguran. Penduduk Afghanistan yang terpinggirkan 
secara pendidikan cenderung lebih dirugikan secara ekonomi. 
5.6 Global Regulation 
Midgley menjelaskan dengan melakukan dan meningkatkan harmonisasi,kerja 
sama, dan koordinasi antar negara mengenai kejahatan transnasional terorganisir, 
serta menyetujui standar global maka akan membatasi kemampuan jaringan TOC 
untuk beroperasi di seluruh perbatasan internasional.283 Adanya kerja sama secara 
global ini mampu membatasi kemampuan dari TOC untuk beroperasi dengan 
impunitas, yang mana akan berdampak pada membatasi pengaruh dari jaringan 
kriminal secara global. Untuk mencapai tujuan tersebut,dapat di lakukan 
diantaranya global standart and global regulation dan global bodies. Sebagai 
bagian integral dari Strategi Nasional Penanggulangan Narkotika, pemerintah 
Afghanistan akan berupaya meningkatkan kerjasamanya dengan negara-negara 
 





lain dalam pengawasan perbatasan, mengurangi penyelundupan ilegal, dan 
interdiksi. 
5.6.1 Global Standard and Global Regulation 
Menurut Midgley, dalam meningkatkan harmonasi, kerja sama dan koordinasi 
antar negara di perlukan adanya penetapan dan promosi standar global di bidang 
penanganan aktivitas kejahatan transnasional, yang mana dalam hal ini adalah 
aktivitas drug trafficking.284 Penetapan dan promosi standar global terkait drug 
trafficking berada di dalam konvensi internasional, sehingga dalam 
pelaksanaannya akan melihat keterlibatan negara dalam mengikuti global 
convention. Pada pelaksanaannya, dalam kurun waktu 2014 sampai dengan tahun 
2019 Afghanistan meratifikasi dan mengikuti sebuah konvensi internasional 
terkait drug trafficking, yaitu UNGASS (United Nations General Assembly 
Special Session on Drugs). 
Pada tahun 2016 Afghanistan telah meratifikasi Konvensi Pengendalian 
Narkoba PBB dan berpartisipasi dalam UNGASS 2016 dan menjadi anggota 
Komisi Hak Asasi Manusia PBB.285 Perhatian utama dari konvensi ini adalah 
kesehatan dan kesejahteraan semua umat manusia. Ini termasuk hak anak-anak 
untuk dilindungi dari penyalahgunaan narkoba dan perdagangan narkoba. Dalam 
menandatangani perjanjian, Afghanistan telah sepakat untuk memastikan 
ketersediaan obat-obatan narkotika dan zat-zat psikotropika untuk kebutuhan 
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medis, namun disaat yang sama mencegah penyalahgunaan, penyelundupan, 
penanaman ilegal dan produksi.286 
Melalui keterlibatannya dalam UNGASS, Afghanistan akan mendapat 
dukungan dari komunitas internasional dalam program kesehatan masyarakat 
untuk mengatasi masalah narkoba.Sedangkan Afghanistan nantinya dapat lebih 
fokus pada pencegahan penggunaan narkoba serta pada inisiatif lokal untuk 
memberikan alternative development bagi orang-orang yang saat ini terlibat 
dalam budidaya narkoba.287 
Melalui keterlibatan Afghanistan dalam konvensi dan meratifikasi konvensi 
UNGASS tentunya memenuhi pendekatan global regulation dalam 
menanggulangi TOC. Mengingat produksi narkotika dan kebijakan anti-narkotik 
ada sangat penting tidak hanya untuk pengendalian narkoba di negara ini dan di 
seluruh dunia, tetapi juga untuk upaya keamanan, rekonstruksi, dan supremasi 
hukum di Afghanistan. Melalui ratifikasi konvensi tersebut, pemerintah 
Afghanistan tentunya dapat mempertegas peraturan akan penggunaan dan 
pelarangan penggunaan obat-obatan. Meskipun masih banyak debat akankah 
kebijakan yang dibentuk UNGASS dapat berpengaruh karena pada tahun 2017 
budidaya dan produksi opium masih meningkat masif.  
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5.6.2 Global Bodies 
Di dalam variabel ini, Midgley menekankan pada bagaimana kerja sama 
internasional di lakukan oleh suatu negara dalam menanggulangi drugs 
trafficking. Pemerintah menjelaskan melalui prinsip kerjasama regional dan 
internasional. Kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama dalam konteks 
pengamanan perbatasan terkait dengan drug trafficking dan kerjasama terkait 
counter narcotics.288 Jelas bahwa banyak negara melihat ke badan global seperti 
PBB untuk mendapatkan dukungan, bimbingan, dan kepemimpinan dalam 
menyusun dan menerapkan pendekatan yang berupaya melemahkan pengaruh 
TOC di tingkat nasional dan sub-nasional. 
Badan Global yang turut andil dalam menangani masalah TOC 
Afghanistan terutama masalah perdangan narkoba yaitu UNODC. Sedangkan 
dalam kerjasama mltilateral maupun bilateral, Afghanistan juga cukup aktif dalam 
melakukan kerja sama internasional baik secara bilateral, multilateral dan juga 
global. Badan terbesar yang hadir di Afghanistan yaitu PBB melalui UNODC. 
UNODC merupakan pemimpin global dalam upaya memerangi obat-obatan 
terlarang, TOC, terorisme, dan korupsi. Badan ini membantu pemerintah 
Afghanistan untuk mengubah situasi narkoba dan kejahatan dengan memberikan 
saran kebijakan dan memberikan panduan intervensi kontra-narkotika dan 
peradilan pidana yang efektif. Kegiatan UNODC ini terkoordinasi erat dalam misi 
bantuan PBB di Afghanistan (UNAMA). Oleh karena itu UNODC dan 
Afghanistan bekerjasama untuk bersama membentuk kontra-narkotika dan 
 





membuat supremasi hukum.289 Penanganan UNODC di Afghanistan dengan 
kampanye pemberantasan opium dan program peralihan tanaman lain seperti 
gandum tidak mudah karena banyaknya kendala dalam penanganan peredaran 
opium. UNODC melalui Survey Illicit Crop Monitoring Programme yaitu untuk 
membantu masyarakat internasional dalam memantau evolusi tanaman ilegal 
dalam konteks tujuan eliminasi yang diadopsi dari Majelis Umum PBB, sidang 
khusus obat pada bulan Juni 1998. 
Terdapat pula beberapa upaya kerjasama multilateral yang difasilitasi 
mealui program Regional untuk Afghanistan dan negara-negara tetangganya. 
Program inijuga diperkuat oleh aliansi strategis untuk melawan arus obat keluar 
dari Afghanistan dan dengan menyatukan perwakilan dari negara-negara yang 
paling terkena dampak oleh aktivitas drug trafficking. Diantaranya yaitu program-
program inisiasi seperti Triangular Initiative antara Iran, Pakistan, dan 
Afghanistan merupakan upaya regional untuk memerangi perdagangan narkoba di 
antara negara-negara tetangga290, juga AKT-Initiative antara Afghanistan, 
Kyrgystan dan Tajikistan.  
Triangular Initiative (TI) terdiri dari tiga negara termasuk Afghanistan, Iran 
dan Pakistan. TI merupakan suatu inisiasi oleh UNODC sebagai pelengkap 
upaya pembangunan perdamaian di wilayah Asia Tengah, mempromosikan 
pertukaran informasi dan mendorong operasi lapangan bersama di antara tiga 
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negara melawan jaringan perdagangan narkoba. Berbagai mekanisme kerja sama 
regional yang disepakati dalam TI mencakup peningkatan respons regional 
melalui pertukaran informasi; merencanakan dan melakukan operasi larangan 
obat dan pendirian Kantor Penghubung Perbatasan (BLO).291 Di tingkat 
operasional, sebuah “joint planning cell" telah didirikan di Teheran untuk 
berbagi informasi dan intelijen dan pelaksanaan operasi bersama yang 
menargetkan jaringan perdagangan narkoba yang beroperasi di wilayah 
tersebut.292 Meskipun kerjasama sudah dimulai sejak tahun 2007, aktivitas TI 
masih berjalan sampai saat ini, dan selalu diadakan pertemuan dua tahunan di 
tingkat Pejabat Senior serta tingkat Menteri dan negara-negara anggota meninjau 
kemajuan untuk mengambil tindakan perbaikan. Dan konferensi terakhir yang 
dilakukan yaitu pada tahun 2018 di Iran dengan kesepakatan yaitu upaya 
memperkuat Kantor Penghubung Perbatasan (BLO), merencanakan dan 
melakukan operasi patroli yang lebih simultan, dan operasi penahanan yang 
dipimpin intelijen. Ditambah lagi dengan melakukan pelatihan kontra-narkotika 
antar negara, untuk memastikan pemahaman dan koordinasi yang lebih baik.293 
Dalam upaya memberantas drug trafficking melalui jalur perbatasan, 
Pemerintah Afghanistan turut melakukan beberapa kerjasama regional yang 
dilakukan dengan negara-negara yang bersinggungan dengan perbatasan negara. 
Kerjasama tersebut diantaranya AKT-Initiative (AKT-I) antara Afghanistan, 
 
291 UNODC Pakistan. 2018. Afghanistan, Iran and Pakistan discussed ways for effectively 
combatting the trafficking of Afghan opiates . Diakses melalui: 
https://www.unodc.org/pakistan/en/triangular-initiative-senior-officials-meeting.html 
292 UNODC Iran. Triangular Initiative. Diakses melalui: 
https://www.unodc.org/islamicrepublicofiran/en/triangular-initiative.html 





Kirgistan dan Tajikistan. AKT-I merupakan program regional untuk Afghanistan 
dan negara-negara tetangganya yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas 
kontra-narkotika di seluruh wilayah yang menghasilkan dampak operasional 
yang meningkat secara keseluruhan. AKT-I bertujuan untuk memperkuat kerja 
sama lintas-perbatasan dalam penegakan hukum dan masalah hukum antara 
negara-negara ini di titik awal Rute Utara dalam perdagangan narkotika dari 
Afghanistan.294 
Meskipun sudah terbentuk sejak tahun 2012, AKT-I masih terus 
memperbaharui kerangka kerja dan peningkatan kerjasamanya. Melalui 
kesepakatan yang dibentuk oleh negara anggota AKT, dalam pembentukan 
Roadmap 2016-2017 disetujui dan disepakati beberapa poin yaitu:  
1. Komitmen untuk memperkuat kerja sama di bawah Prakarsa AKT 
2. Penekanan pada pentingnya pengembangan kapasitas kelembagaan dalam 
penanggulangan narkotika dan pertukaran informasi, dan berbagi praktik 
terbaik 
3. Menekankan pada kebutuhan untuk penyediaan kursus pelatihan lanjutan 
untuk lembaga penegak hukum yang relevan untuk lebih menanggapi 
tantangan yang muncul 
4. Perlunya meningkatkan kerja sama pada isu-isu yang berkaitan dengan 
memperkuat penegakan hukum regional dan kerja sama peradilan serta kerja 
sama yang lebih erat dalam forensik 
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5. Perlunya memperkuat kerja sama regional dalam masalah-masalah pidana 
termasuk melalui pemberian Bantuan Hukum dalam kejahatan atau kasus 
terkait narkoba 
6. Seruan yang mendukung peningkatan kegiatan Pusat Informasi dan 
Koordinasi Regional Asia Tengah (CARICC) antara lain dengan berbagi 
informasi operasional terkait narkoba dan melakukan operasi terkoordinasi 
yang dipimpin informasi yang efektif 
7. Menyusun Nota Kesepahaman di bawah AKT untuk memberikan dasar bagi 
kerja sama operasional dan berbagi informasi tentang operasi dan 
penyelidikan 
8. Melakukan kontrol narkoba di masa mendatang, operasi bersama antara 
Afghanistan-Tajikistan dan Republik Tajikistan-Kyrgyzstan dengan berbagi 
informasi dan intelijen terkait narkoba, dan melakukan operasi intelijen 
terkait narkoba yang terkoordinasi dan efektif. 
Hingga dilakukan pertemuan AKT-I di bulan Juli 2019 yang membahas 
masalah yang terkait dengan kerjasama dalam melawan obat-obatan terlarang 
dan perintis gelap. Pertemnuan tersebut menghasilkan kesepakatan 
tentangpeluncuran operasi kontra narkotika bersama dengan fokus utama pada 
pertukaran informasi tentang obat-obatan terlarang dan penyitaan prekursor serta 
operasi tindak lanjut lintas batas.295 
Upaya Afghanistan dalam menanggulangi drug trafficking tak ayal dilakukan 
dengan melakukan kerja sama internasional, baik secara bilateral,multilateral 
maupun global. Dalam rangka menjalin kerja sama internasional untuk 
menanggulangi drug trafficking yang ada di Afghanistan, melalui aparat penegak 







internasional. Upaya Global Bodies terlaksana melalui keterlibatan Afghanistan 
dalam melakukan kerja sama luar negeri. Pelaksanaan kerja sama internasional 
terkait drug trafficking oleh aparat penegak hukum di laksanakan secara aktif 
dan terpadu. Dapat dilihat dari keaktifan parsitipasi Afghanistan dalam 
mengikuti pertemuan dan juga kerja sama, baik melalui forum multilateral 
maupun bilateral terlaksana dengan adanya partisipasi dan kerjasama yang 
dibentuk Afghanistan dengan negara lain. Aktifnya partisipasi Afghanistan 
dalam menjalankan kerja sama internasional tentunya memberikan dampak 









Dalam kurun waktu tahun 2014 hingga 2019, pemerintah Afghanistan 
melaksanakan beberapa upaya terkait dengan penanggulangan narkoba. Dalam 
upaya deterrence, pemerintah Afghanistan memang belum melakukan penuntutan 
dan peradilan se berat-beratnya kepada tersangka kasus, namun melakukan upaya 
pendukungan lain yaitu fokus terhadap pemberantasan bahan baku narkoba. 
Afghanistan rutin melakukan Eradikasi lahan opium melalui GLE dan bekerja 
sama dengan AS dalam upaya penghancuran laboratorium produksi. Dalam 
rangka memperkuat penjagaan perbatasan, selain melakuka kerjasama regional 
dengan negara sekitar, Afghanistan juga memfokuskan pada upaya penegakan 
hukum dalam menjaga batas wilayah dan perpindahan barang. Meskipun belum 
dianggap berhasil dalam mengungkap jaringan sindikat internasional bernilai 
tinggi, pemerintah Afghanistan cukup berhasil melakukan operasi penangkapan 
dan penyidikan secara rutin. Upaya detterence ini menjadi salah satu upaya supply 
reduction untuk menekan pasokan dari produksi narkoba yang ada.  
Dalam upaya mengurangi dampak buruk dari adanya Drug trafficking, 
pemerintah Afghanistan melakukan upaya drug treatment dengan memfokuskan 
berbagai kalangan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak. Di 
implementasikan melalui pemberian pusat rehabilitasi untuk orang dewasa dan 





Seperti fokus salah satu fokus penekanan anti korupsi dan pencucian uang, 
Afghanistan memang menekankan pada upaya pemberantasana korupsi dan 
keterlibatan aktor pemerintah dalam aktifitas drug trafficking. Upaya ini 
dilaksanakan sebagai bentuk severing links between politics, state and 
crimemelalui kerangka Anti money laundering and asset forfeiture. Dilakukan 
melalui menyelasikan rencana AML/CFT untuk menghindari aktifitas pencucian 
uang dan keterlibatan pejabat pemerintah dalam transaksi kotor serta pendaan 
pada terorisme. Selain itu dilakukan dengan menigkatkan kerjasama Afghanistan 
dalam regulasi FinTRACA. Meskipun telah dilakukan beberapa fokus dalam 
pemberantasan pencucian uang dan pendanaan terorisme, hal tersebut belum 
menunjukan hasil yang signifikan karena upaya transparansi tidak dilakukan 
dengan tegas. Sehingga hal ini berdampak pada minimnya pencapaia dalam 
memutus jaringan antara politik, negara dan kejahatan ataulebih tepatnya 
menangangi facilitation network yang membantu TOC menjalankan aktivitas drug 
trafficking di Afghanistan. 
Pemerintah Afghanistan juga turut melaksanakan upaya harm reduction 
melalui kerangka fokus drug treatment untuk mengurangi dampak negatif atau 
dampak  buruk berkepanjangan dari adanya efek penggunaan narkoba maupun 
penyebaran penyakit. Karena penggunaan narkoba turut melibatkan anak-anak 
hingga orang dewasa, pemerintah Afghanistan fokus pada pemberian layanan 
rehabilitasi medis. Namun disayangkan, pusat layanan rehabilitasi tersebut tidak 





Dalam rangka memperbaiki perekonomian untuk mengurangi frekuensi 
keterlibatan masyarakat dengan aktifitas drug trafficking, pemerintah Afghanistan 
melaksanakan upaya mengembangkan ekonomi masyarakat dengan memberikan 
akses produksi dan bantuan keuangan serta asistensi kepada petani. Pemerintah 
Afghanistan juga melakukan pemberdayaan alternatif atau alternative 
development dengan mendukung alih fungsi lahan opium dengan beberapa 
program budidaya alternatif serta pengembangan kualitas petani. Selain itu, 
pemerintah juga turut meningkatkan kualitas terhadap layanan dasar, melalui 
perbaikan akses pendidikan terutama di wilayah pedesaan dan rendahnya 
keamanan.  
Dalam rangka melengkapi upaya menanggulangi drug trafficking secara 
domestik, pemerintah Afghanistan juga turut melakukan upaya kerjasama dengan 
negara sekitar maupun negara yang mendapatkan dampak tersebut. Selain 
memang mengandalkan keterlibatan negara lain sebagai aktor kerjasama, 
Afghanistan juga mengandalkan komunitas internasional sebagai donor program 
maupun kerjasamanya. Afghanistan fokus dalam kerjasama pengawasan 
perbatasan wilayah dan keluar masuknya barang. Dengan mengikuti satu konvensi 
selama kurun waktu 2014-2019 dan mengikuti beberapa kerjasama internasional, 
Afghanistan dapat dibilang aktif berpartisipasi dalam aktivitas internasional dan 
projek kerjasama.  
Dari penjelasan diatas, ini menunjukkan komitmen Afghanistan untuk 
mengatasi masalah serius yang terkait dengan budidaya, produksi, perdagangan, 





aktivitas drug trafficking membuktikan bahwa TOC  tidak bisa dipandang sebelah 
mata. Melalui analisis menggunakan Theory of Change¸ dapat diperoleh 
kesimpulan bahwa upaya yang dilaksanakan Afghanistan memiliki sisi 
keberhasilan dan kegagalan. Mengingat isu drug trafficking di Afghanistan telah 
lama terjadi dan melibatkan banyak aktor didalamnya. Menyelesaikannya pun 
butuh usaha dan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam negeri maupun 
kerjasama internasional. Kekurangan upaya tersebut dapat dilihat dari jumlah 
budidaya dan produksi opium diantara tahun 2014-2019 masih menunjukan nilai 
yang fluktuatif.  
6.2 Saran 
Penulis menyadari bahwa hasil dari penelitian penulis ini tidak akan 
sempurna, dimana terdapat kekurangan-kekurangan baik dari segi teknis maupun 
substansi materi analisis. Oleh karena itu penulis merekomendasikan penelitian 
berkelanjutan dengan tema serupa untuk dapat menyempurnakan penelitian ini 
dimasa yang akan datang. Penulis mengharapkan akan ada penelitian lanjutan 
mengenai upaya pemerintah Afghanistan ditahun yang mendatang. Mengingat 
bahwa penulis belum dapat menilai dengan lengkap hasil dari Afghan National 
Drug Action Plandikarenakan laporan drug report oleh pemerintah Afghanistan 
belum sepenuhnya keluar.  
Penulis melihat isu ini sangatlah menarik, karena berbeda dengan negara 
penghasil narkotika lainnya, Afghanistan memiliki masalah yang sangat kompleks 
dan upaya-upaya sebelumnya belum memiliki hasil yang memuaskan dan 





tidak terbatas pada Theory of Change namun dapat menggunakan teori lainnya 
yang masih berkaitan. Dengan dilakukannya penelitian ini tentunya dapat 
memberikan sumber referensi upaya dalam menyelesaikan isu drug trafficking di 
Afghanistan sebagaimana keberhasilan yang dilakukan negara lain seperti 
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